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ABSTRAK

Nama : Argo Wahyu Jati K., S.H.
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul : Analisis Tanggung Jawab Yuridis PPAT dan PPAT-Sementara

Terhadap Terlaksananya Catur Tertib Pertanahan Di Kabupaten Blitar.

Sebagai Pejabat Umum yang bertugas melaksanakan sebagian kegiatan
Pendaftaran Tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan
hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah susun,
PPAT dan PPAT-Sementara dituntut untuk melaksanakan tugasnya secara profesional,
mandiri serta bertanggungjawab dengan mengedepankan pelayanan kepada Masyarakat.
Namun, pada kenyataannya masih ada kondisi-kondisi dimana kinerja PPAT dan PPAT-
Sementara dalam satu daerah kedudukan tidak seperti yang diharapkan yaitu
melaksanakan tugasnya secara profesional, mandiri serta bertanggung jawab. Beberapa
faktor telah mempengaruhi kondisi tersebut, antara lain adanya jabatan PPAT-Sementara
pada daerah-daerah yang sudah terdapat PPAT sehingga terdapat tumpang tindih
pelaksanaan tugas sebagai Pejabat Umum. Hal ini mengakibatkan terciptanya keadaan
catur tertib Pertanahan meajadi terhambat, terutama tertib di Bidang administrasi
pertanahan yang dicita-citakan. Dengan metode penelitian Yuridis-Normatif, penelitian
ini menganalisa pelaksanaan tugas PPAT dan PPAT-Sementara dalam satu wilayah
kedudukan, yaitu di wilayah Kabupaten Blitar. Hingga saat ini dengan adanya PPAT
yang bertugas dalam wilayah Kabupaten Blitar kedudukan PPAT-Sementara tetap dapat
dipertahankan mengingat peran PPAT-Sementara masih banyak dibutuhkan .
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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Indonesia merupakan salah satu Negara dengan struktur perekonomian
yang bercorak agraris; sebagian besar dari penduduk Indonesia bermata pencaharian
di bidang agraria (pertanian) baik sebagai petani yang memiliki tanah maupun yang
tidak memiliki tanah (buruh tani). Tanah merupakan faktor yang sangat penting bagi
kelangsungan hidup bangsa.'

Menimbang bahwa di dalam Negara Republik Indonesia susunan kehidupannya,
termasuk perekonomianya, terutama masih bercorak agraris,bumi, air dan ruang
angkasa, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa mempunyai fungsi yang amat
penting untuk membangun masyarakat adil dan makmur, maka diundangkanlah
Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
yang juga dapat disebut Undang-Undang Pokok Agaria (UUPA) pada tanggal 24
September 1960. Dengan berlakunya UUPA maka telah terjadi perubahan
fundamental pada hukum agraria di Indonesia, terutama hukum dibidang pertanahan

yang biasa disebut dengan Hukum Tanah.?

! I Nyoman Budi Jaya, S.H., C.N., Tinjauan yuridis tentang redistribusi tanah pertanian dalam

rangka pelaksanaan landreform, (Yogyakarm Liberty Yogyakarta, 1989), hal 1.
Boedi Harsono., Hukum agraria Indonesia,sejarah pembentukan UUPA, isi dan
Pclaksanaannya, (Jakarta:Djambatan, 2005), hal 1.
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696.Peraturan Pemerintah
No. 24 Tahun 1997 ditetapkan dan diundangkannya pada tanggal 8 Juli 1997, namun
baru berlaku secara efektif 3 (tiga) bulan sejak diundangkanya, yaitu tanggal 8 Oktober
1997. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 pelaksanaannya diatur dengan
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional(Permen
Agraria/Kepala BPN) No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Yang dimaksud dengan

pendaftaran tanah menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun

-

1997:

“Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan vang dilakukan oleh
Pemerintah secara terus menerus. berkesinambungan dan teratur, meliputi
pengumpulan. pengolahan. pembukuan. dan penyajian serta pemeliharaan
data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar. mengenai bidang-
bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda
bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik
atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu vang membebaninya.”

Untuk  membantu masyarakat memperoleh jaminan kepastian hukum
terhadap penguasaan dan pemilikan tanah, serta membantu pemerintah untuk
melaksanakan kegiatan pendaftaran tanah maka pemerintah mengangkat Pejabat Umum
yang diberi kewenangan untuk membuat alat bukti mengenai perbuatan hukum tertentu
atas tanah sebagai dasar Pendaftaran tanah. Pejabat Umum yang memiliki kewenangan
untuk membuat alat bukti mengenai perbuatan hukum tertentu atas tanah ada pada

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Dalam Pasal 6 ayat (2)Peraturan Pemerintah No.

24 Tahun 1997 ditegaskan Hahwa :
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akta tanah adalah akta yang membuktikan dilakukannya perbuatan-perbuatan hukum

tertentu di bidang hukum tanah.’
Akta tanah yang dibuat oleh PPAT merupakan Akta otentik, merupakan alat

pembuktian yang sempurna bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian
orang yang mendapat hak darinya tentang apa yang dimuat dalam akta tersebut.
Sebagaimana Pasal-Pasal 1870, 1871 dan 1874 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata (Burgerlijk Wetboek) membedakan antara suatu akta otentik dengan suatu akta

dibawah tangan, yang mana masing-masing Pasal tersebut berbunyi :

1870: Suatu akta otentik memberikan diantara para pihak beserta ahli waris-ahli
warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka, suatu bukti
yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya.’

1871: Suatu akta otentik namunlah tidak memberikan bukti yang sempurna
tentang apa yang termuat didalamnya sebagai suatu penuturan belaka,
selainnya sekedar apa yang dituturkan itu ada hubungan langsung dengan
pokok isi akta. Jika apa yang termuat disitu sebagai suatu penuturan
belaka tidak ada hubungannya langsung dengan pokok isi akta, maka itu
hanya dapat berguna sebagai permulaan pembuktian dengan tulisan.’

1874 ayat (1):Sebagai tulisan-tulisan dibawah tangan dianggap akta-akta yang
ditandatangani dibawah tangan, surat-surat, register-register,
surat-surat urusan rumah tangga dan lain-lain tulisan yang
dibuat tanpa perantaraan seorang pegawai umum.®

3 Boedi Harsono, PPAT, Akta PPAT, dan Permasalahannya, Makalah, Temu llmiah Mahasiswa

Notariat se Indonesia, Candra Wilwatikta, Pandaan, Jawa Timur, 25— 6 Agustus 1989, hal. 2

Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), diterjemahkan oleh R.
Subekti dan R. Tjitrosudibio, Edisi Revisi, Cet. Ke-27, (Jakarta:Paramita, 1987), Pasal 1870.

Ibid., Pasal 1871

¢ Ibid., Pasal 1874 ayat (1)
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Dalam pelaksanaan pendafiaran tanah guna mewujudkan terlaksananya Catur
tertib pertanahan yang meliputi, tertib
hukum pertanahan, tertib administrasi pertanahan, tertib penggunaan tanah, dan tertib
pemeliharaan tanah dan lingkungan hidup, peran serta tanggung jawab yuridis PPAT
dan PPAT-Sementara mengambil bagian yang sangat penting didalamnya. Sejalan
dengan kondisi itu, di era otonomi daerah, di beberapa daerah telah banyak dibentuk
kabupaten/kota yang baru yang mempengaruhi secara langsung maupun tidak aktivitas
perbuatan hukum terhadap tanah-tanah
yang terletak di wilayah tersebut, Perkembangan ini tentu menuntut ketersediaan tenaga
PPAT yang profesional. Jika permasalahan tersebut tidak diantisipasi dan diatasi dengan
tuntas akan banyak menimbulkan masalah dalam pembuatan akta tanah sehingga
menimbulkan efek terhambatnya pelaksanaan catur tertib pertanahan.

Sebagai salah satu wilayah otonomi di Indonesia, Pemerintah daerah
Kabupaten Blitar berusaha untuk menciptakan kondisi tertib di bidang pertanahan;
melalui pelaksanaan catur tertib pertanahan diharapkan masyarakat Kabupaten Blitar
yang sebagian besar berada di daerah pedesaan dan bermata pencaharian di sektor
agraris dapat memperoleh kepastian Hukum serta memahami peruntukan dan kegunaan
tanah bagi mereka. Untuk itu peran serta dan tanggung jawab yuridis PPAT dan PPAT-
sementara sangat besar bagi terlaksananya catur tertib pertanahan di wilayah Kabupaten

Blitar.
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|.Bagaimana pelaksanan kewenangan Yuridis PPAT-Sementara di Kabupaten Blitar
dengan adanya PPAT dalam daerah kedudukannya (Kabupaten Blitar)?
2.Bagaimana pelaksanaan tanggung jawab yuridis PPAT dan PPAT sementara terhadap

akta yang dibuatnya,dalam rangka terlaksananya catur tertib pertanahan di Kabupaten

Blitar?

C. Metode Penclitian
Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian
kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif yang mengacu kepada peraturan-peraturan
yang tertulis atau hukum positif serta bahan-bahan hukum lain, yang berkaitan dengan
permasalahan. Data yang dipergunakan dalam penyusunan penulisan ini adalah data
primer yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak yang bersangkutan dan
data sekunder diperoleh melalui literatur-literatur kepustakaan.
Adapun alat pengumpulan data yang dipergunakan adalah :
1. Studi kepustakaan.
Bahan hukum primer yang digunakan yaitu antara lain Undang-Undang Nomor 5
tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria,Peraturan Pemerintah
Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah berikut peraturan
pelaksananya, Peraturan Pemerintah nomor 37 tahun 1998 tentang Peraturan
Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah berikut peraturan pelaksannya, dengan
tujuan memperoleh ketentuan yuridis tentang masalah-masalah yang akan

dibahas. Bahan hukum sekunder antara lain buku-buku tentang pertanahan.
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BAB IILANDASAN TEORI

BAB III

Bab ini terdiri atas dua sub bab yang meliputi:

A. pengertian PPAT dan PPAT-Sementara,
Sub bab ini menerangkan pengertian PPAT dan PPAT-Sementara,
tugas serta kewenangan PPAT dan PPAT-Sementara menurut
Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 tentang Peraturan
Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah

B. Catur tertib pertanahan
Pada Sub bab ini dibahas mengenai pengertian catur tertib

pertanahan, dasar hukum pelaksanaan catur tertib pertanahan.

TANGGUNG JAWAB YURIDIS PPAT DAN PPAT SEMENTARA
DALAM RANGKA TERLAKSANANYA CATUR TERTIB
PERTANAHAN DI KABUPATEN BLITAR

Pada bab ini membahas bagaimana seorang PPAT dan PPAT-Sementara
melaksanakan tugasnya didaerah kedudukannya (di lokasi penelitian)
serta akibat hukum yang timbul terhadap PPAT dan PPAT-Sementara
dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai pejabat umum
dihubungkan dengan pelaksanaan catur terib pertanahan di kabupaten

Blitar.

Analisis tanggung..., Argo Wahyu Jati K, FH Ul, 2008



BAB I1I

LANDASAN TEORI

A. Pengertian PPAT dan PPAT-Sementara

Demi terlaksananya tertib administrasi pertanahan, serta menjamin
terlaksananya kepastian Hukum di bidang pertanahan maka sesuai Pasal 19 ayat (1)
Undang-Undang Pokok Agraria, Pemerintah melaksanakan pendaftaran tanah di
seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. Ketentuan pelaksanaan Pendaftaran
Tanah sesuai Pasal 19 ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Pokok
Agraria tersebut, maka pada tanggal 23 Maret 1961 melalui Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 1961 nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Repubik
Indonesia Nomor 2344, diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961
tentang Pendafiaran Tanah. Sesuai perkembangan, Peraturan Pemerintah Nomor 10
tahun 1961 tentang pendaftaran tanah dipandang tidak dapat sepenuhnya mendukung
tercapainya hasil yang lebih nyata pada pembangunan nasional,sehingga perlu
adanya penyempurnaan,' sehingga pada tanggal 8 Juli 1997 diterbitkanlah Peraturan

Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Lembaran Negara

Nomor 1997-59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3696.

! Indonesia (a), Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendafiaran Tanah,

Lembaran Negara Nomor 1997-59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3696.
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b. Pegawai-Pegawai dan bekas pegawai dalam lingkungan Departemen
Agraria yang dianggap mempunyai pengetahuan yang cukup tentang
Peraturan-Peraturan Pendaftaran Tanah dan Peraturan lainnya yang
bersangkutan dengan persoalan peralihan hak atas Tanah.

¢. Para pegawai Pamong Praja yang pernah melakukan tugas sebagai seorang
Pejabat.

d. Orang-orang lain yang telah lulus dalam ujian yang diadakan oleh Menteri
Agraria.

Dengan demikian secara defacto maupun dejure, menurut Peraturan
Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 telah diakui kedudukan Pejabat yang bertugas
membuat akta tentang peralihan hak atas Tanah sebagai pejabat yang bertugas
membantu jalannya Pendaftaran Tanah, namun demikian Peraturan Pemerintah
Nomor 10 tahun 1961 dan Peraturan Menteri Agraria Nomor 10 tahun 1961
mengenai Penunjukan pejabat yang dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah
Nomor 10 tahun 1961, tidak menyebutkan secara eksplisit mengenai pengertian
PPAT sebagai pejabat umum yang bertugas membantu penyelenggaraan Pendaftaran
Tanah.

Dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 1985 tentang Rumah Susun
telah disebutkan mengenai tugas PPAT, yaitu sebagai Pejabat yang berwenang untuk
membuat akta pemindahan hak milik atas satuan ruma Susun dan akta pembebanan
hak Tanggungan atas satuan Rumah Susun.

Pada tanggal 9 April 1996 berlaku Undang-Undang nomor 4 tahun 1996

tentang Hak Tangungan Atas Tanah Serta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan
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hanya boleh dibuat oleh seorang PPAT. Dalam memutus akan membuat atau
menolak membuat akta mengenai perbuatan hukum yang akan dilakukan di
hadapannya PPAT mempunyai kedudukan yang mandiri, bukan sebagai pembantu
pejabat lain. !

Sehubungan dengan kegiatan Pendaftaran Tanah tersebut, secara jelas
pengertian PPAT termuat Pasal 1 angka 24 Peraturan Pemerintah 24 tahun 1997

yang menyatakan:

“Pejabat Pembuat Akta Tanah, selanjutnya disebut PPAT adalah Pejabat
umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta tanah
tertentu.”'?

Yang dimaksud dengan akta-akta tertentu merupakan akta-akta yang
bentuknya diatur oleh Undang-Undang yang bersangkutan, yaitu, akta pemindahan
dan pembebanan hak atas Tanah dan hak milik atas satuan Rumah Susun, serta akta
pemberian Kuasa untuk membebankan hak Tanggungan.

Menurut Profesor Boedi Harsono, yang dimaksud dengan Pejabat Umum
adalah orang yang diangkat oleh instansi yang berwenang, dengan tugas melayani
masyarakat umum di bidang atau kegiatan tertentu;l3 PPAT bukanlah Pegawai
Negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang
Pokok-Pokok Kepegawaian, PPAT bukanlah Pegawai Negeri yang tersusun dalam

jaringan birokrasi yang hierarkis.

" Ibid., hal 485,

12

" Indonesia (a), Op.cit., Pasal | angka 24,

Boedi Harsono, Op.Cit., hal 483.
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pada tanggal 16 Mei 2006 Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
menerbitkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Nomor 1 tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor
37 tahun 1998 tetang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998

menyebutkan sebagai berikut:

“Pejabat Pembuat Akta Tanah, selanjutnya disebut PPAT adalah Pejabat
Umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik
mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas Tanah atau Hak
Milik Atas Satuan Rumah Susun.”'¢

Terdapat 3 (tiga) macam PPAT menurut Peraturan Pemerintah Nomor 37

tahun 1998, yaitu :

1. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). PPAT adalah pejabat umum yang
diberikan kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan
hukum tertentu mengenai hak atas Tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah
Susun (Pasal 1 angka |1 Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998). Yang
menjadi PPAT disini adalah seseorang yang merangkap menjadi Notaris atau
mantan pejabat dari Badan Pertanahan Nasional setelah lulus ujian yang
disclenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional dan selanjutnya diangkat
menjadi PPAT.

2. PPAT-Sementara.PPAT-Sementara adalah Pejabat Pemerintah yang ditunjuk

karena jabatannya untuk melaksanakan tugas PPAT dengan membuat akta

6 Indonesia (c), Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan

Pejabat Pembuat Akta Tanah, Lembaran Negara Nomor 1998-52, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3746.
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b.Akta yang dibuatnya adalah akta yang otentik, yang hanya PPAT lah yang
berhak membuatnya;

c.PPAT adalah pejabat Tata Usaha Negara, karena tugasnya di bidang
penyelenggaraan Pendaftaran Tanah yang merupakan kegiatan di bidang
Tata Usaha Negara;

d.Akta PPAT bukan surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, karena akta
adalah relaas, yaitu suatu laporan tertulis dari pembuat akta berupa
pernyataan mengenai telah dilakukannya oleh pihak-pihak tertentu suatu
perbuatan hukum di hadapannya pada suatu waktu yang disebut dalam akta
yang bersangkutan;

e.Yang merupakan keputusan PPAT sebagai Pejabat Tata Usaha Negara adalah
keputusan menolak atau mengabulkan permohonan pihak-pihak yang datang
kepadanya untuk dibuatkan akta mengenai perbuatan hukum yang mereka
akan lakukan di hadapannya. Memberi keputusan menolak atau
mengabulkan permohonan tersebut merupakan kewajiban PPAT. Dalam hal
syaratnya dipenuhi wajib ia mengabulkan permohonan. Sebaliknya dalam

hal ada syarat tidak dipenuhi PPAT wajib menolak.

1. Tugas dan Wewenang PPAT dan PPAT-Sementara

Tugas dan wewenang pokok PPAT adalah melaksanakan sebagian
kegiatan Pendafiaran Tanah dengan membuat akta yang sifatnya Otentik sebagai
bukti telah dilakukannya kegiatan perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas

Tanah atau hak milik atas satuan Rumah Susun, yang akan dijadikan dasar bagi
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yang akan dijadikan sebagai dasar Pendaftaran, perubahan data Pendaftaran Tanah
yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu. Kegiatan Pendaftaran Tanah yang
dilakukan oleh Pemerintah menurut Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Pokok
Agraria, meliputi:

a. pengukuran, perpetaan, dan pembukuan Tanah;

b. Pendaftaran hak-hak atas Tanah dan peralihan hak-hak tersebut;

c. pemberian surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang
kuat.

Kegiatan Pendaftaran Tanah dalam Pasal 19 ayat (2) UUPA dijabarkan
lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, yaitu:

A. Kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali (Opzet atau Initial
Registration). Yang dimaksud dengan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali
menurut Pasal 1 angka 9 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, adalah
kegiatan Pendaftaran Tanah yang dilakukan terhadap objek Pendaftaran
Tanah yang belum didaftar berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun
1961 atau Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997. Pendaftaran Tanah
untuk pertama kali dilaksanakan melalui Pendaftaran Tanah secara sistematik
dan Pendaftaran Tanah secara sporadik.Pendaftaran Tanah secara sistematik
dilakukan secara massaal, ada yang dilaksanakan atas inisiatif dari
Pemerintah dan ada yang atas swadaya masyarakat (inisiatif dari pemegang
hak atas Tanah). Pendaftaran Tanah secara sistematik dilakukan melalui
Ajudikasi, yang dalam pelaksanaannya dibentuk Panitia Ajudikasi oleh

Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk Pendaftaran Tanah secara
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Kegiatan pemeliharaan data Pendaftaran Tanah (Bijhouding atau
Maintenance). Yang dimaksud kegiatan pemeliharaan data Pendaftaran
Tanah menurut Pasal | angka 12 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997,
adalah kegiatan Pendaftaran Tanah untuk menyesuaikan data fisik dan data
yuridis dalam peta Pendaftaran, daftar tanah, daftar nama, surat ukur, buku
tanah, dan sertipikat dengan perubahan-perubahan yang terjadi kemudian.
Pemeliharaan data Pendaftaran Tanah dilakukan apabila terjadi perubahan
pada data fisik atau data yuridis objek Pendaftaran Tanah yang telah
terdafiar. Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan
data fisik atau data yuridis tersebut kepada Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kota setemnat untuk dicatat dalam buku Tanah. Kegiatan
pemeliharaan data Pendaftaran Tanah, terdiri atas:
a).Pendafiaran peralihan dan pembebanan hak. Kegiatannya meliputi:

1). Pemindahan hak;

2). Pemindahan hak melalui lelang;

3). Peralihan hak karena pewarisan;

4),  Peralihan hak karena penggabungan atau peleburan

perseroan atau koperasi;
5). Pembebanan hak;
6). Penolakan Pendaftaran peralihan dan pembebanan hak;
b).Pendaftaran perubahan data Pendaftaran Tanah. Kegiatannya,
meliputi:

). Perpanjangan jangka waktu hak atas Tanah;
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18). pemecahan bidang Tanah,;
19). pemisahan sebagian atau beberapa bagian dari bidang Tanah;
20). penggabungan dua atau lebih bidang Tanah.
Dari dua macam kegiatan Pendaflaran Tanah, yaitu kegiatan Pendaftaran
Tanah untuk pertama kali dan kegiatan pemeliharaan data Pendaftaran Tanah
sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, maka
kegiatan yang menjadi tugas utama Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah
pada kegiatan pemeliharaan data Pendaftaran Tanah. Pada kegiatan pemeliharaan
data Pendaftaran Tanah terdapat perbuatan hukum mengenai hak atas Tanah atau
Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, berupa pemindahan hak, pembagian hak
bersama, pembebanan Hak Tanggungan, pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai
atas Tanah Hak Milik, dan pemberian kuasa membebankan Hak Tanggungan. Dalam
perbuatan hukum mengenai hak atas Tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah
Susun dibutuhkan bantuan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk membuat
akta.
Perbuatan Hukum dalam bidang Pertanahan yang harus dibuktikan
dengan akta PPAT adalah sebagai berikut:?
a. Jual Beli;
b. Tukar Menukar;
c. Hibah;
d. Pemasukan ke dalam perusahaan (inbreng);

e. Pembagian hak bersama;

Indonesia (c), Loc.cit., Pasal 2 ayat (2).
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penguasaan Tanah menurut ketentuan Peraturan Perundang-

undangan yang berlaku;

2). yang bersangkutan dengan pemindahan hak tersebut tidak menjadi
pemegang hak atas Tanah absentee (guntai) menurut ketentuan
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

3). yang bersangkutan menyadari bahwa apabila pernyataan
sebagaimana dimaksud pada 1 dan 2 tersebut tidak benar, maka
Tanah kelebihan atau Tanah absentee tersebut menjadi objek
landreform;

4). yang bersangkutan bersedia menanggung semua akibat hukumnya
apabila pernyataan sebagaimana dimaksud pada 1 dan 2 tidak
benar.

d. PPAT wajib membacakan akta kepada para pihak yang bersangkutan dan
memberi penjelasan mengenai isi dan maksud pembuatan akta, dan
prosedur Pendaftaran yang harus dilaksanakan sclanjutnya sesuai ketentuan
yang berlaku.

e. PPAT wajib menyampaikan akta PPAT dan dokumen-dokumen lain yang
diperlukan untuk keperluan Pendaflaran pemindahan dan pembebanan Hak
Tanggungan atas hak atas Tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun
yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat
selambatlambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak ditandatanganinya akta yang

bersangkutan.
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Rumah Susun yang terletak dalam daerah kerja PPAT yang bersangkutan. Ketiga
macam PPAT yang ada (PPAT, PPAT-Sementara dan PPAT Khusus) memiliki
kewenangan yang berbeda dalam pembuatan akta PPAT yang sifatnya Otentik,
sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta
Tanah. Pasal 3 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Republik Indoneia Nomor 1

tahun 2006 menyebutkan sebagai berikut :

(1):PPAT mempunyai kewenangan membuat akta Tanah yang merupakan
akta otentik mengenai semua perbuatan hukum sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) mengenai hak atas Tanah dan Hak
Milik atas Satuan Rumah Susun yang terletak dalam daerah
kerjanya.”*

(2):PPAT-Sementara mempunyai kewenangan membuat akta Tanah yang
merupakan akta otentik mengenai semua perbuatan hukum
sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) mengenai hak atas Tanah
dan hak milik atas Satuan Rumah Susun dengan daerah kerja di
dalam wilayah Kerjanya.?®

(3):PPAT Khusus hanya berwenang membuat akta mengenai Perbuatan

hukum yang disebut secara khusus dalam penunjukannya.“®
Daerah Kerja dalam rangka pembuatan akta oleh PPAT dan PPAT-
Sementara adalah berbeda; sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor | tahun 2006, bagi PPAT, daerah kerjanya adalah

meliputi satu wilayah Kerja Kantor Pertanahan sedangkan Daerah kerja PPAT-

H Indonesia (d), Loc.cit., Pasal 3 ayat (1).

2 1bid., Pasal 3 ayat (2).
e Ibid., Pasal 3 ayat (3).
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f. lulusan program spesialis notariat atau program pendidikan khusus PPAT
yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan tinggi;®

g. lulus ujian yang diselenggarakan oleh Kantor Menteri Negara Agraria /
Badan Pertanahan Nasional;*

PPAT diangkat untuk daerah kerja tertentu yaitu wilayah Kantor
Pendaftaran Tanah tertentu (di daerah Kabupaten/Kota tertentu yang merupakan
daerah Kerja Kantor Badan Pertanahan Kabupaten/Kota) yang merupakan Daerah
Kerjanya.

Untuk melayani masyarakat dalam pembuatan akta PPAT di daerah
yang belum cukup terdapat PPAT atau untuk melayani golongan masyarakat tertentu
dalam pembuatan akta PPAT tertentu Menteri dapat menunjuk pejabat-pejabat di
bawah ini sebagai PPAT-Sementara atau PPAT khusus:*

a. Camat atau Kepala desa untuk melayani pembuatan akta di daerah yang
belum cukup terdapat PPAT, sebagai PPAT-Sementara;

b. Kepala Badan Pertanahan untuk melayani pembuatan akta PPAT yang
diperlukan dalam rangka pelaksanaan program-program pelayanan
masyarakat atau untuk melayani pembuatan akta PPAT tertentu bagi Negara
sahabat berdasarkan asas resiprositas sesuai pertimbangan dari Departemen

Luar Negeri, sebagai PPAT Khusus.

» Pasal 15 ayat (2) huruf g Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 tahun 2006

menyatakan bahwa lulusan Program Magister Kenotariatan dapat diangkat scbagai PPAT.

L Pasal 11 ayat (3) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor | tahu 2006
menyatakan bahwa Ujian dimaksudkan untuk mengisi formasi PPAT di Kabupaten/Kota yang
formasi PPATnya belum terpenuhi.

30 Indonesia (c),Loc,Cit., Pasal 5 ayat (3).
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dilaksanakan dengan mengangkat sumpah jabatan PPAT dihadapan Kepala Kantor

Pertanahan setempat dan didampingi oleh Rohaniawan.*?

3. Daerah Kerja PPAT dan PPAT-Scmentara.

Menurut Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun
1998,Daerah Kerja PPAT adalah satu wilayah Kerja Kantor Pertanahan, yaitu di
daerah Kabupaten/Kota, sedangkan daerah kerja PPAT-Sementara dan PPAT Khusus
meliputi wilayah Kerjanya sebagai Pejabat Pemerintah yang menjadi dasar
penunjukannya. Bagi Seorang Camat, daerah kerjanya sebagai PPAT-Sementara
adalah di daerah kecamatan dimana Camat yang bersangkutan menjabat sebagai
pejabat Pemerintah.

Untuk dapat melaksanakan tugas dan wewenang sebagai PPAT dan
PPAT-Sementara di daerah kerjanya, maka harus diperhatikan mengenai Formasi
Jabatan PPAT dan PPAT-Sementara, sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 37 tahun 1998, apabila formasi PPAT untuk suatu daerah kerja
PPAT sudah terpenuhi, maka Menteri menetapkan wilayah tersebut tertutup untuk
pengangkatan PPAT. Dengan adanya penetapan formasi pada suatu daerah
Kabupaten/Kota akan dapat dibatasi penempatan PPAT pada suatu daerah, sehingga
daerah lain yang masih tersedia lowongan bagi PPAT dan PPAT-Sementara dapat
diisi; dengan demikian tujuan pemerataan penempatan PPAT dan PPAT-Sementara
dapat tercapai. Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 9 ayat(2) Peraturan Kepala Badan

Pertanahan Nasional Nomor 1 tahun 2006 menyatakan bahwa Formasi atau

2 Ibid., Pasal 33.
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PPAT-Sementara tersebut, antara lain sehubungan dengan sifat akta PPAT yang
otentik, PPAT memiliki kewajiban menolak untuk membuat akta jika:>*

a.  Mengenai bidang Tanah yang sudah terdaftar atau hak milik atas satuan
Rumah Susun, kepadanya tidak disampaikan sertipikat asli hak yang
bersangkutan atau sertipikat yang diserahkan tidak sesuai dengan daftar-
daftar yang ada di kantor Pertanahan;

b. Mengenai bidang Tanah yang belum terdaftar, kepadanya tidak
disampaikan:

1) Surat bukti sebagaiman dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) atau surat
keterangan Kepala Desa/Kelurahan yang menyatakan bahwa yang
bersangkutan mengua<ai bidang Tanah tersebut scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2);dan

2) Surat keterangan yang menyatakan bahwa bidang Tanah yang
bersangkutan belum bersertipikat dari Kantor Pertanahan atau untuk
tanah yang terletak di daerah yang jauh dari kedudukan Kantor
Pertanahan, dari pemegang hak yang bersangkutan dengan dikuatkan
oleh Kepala Desa/Kelurahan;atau

c. salah satu atau para pihak yang akan melakukan perbuatan hukum yang
bersangkutan atau salah satu saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38

tidak berhak atau tidak memenuhi syarat untuk bertindak demikian; atau

» Indonesia (a), Loc.cit., Pasal 39.
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Menjunjung tinggi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Negara

Kesatuan Republik Indonesia;

Mengikuti pelantikan dan pengangkatan sumpah jabatan sebagai PPAT;

Menyampaikan laporan bulanan mengenai akta yang dibuatnya kepada

Kepala Kantor Pertanahan, Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor

Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan setempat paling lambat tanggal 10

(sepuluh) bulan berikutnya;

Menyerahkan protokol PPAT dalam hal:

1). PPAT yang berhenti menjabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28
ayat (1) dan ayat (2) kepada PPAT di daerah kerjanya atau kepada
Kepala Kantor Pertanahan;

2). PPAT-Sementara yang berhenti sebagai PPAT-Sementara kepada
PPAT-Sementara yang menggantikannya atau kepada Kepala Kantor
Pertanahan;

3).  PPAT Khusus yang berhenti sebagai PPAT Khusus kepada PPAT
khusus yang menggantikannya atau kepada Kepala Kantor
Pertanahan.

Membebaskan uang jasa kepada orang yang tidak mampu, yang dibuktikan

secara sah;

Membuka kantornya setiap hari kerja kecuali sedang melaksanakan cuti

atau hari libur resmi dengan jam kerja paling kurang sama dengan jam

kerja kantor Pertanahan setempat;
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Permohonan cuti sebagaimana tersebut diatas diajukan secara tertulis
kepada Pejabat yang berwenang yaitu:
a. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat untuk permohonan cuti
kurang dari 3 (tiga) bulan;
b. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi untuk
permohonan cuti 3 (tiga) bulan atau lebih tapi kurang dari 6 (enam) bulan;
c. Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk permohonan cuti yang lamanya 6
(enam) bulan atau lebih.
Bagi PPAT-Sementara, dalam melaksanakan tugas jabatannya sebagai
PPAT-Sementara, juga memiliki peranan meningkatkan sumber penerimaan Negara
dari pajak dan bukan pajak (PPh/Pajak Penghasilan) dan Bea Perolehan Hak Atas

Tanah (BPHTB) serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).*

5. Pelaksanaan Jabatan PPAT dan PPAT-Sementara.
Dalam waktu | (satu) bulan setelah pengambilan sumpah jabatan, PPAT
wajib: ¥
a. Menyampaikan alamat kantornya, contoh tanda tangan, contoh paraf, dan
teraan cap/stempel jabatannya kepada Kepala Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Propinsi, Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat 11, Ketua Pengadilan Negeri, dan Kepala Kantor Pertanahan yang

wilayahnya meliputi daerah kerja PPAT yang bersangkutan;

u Hotman H Hutagaol, Etika Profesi, Makalah disampaikan dlam Pembianaan cknis Calon

PPAT-Sementara Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur, Surabaya, 2007,
hal 16.

' Indonesia (c), Op.cit., Pasal 19.
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dalam garis lurus tanpa pembatasan derajat dan dalam garis ke samping sampai
derajat kedua, menjadi pihak dalam perbuatan hukum yang bersangkutan, baik
dengan cara bertindak sendiri maupun melalui kuasa, atau menjadi kuasa dari pihak
lain; hal ini sesuai ketentuan dalam Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 37
tahun 1998.
PPAT wajib membuat daftar akta yang dibuatnya dengan menggunakan |
(satu) buku dafiar akta untuk semua jenis akta yang dibuat PPAT tersebut, yang di
dalamnya dicantumkan secara berurut nomor semua akta yang dibuat berikut data
lain yang berkaitan dengan pembuatan akta. Setiap bulan, PPAT wajib mengirim
laporan bulanan mengenai akta yang dibuatnya yang diambil dari buku daftar akta
PPAT kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan setempat dan kantor-kantor lain
sesuai ketentuan Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah yang berlaku (misalnya
pada instansi perpajakan) selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya.
Sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun
1998,bagi PPAT yang berhenti menjabat karena alasan yang dimaksud pada Pasal 8
ayat (1) huruf b,c, dan d yaitu karena telah mencapai usia 65 (enampuluh lima) tahun
atau diangkat dan mengangkat sumpah jabatan atau melaksanakan tugas sebagai
Notaris dengan tempat kedudukan di Kabupaten/Kotamadya daerah tingkat Il yang
lain daripada daerah kerjanya sebagai PPAT atau diberhentikan oleh Menteri, maka
diwajibkan menyerahkan protokol PPAT kepada PPAT di daerah kerjanya.
Bagi PPAT-Sementara yang berhenti menjabat sebagai PPAT-Sementara,
sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998, wajib

menyerahkan Protokol PPAT kepada PPAT-Sementara yang menggantikannya.
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menyampaikan dan menjelaskan kebijakan dan Peraturan Pertanahan serta
petunjuk teknis pelaksanaan tugas PPAT yang telah ditetapkan oleh Kepala
Badan dan Peraturan Perundang-undangan lainnya;

membantu melakukan sosialisasi, diseminasi kebijakan dan Peraturan
Perundang-undangan Pertanahan atau petunjuk tehnis;

secara periodik melakukan pengawasan ke kantor PPAT guna memastikan
ketertiban administrasi, pelaksanaan tugas dan kewajiban sesuai dengan
ketentuan peraturan Perundang-undangan ke-PPAT-an.

Sedangkan, pembinaan dan pengawsan terhadap PPAT yang dilakukan

oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (3)

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasiona! Nomor | tahun 2006 adalah sebagai

berikut:

a.

membantu menyampaikan dan menjelaskan kebijakan dan Peraturan
Pertanahan serta petunjuk tehnis pelaksanaan tugas PPAT yang telah
ditetapkan oleh Kepala Badan dan Peraturan Perundang-undangan;
memeriksa akta yang dibuat PPAT dan memberitahukan secara tertulis
kepada PPAT yang bersangkutan apabila ditemukan akta yang tidak
memenuhi syarat untuk digunakan sebagai dasar Pendaftaran haknya;
melakukan pemeriksaan mengenai pelaksanaan kewajiban operasional

PPAT.
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Pejabat Umum, maka diakhiri keraguan mengenai penamaan, status hukum, tugas

dan kewenangan para pejabat tersebut.*®

Dalam implementasinya, ketiga hal pokok tersebut harus ada atau nampak
dalam setiap pembuatan akta PPAT agar akta tersebut memiliki bobot sebagai akta

Otentik, untuk itu harus dilakukan antara lain:

a. Akta PPAT menggunakan blanko yang sudah dicetak oleh Pemerintah dan
PPAT dilarang membuat Akta tanpa menggunakan blanko akta cetakan
Pemerintah tersebut serta bentuk, isi dan cara pembuatan akta PPAT diatur
oleh menteri (sesuai ketentuan Pasal 38 ayat(2) Peraturan Pemerintah
Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah);

b. PPAT dalam menjalankan tugas membuat akta, ditinjau dari aspek
Yuridisnya adalah mengesahkan adanya keinginan para pihak untuk
membuat perjanjian (bentuk) khusus. Oleh karenanya berdasarkan rumusan
“Otentik” menurut Pasal 1868 KUHPerdata, bahwa keinginan tersebut
dituangkan dalam bentuk akta yang dibuat dihadapan PPAT;

¢. Agar Akta PPAT memiliki bobot otentik, pembuatannya harus dilakukan
diwilayah kewenangan PPAT yang bersangkutan.

Secara Hukum , Akta Otentik merupakan alat bukti yang sempurna; Akta

Otentik memberikan kepada para Pihak termasuk Ahli Warisnya atau orang yang

mendapat hak dari para Pihak tersebut suatu bukti yang sempurna tentang apa yang

dinyatakan dalam akta tersebut. Dengan demikian barang siapa yang menyatakan

bahwa akta otentik tersebut palsu, maka ia harus membuktikan tentang kepalsuan

8 Bocedi Harsono, Loc.cit., hal 435.
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2006 telah menyusun Kode etik Profesi PPAT dan/atau PPAT-Sementara sebagai
pedoman bersama untuk pengembangan profesi PPAT dan PPAT-Sementara.

Kode etik profesi PPAT merupakan aturan-aturan dan pedoman yang
harus ditaati, yang mengatur tingkah laku lahiriah, maupun sikap batiniah, baik
dalam rangka menjalankan profesi maupun dalam tingkah laku sehari-hari dalam
kehidupan bermasyarakat.*

Organisasi Profesi bagi PPAT di Indonesia saat ini adalah Ikatan Pejabat
Pembuat Akta Tanah (IPPAT). IPPAT merupakan perkumpulan/organisasi bagi para
PPAT. IPPAT berdiri sejak 24 September 1987 dan Keputusan Menteri Kehakiman
Republik Indonesia tanggal 13 April 1989 Nomor.C.2.3281.HT.01.03 tahun 1989,
menegaskan sebagai Badan Hukum yang merupakan satu-satunya wadah pemersatu
bagi semua dan setiap orang yang mengaku dan menjalankan tugas jabatan selaku
PPAT yang menjalankan fungsi sebagai Pejabat Umum.

Untuk menegakkan pelaksanaan Kode etik Profesi PPAT, IPPAT
memiliki Majelis Kehormatan, yang merupakan suatu badan atau lembaga yang
berdiri sendiri dan bebas dari keberpihakan yang berada pada lingkungan IPPAT.
Majelis Kehormatan memiliki tugas dan/atau kewajiban sebagai berikut:

a. Melakukan pembinaan, pengawasan dan penertiban maupun pembenahan;
b. Berwenang memanggil, memeriksa dan menjatuhkan putusan, sanksi atau
hukuman Kkepada seseorang anggota perkumpulan yang melakukan

pelanggaran kode etik profesi;

* Hotman H Hutagaol, Loc.cit., hal 1.

Analisis tanggung..., Argo Wahyu Jati K, FH Ul, 2008



51

b. Pecnguasaan tanah pertanian sccara melampaui batas yang diperbolehkan atau
absentee yakni Tanah-Tanah diluar kecamatan tempat tinggal dari pemilik
atau penguasa tanah pertanian tersebut;

c. Penguasaan tanah yang berkedok jual beli Tanah diluar Prosedur yang
berlaku (seperti jual beli Tanah tidak di hadapan PPAT);

d. Penguasaan tanah tanpa hak.

Adanya pelanggaran-pelanggaran terhadap Peraturan Perundang-
undangan Agraria yang be.rlaku ini disebabkan karena Peraturan Perundang-
undangan Agraria tersebut belum dipahami sepenuhnya oleh masyarakat. Adanya
penguasaan,'pemilikan dan mutasi-mutasi (pemindahan hak) Tanah yang tidak sesuai
dengan Peraturan Perundang-undangan Agraria yang berlaku sehingga menimbulkan
keguncangan ekonomi terutama di wilayah pedesaan.*?

Keadaan tidak tertibnya bidang hukum Pertanahan dimaksud dapat terjadi
karena:*?

a. Belum dipahami Peraturan Perundang-undangan agraria oleh sebagian
masyarakat Indonesia;

b. Kurang penerangan / Penyuluhan tentang arti pentingnya hak-hak atas tanah,
hak dan kewajiban anggota masyarakat terhadap tanah;

c. Kurang pengawasan terhadap pelaksanaan hukum;

d. Adanya unsur kesengajaan dari sementara oknum, karena didorong oleh

hasrat untuk mengadakan spekulasi dan manipulasi di bidang Pertanahan;

2 Ibid., hal 72.

B Ibid,, hal 72.
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2. Tertib Administrasi Pertanahan.

Masyarakat di Indonesia dewasa ini belum sepenuhnya merasakan
pelayanan yang baik dan maksimal dari pejabat / aparat Pertanahan, khususnya
dalam hal urusan Pertanahan yang berbelit-belit, memerlukan waktu pengurusan
yang lama, biaya yang cukup mahal, serta kemungkinan adanya pungutan-pungutan
liar yang dilakukan oleh pejabat pertanahan. Hal ini menimbulkan rasa enggan pada
masyarakat untuk mengurus hak atas Tanah. Untuk itu maka perlu diciptakan
keadaan dimana Administrasi Pertanahan harus dijalankan dengan tertib yang
dikenal dengan istilah tertib administrasi Pertanahan. Yang disebut tertib
Administrasi Pertanahan adalah merupakan keadaan dimana:*

a. Untuk setiap bidang Tanah telah tersedia ketentuan mengenai aspek-aspek
data fisik, penguasaan dan penggunaan Tanah, jenis hak dan kepastian
hukumnya yang dikelola dalam sistem informasi Pertanahan yang lengkap;

b. Terdapat mekanisme prosedur, tata kerja pelayanan di bidang Pengnahan
yang sederhana, cepat, murah, berlaku umum, tetapi menjamin kepastian
hukum yang dilaksanakan secara tertib dan konsisten;

c. Penyimpanan warkah-warkah yang berkaitan dengan pemberian hak dan
pemanfaatan Tanah dilaksanakan secara tertib, beraturan dan terjamin
keamanannya.

Untuk mewujudkan keadaan tertib administrasi Pertanahan maka

langkah-langkah yang perlu diambil antara lain:*

e Ibid., hal 74,
A {bid., hal 73,
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b.  Penyusunan data dan daftar pemilik tanah, tanah-tanah kelebihan dari batas
maksimum yang ditentukan, tanah-tanah absentee dan tanah-tanah negara;

¢.  Menyempumakan daftar-daftar kegiatan baik di kantor-kantor Pertanahan
maupun pada kantor PPAT dan PPAT-Sementara (misal:penyimpanan
buku daftar pembuatan akta PPAT);

d. Mengadakan program Pendaflaran Tanah secara sistematik(misal
melakukan pengukuran Tanah dan pengumpulan data yuridis Tanah di
desa-desa dalam rangka penerbitan sertipikat hak atas Tanah).

Pemerintah terus berusaha mewujudkan kondisi tertib administrasi
Pertanahan; bentuk nyata dari usaha Pemerintah tersebut adalah dengan
diselenggarakannya Pendaftaran Tanah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 24 tahun 1997. Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997
menyebutkan bahwa tujuan Pendaftaran Tanah salah satunya adalah untuk
terselenggaranya tertib administrasi Pertanahan.

Pada dasarmmya tugas PPAT dan PPAT-Sementara dalam Pendafiaran
Tanah adalah membantu Badan Pertanahan Nasional dalam mencapai salah satu
tujuan Pendaftaran Tanah sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 3 ayat (3)
Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, yaitu untuk terselenggaranya tertib

administrasi Pertanahan.

3. Tertib Penggunaan Tanah.

Hingga saat ini, masih banyak Tanah-Tanah yang belum

diusahakan/dipergunakan sesuai dengan peruntukan sebagaimana mestinya, sehingga
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c. Menyusun petunjuk-petunjuk teknis tentang peruntukan tanah dan
penggunaan tanah pedesaan dan perkotaan termasuk prosedur pembuatan
rencana tata guna tanah;

d. Melakukan survey sebagai bahan pembuatan peta penggunaan Tanah,

peta kemampuan dan peta daerah-daerah kritis.

4. Tertib Pemeliharaan Tanah dan Linkungan Hidup.

Tidak semestinya Tanah sebagai modal pokok dalam pembangunan
digunakan dengan tanpa disertai usaha untuk memelihara dan mencegah terjadinya
kerusakan. Pada kenyataannya banyak sekali orang perorangan ataupun badan-badan
hukum yang mempunyai atau menguasai Tanah dergan tidak memperhatikan dan
melakukan usaha-usaha untuk mencegah kerusakan-kerusakan tanah, meskipun
beberapa Peraturan Perundang-undangan mensyaratkan bagi pihak-pihak yang
memiliki ataupun menguasai tanah untuk melakukan usaha-usaha pencegahan
kerusakan atas tanah dan lingkungan hidup, misalnya ketentuan Pasal 74 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pasal 74 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 menyebutkan:

(1)’Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau
berkaitan dengan sumber daya alam, wajib melaksanakan tanggung
jawab sosial dan lingkungan.”

Undang-Undang Pokok Agraria juga mengatur bagaimana agar

penggunaan tanah jangan sampai merusak tanah dan lingkungan hidup, Pasal 15
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Penyadaran masyarakat bahwa pemeliharaan Tanah termasuk penambahan
kesuburannya merupakan kewajiban setiap pemegang hak atas Tanah;
Melakukan analisa dampak lingkungan (AMDAL) sebelum suatu usaha
industri atau pabrik di dirikan. AMDAL akan dapat memberikan gambaran
dampak yang dapat ditimbulkan oleh suatu kegiatan industri terhadap
lingkungan hidup;

Melakukan pengawasan terhadap penggunaan Tanah, hal ini dilakukan
untuk mencegah adanya penggunaan Tanah yang tidak sesuai dengan

kemampuan Tanah dan peruntukan Tanah.
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BAB III
TANGGUNG JAWAB YURIDIS PPAT DAN PPAT SEMENTARA
DALAM RANGKA TERLAKSANANYA CATUR TERTIB

PERTANAHAN DI KABUPATEN BLITAR

Dalam praktiknya, bukan rahasia lagi bahwa banyak masyarakat yang mengalami
kesulitan untuk mendaftarkan tanahnya. Prosesnya lama dan biaya juga mahal.
Pelayanan kantor ‘pertanahan dilihat dari aspek administrasinya juga belum mampu
memberikan kinerja yang diharapkan, yaitu pelayanan yang sederhana, aman,
terjangkau dan transparan. Kenyataan yang terjadi adalah pelayanan yang masih
lambat, sulit, mahal dan berbelit-belit serta memungkinkan terjadinya malpraktik.
Sebagian pelayanan administrasi pertanahan yang diinginkan oleh masyarakat tidak
sesuai yang diberikan oleh pegawai kantor pertanahan.*? PadahaliPendaftaran tanah
dengan jalan melakukan pensertipikatan tanah merupakan realisasi dari catur tertib di
bidang pertanahan, sehingga pensertipikatan tanah merupakan jaminan kepastian
hukum bagi penguasaan dan pemilikan tanah sebagai tanda bukti hak yang kuat.>*

Untuk itu dalam rangka mewujudkan catur tertib pertanahan, terutama tertib di

$3

Adrian Sutedi. Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendafiarannya, (Jakarta.Sinar
Gralika:2007), hal 164.
" Ibid., hal 180.
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menguasai ilmuu di bidang Pertanahan; sebab jika tidak mengerti dan memahami isi
peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan dan menguasai ilmuu di bidang
pertanahan, maka peluang untuk menyelewengkan kewenangan dan tanggung jawab
dari PPAT sangat besar.

Konsekwensi yuridis dengan dilanggarnya peraturan perundang-undangan
oleh PPAT sangat berat. Sebagai contoh adalah bagi PPAT yang dalam
melaksanakan tugasnya mengabaikan ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam
Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
serta ketentuan dan petunjuk yang diberikan oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk;
dikenakan tindakan administratif berupa teguran tertulis sampai pemberhentian dari
jabatannya sebagai PPAT, dengan tidak mengurangi kemungkinan dituntut ganti
kerugian oleh pihak yang menderita kerugian yang diakibatkan oleh diabaikannya
ketentuan-ketentuan tersebut.

Selain PPAT, pelaksanaan tanggung jawab moral serta tanggung jawab
hukum profesi PPAT tersebut diatas juga diemban oleh Camat yang ditunjuk untuk
menjabat sebagai PPAT-Sementara; sama halnya dengan peranan PPAT, sebagai
Pejabat Umum yang memberikan pelayanan pembuatan akta-akta otentik dibidang
pertanahan maka Camat selaku PPAT-Sementara wajib mengerti serta memahami
peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pertanahan dan menguasai
ilmuu di bidang pertanahan sehingga diharapkan Camat sebagai PPAT-Sementara
dapat melaksanakan tanggung jawab moral dan tanggung jawab hukum dengan

benar.
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Oleh karena itu di wilayah yang belum cukup terdapat PPAT, Camat perlu ditunjuk
sebagai pejabat yang melaksanakan fungsi tersebut.

Menurut Penjelasan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 37
tahun 1998, yang dimaksud dengan daerah yang belum cukup terdapat PPAT adalah
daerah yang jumlah PPATnya belum memenuhi jumlah formasi yang ditetapkan
Menteri / Kepala Badan Pertanahan Nasional dengan mempertimbangkan faktor-
faktor sebagai berikut:>®

a. jumlah Kecamatan di daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
b. tingkat perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik

Atas Satuan Rumah Susun;

c. tingkat perkembangan ekonomi daerah yang bersangkutan;
d. jumlah permohonan untuk dapat diangkat sebagai PPAT di daerah

Kabupaten/Kota yang bersangkutan;

e. jumlah PPAT yang sudah ada pada sctiap dacrah Kabupaten/Kota yang
bersangkutan;
f. lain-lain faktor yang dianggap penting oleh Kepala Badan Pertanahan

Nasional.

Sedangkan bagi dacrah yang sudah cukup terdapat PPAT dan merupakan
daerah tertutup untuk pengangkatan PPAT baru, maka Camat yang baru tidak lagi
ditunjuk scnagai PPAT-Sementara.

Camat sebagai Kepala Kecamatan, merupakan pejabat pemerintah yang

pengangkatanya sebagai Pegawai Negeri Sipil yang menuhi persyaratan diangkat

s Indonesia (d), Loc.cit., Pasal 7 ayat (1).

Analisis tanggung..., Argo Wahyu Jati K, FH Ul, 2008



66

di suatu daerah, maka dapat ditunjuk Camat yang merupakan Pegawai Negeri
sebagai PPAT-Sementara yang menjalankan tugas jabatan sebagai pejabat yang
membuat akta-akta perbuatan hukum di bidang pertanahan.

Untuk dapat ditunjuk sebagai PPAT-Sementara, seorang Camat tidak
memeriukan keahlian khusus seperti halnya lulusan program Spesialis Notariat
ataupun lulusan program Magister Kenotariatan yang telah dibekali ilmu mengenai
pembuatan akta selama pendidikan berlangsung. Sebelum ditunjuk sebagai PPAT-
Sementara, yang bersangkutan diwajibkan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan
yang diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang
penyeleggaraannya dapat bekerjasama dengan organisasi Profesi PPAT. Hal ini
sesuai dengan ketentuan pada Pasal 18 ayat (2) Peraturan Kepala Badan Pertanahan
Nasional Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2006. Menurut Pasal 18 ayat (3)
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Indonesia Nomor 1 tahun 2006,
kewajiban untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan tersebut dapat dikecualian bagi
Camat yang akan ditunjuk sebagai PPAT-Sementara, apabila di daerah
Kabupaten/kota yang bersangkutan belum ada PPAT. Hal ini sangat ironis, karena
akta yang dibuat oleh PPAT-Sementara merupakan akta otentik yang memiliki daya
pembuktian yang kuat sebagai salah satu sumber data dalam rangka pendaftaran
tanah, yang seharusnya dibuat oleh pejabat yang benar-benar memiliki keahlian
dalam bidang pembuatan akta.

Dengan kurangnya pendidikan dan pelatihan yang diterima oleh Camat
sebagai bekal penunjukan yang bersangkutan sebagai PPAT-Sementara, maka

dimungkinkan timbulnya kekeliruan dalam rangka pembuatan akta-akta PPAT yang

Analisis tanggung..., Argo Wahyu Jati K, FH Ul, 2008



68

a. Kepastian tangal pembuatan Akta.
Kepastian tanggal penting dan menentukan bagi otentisitas Akta apabila diamati
pada awal akta, adanya kalimat “pada hari ini........ tanggal........,menghadap
kepada saya,.....” kalimat baku yang demikian dimaksudkan agar_adanya
kepastian tanggal dibuatnya akta PPAT. Tanggal maupun nomor akta harus
dicantumkan pada saat bersamaan ditandatanganinya akta PPAT di hadapan
PPAT-Sementara yang bersangkutan. Hal lain yang harus diperhatikan adalah
identitas para penghadap. PPAT-Sementara harus jeli terhadap kebenaran
identitas para penghadap yang dapat diteliti dari Kartu Tanda Penduduk para
penghadap.

b. Persetujuan suami/isteri pihak yang mengalihkan hak.
Persetujuan suami/isteri diperlukan apabila objek yang dialihkan merupakan
harta bersama (harta yang diperoleh selama perkawinan); untuk mengetahui
apakah sebidang tanah itu merupakan harta bersama atau harta asal (bawaan),
maka diteliti tanggal perkawinan, tanggal sertipikat dan pemyataan pemilik
tanah yang dialihkan merupakan harta bersama ataukah harta bawaan. Hal ini
dilakukan untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2)
Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan

sebagai berikut:

(1):"Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan
kedua belah pihak.”

(2):"Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak

sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta
bendanya.”
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e. Pengisian blanko PPAT.
Blanko akta PPAT yang saat ini dipergunakan, sesuai contoh dalam lampiran
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor:3
tahun 1997; ruang kosong yang terdapat dalam blangko akta, sekiranya menurut
para pihak dan pula menurut pertimbangan PPAT tidak perlu diisi, agar
dibubuhi garis hitam. Demikian pula coretan pada cetakan kalimat (kelebihan
kalimat) yang bukan renvoi cukup dibubuhi paraf PPAT. PPAT wajib
membacakan dan menjelaskan seperlunya isi akta yang dibuat para pihak

sebelum para pihak dan para saksi membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada

akhir akta.
d. Tertib Pembuatan Protokol PPAT.
Protokol PPAT adalah sekumpulan bundel asli akta PPAT serta
bukw/arsip/daftar lain yang berhubungan dengan pembuatan akta. Protokol
PPAT merupakan arsip Negara, oleh karena itu wajib dikelola sebaik mungkin
dan penyimpanannya agar dijauhkan dari kemungkinan kerusakan. Bagi Camat
sebagai PPAT-Sementara yang akan dipindah tugaskan atau diberhentikan,
maka serah terima protokol PPAT wajib dilakukan kepada Camat yang
menggantikannya pada waktu pelantikanya sebagai Camat setempat dengan
disaksikan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.
Pada praktiknya, tugas seorang Camat sclaku PPAT-Sementara
seringkali berbeda dengan tugas PPAT yang dirangkap oleh seorang Notaris; sebagai
contoh adalah ketika sudah berurusan dengan akta-akta khususnya akta jual beli yang

berkaitan dengan tanah hak adat, justru Camat sebagai PPAT-Sementara yang lebih
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Dari data yang diperoleh di Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar, hingga
tahun 2007 terdapat 24 (duapuluh empat) PPAT dan PPAT-Sementara. Dari total 24
(duapuluh empat) PPAT dan PPAT-Sementara yang ada, terdapat 22 (duapuluh dua)
PPAT-Sementara yang kesemuanya dijabat oleh Camat, dan 2 (dua) PPAT yang di
rangkap jabatannya oleh Notaris. Jumlah PPAT-Sementara di wilayah Kabupate
Blitar adalah lebih besar daripada jumlah PPAT yang dijabat oleh Notaris.
Penunjukan Camat scbagai PPAT-Sementara di Kabupaten Blitar tetap berlangsung,
karena dinilai formasi untuk jabatan PPAT yang dijabat oleh Notaris belum
terpenuhi.

Penunjukan Camat sebagai PPAT-Sementara yang berlangsung di
Kabupaten Blitar dikarenakan adanya kebutuhan masyarakat atas pelayanan
pembuatan akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu di bidang pertanahan.
Dilihat dari jumlah PPAT-Sementara tersebut, nampak bahwa peran serta PPAT-
Sementara terhadap pelaksanaan sebagian kegiatan pendaftaran tanah di kabupaten
Blitar sangat mutlak diperlukan. Masyarakat Di Kabupaten Blitar, terutama di daerah
pedesaan, lebih cenderung memilih PPAT-Sementara untuk membuat akta-akta
perbuatan hukum di bidang pertanahan di banding memilih PPAT. Dengan asumsi
bahwa PPAT-Sementara lebih mengenal wilayah Kecamatan dimana objek transaksi
tanah berada dan mengingat masih banyaknya tanah-tanah di Kabupaten Blitar yang
belum bersertipikat.

Pada praktiknya, di Kabupaten Blitar terdapat pembagian tugas antara
PPAT dan PPAT-Sementara. PPAT membuat akta-akta perbuatan hukum tertentu di

bidang pertanahan bagi tanah-tanah yang sudah bersertipikat. Dan bagi tanah-tanah
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bidang pertanahan tidaklah mudah, karena bagi seorang PPAT-Sementara, yang
bersangkutan lebih banyak melakukan pembuatan akta-akta otentik mengenai
perbuatan hukum tertentu di bidang pertanahan dimana objeknya merupakan tanah-
tanah yang belum bersertipikat. Sesuai dengan hasil wawancara yang penulis lakukan
dengan Camat Kecamatan Wlingi, selaku PPAT-Sementara, di ketahui bahwa agar
akta yang dibuat oleh seorang Camat seaku PPAT-Sementara dapat berkekuatan
pembuktian yang kuat/sempurna dan dapat diterima oleh kantor pertanahan untuk
didaftarkan maka ketika dilakukan pembuatan akta tersebut harus dilampiri dengan:

a. Surat Kartu Kendali Pekerjaan;

b.  Surat Permohonan Model A;

c. Bukti Petok D/girik/pipil pajak/kekitir;

d. Surat Pernyataan Petok hilang;

e. Fotocopy/salinan letter C;

f. Segel Peralihan Hak (sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24

tahun 1997)

g. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
h. Berita acara kesaksian;
i.  Surat keterangan Sejarah tanah;

j.  Surat Pernyataan penggunaan tanah.

Dokumen-dokumen tersebut harus dilengkapi, jika tidak lengkap maka
akta yang dibuat oleh PPAT-Sementara tidak dapat diterima sebagai dokumen bagi
kelengkapan pendafiaran tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar. Sepanjang

bulan November tahun 2007, dari jumlah 24 (duapuluh empat) PPAT dan PPAT-
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mengenai fungsi, tugas serta mengenai Jabatan PPAT dan PPAT-Sementara hanya
diatur dengan Peraturan Pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun
1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang dianggap kurang
memadai untuk pelaksanaan peranan PPAT dan PPAT-Sementara.

Untuk lebih jelas dan lebih pasti, dimana keberadaan, kedudukan dan apa
yang menjadi tugas, kewajiban, kewenangan dan tanggung jawab PPAT dan PPAT-
Sementara, demikian pula mengenai kedudukan dan fungsi serta manfaat dari akta
PPAT, seyogyanya sangat tepat jika diatur dalam peraturan perundangan dalam
bentuk Undang-Undang.%’

Untuk menjamin adanya kepastian hukum dan untuk dipenuhinya rasa
keadailan, serta demi tercapainya tertib hukum sesuai dengan sistem hukum yang
dianut dan berlaku, maka dengan pendekatan yang objektif, ilmuiah dan
argumentatif, maka perlu segera dibentuk atau dibuat undang-undang yang mengatur
tentang jabatan PPAT. Undang-Undang tersebut paling tidak memuat:®®
a. Tentang pengangkatan PPAT, termasuk penentuan syarat-syarat dan Kriteria

yang harus dipenuhi oleh seorang agar dapat diangkat sebagai PPAT;
b.  Peraturan yang mengatur pelaksanaan jabatan sebagai PPAT;
c.  Pengaturan tentang kewenangan, kewajiban serta tanggung jawab PPAT, baik

di dalam menjalankan jabatan atau diluar jabatannya sebagai PPAT;

67 Wawan Sctiawan, Riwayat singkat Sejarah Perjalanan Pejabat Pembuat Akia Tanah di

Indonesia, Jumnal Renvoi, Nomor. 04-September 2003, hal 53.

o8 Ibid., hal 52.
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PENUTUP

A. KESIMPULAN

Sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun
1998, tugas pokok seorang PPAT (dan PPAT-Sementara) adalah membantu
pelaksanaan sebagian kegiatan Pendafiaran Tanah dengan membuat akta mengenai
perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan
Rumah susun yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data
pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu. Pelaksanaan tugas
PPAT dan PPAT-Sementara ini merupakan salah satu usaha untuk mewujudkan
kondisi Tertib di Bidang Administrasi Pertanahan yang menjadi bagian dari Catur
Tertib Pertanahan.

Namun, pada kenyataannya pelaksanaan tugas PPAT dan PPAT-
Sementara belum mencerminkan kondisi tertib di Bidang Admiistrasi Pertanahan
dengan indikasi adanya tumpang tindih tugas PPAT yang dijabat oleh Notaris dan
PPAT-Sementara yang dijabat oleh Camat pada satu wilayah Kabupaten/Kota
bahkan dalam satu wilayah Kecamatan, serta adanya pelanggaran-pelanggaran yang
dilakukan oleh PPAT dan PPAT-Sementara terhadap pembuatan akta PPAT yang

digunakan sebagai dasar bagi Pendaftaran Tanah.
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belum bersertipikat, schingga mereka lebih memilih PPAT-Sementara untuk
membuat akta perbuatan hukum tertentu di bidang pertanahan bagi setiap

transaksi pertanahan mereka.

2.Berbeda dengan PPAT yang telah mendapat cukup pendidikan di bidang

pertanahan, PPAT-Sementara dipandang masih belum cukup menerima
pendidikan mengenai Pertanahan. Dengan kurangnya pengetahuan dan
pendidikan bagi PPAT-Sementara, menimbulkan adanya kesalahan dan
penyimpangan yang diakibatkan kekurang tahuan PPAT-Sementara terhadap
prosedur pembuatan akta PPAT. Hal ini menghambat terciptanya kondisi

Catur Tertib Pertanahan terutama tertib di bidang Administrasi Pertanahan.

B. SARAN

Hendaknya pemenuhan Formasi jabatan PPAT diutamakan bagi Notaris yang
dapat menjabat sebagai PPAT karena yang bersangkutan dipandang telah
mendapat cukup pengetahuan dan pendidikan di bidang Pertanahan.
Kedudukan Camat selaku PPAT-Sementara hendaknya ditiadakan bagi
daerah Kecamatan yang sudah terdapat PPAT yang dijabat oleh Notaris agar
tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antara PPAT yang dijabat oleh
Notaris dan PPAT-Sementara yang dijabat oleh Camat, sehingga diharapkan
dapat tercipta Kondisi Catur Tertib Pertanahan terutama tertib di bidang
Administrasi Pertanahan.

Mengingat masih pentingnya peranan Camat selaku PPAT-Sementara di

Kabuaten Blitar, maka Camat selaku PPAT-Sementara scharusnya terus
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PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN

PERLINDUNGAN MASYARAKAT

J1. Dr. Soctomo No. 25 Telp. / Fax. ( 0342 ) 801243
BLITAB 66133

SURAT KETERANGAN

n kan surv
Nomor: 072 /2.0 / 409.202 / 2008

Membaca  : Surat dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia tanggal 25 Pebruari 2008 Nomor : 073 / PN —

FHUL /02 / 2008 perihal Permohonan izin memperoleh data.

Mengingat : 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 1972

2. Surat Gubernur Kepala Dacrah Tingkat | Jawa Timur tanggal 17 Juli 1972 No. Gu/ 187/ 1972
Dengan ini menyatakan TIDAK KEBERATAN dilakukan survey / rescarch olch :

Nama Penanggung Jawab :  FARIDA PRIHATINI, S.H., MH., CN.
Alamat ¢ Kampus Baru Ul, Depok 16424 Indonesia
Thema / Acara survey / reseach :  Analisa Tanggung Jawad Yuridic PPAT dan PPAT Sementuru

Terhadap Terlaksananya Catur Tertib di Kabupaten Blitar.
Daerah / Tempat dilakukan survey /

research : Kecamatan Nglegok, Wiingi, Sutojayar Kabupaten Blitar
Lamanya survey / research ¢ 2(dua)bulan t.m.t 4 Maret 2¢08.
Pengikut / peserta survey / reserch :  ARGO WAHYUJATI K, S.H

Dengan ketentuan — ketentuan sebagai berikut @

1. Dalam jangka 1 X 24 jam setelah tiba ditempat yang dituju diwajibkan melaporkan kedatangannya kepada Camat
sctempat,

2. Meutaati ketentuan - ketentuan yang berlaku dalain Dacrah Hukum Pemerintah setempat
3. Menjoga tata tertib, keamanan, kesopanan, dan kesusilaan serta menghindari pemyataan — pemyataan baik

dengan lisan ataupun tulisan / lukisan yang dapat melukai / menyinggung perasasn atau menghina Agama,
Bangsa dan Negara dari suatu golongan penduduk.

4. Tidak diperkenankan menjalankan kegiatan ~ kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan sebagai tersebut
diatas.

5. Setelah berakhimya dilakukan survey / research diwajibkan terlelih dahulu melaporkan kepada Bupati
Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kubupaten Blitar mengenai sclesainya
pelaksanaan survey / research sebelum meninggalkan dacrah tempat survey / research.

6. Dalam jangka waktu [ bulan sctelah sclesai dilakukannya survey / rescarcn diwajibkan memberikan laporan
tentang pelaksanaan dan hasil ~ hasilnya kepada :

2. Dinas/ Instansi yang bersangkutan
b. Bupati Blitar ’

7. Surat Keterangan ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila temyata bahwa pemegang Surat
Keterangan ini tidak memenuhi ketentuan —ketentuan sebugai tersebut diavss.

8. Penyimpangan / Penyalahgunaan terhadap Surat Keterangan ini yang berakibat kerugian pihak lain adalah diluar
tanggung jawab Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyaraket Kabupaten Blitar.

— .. Blitar, 4 Maret 2008
\DAN KESBANG DAN LINMAS

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Sdr. Kepala BAPPEDA Kab. Blitar
2. Sdr. Camat Nglegok

3. Sdr. Camat Wlingi

4. Sdr. Camat Sutojayan

IP. $10 100 366
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Mcn«cna. jual Beli ini télah d-pcrolch izin pcmmdahau hak d:m
TN e e ~tanggal -

-~ 4

----- ... teeniee Pasal 4 X SUR—
Puh::L~ -Kedua- dcngan “imi mcnyaukan

b:llwa. dengan | jual teli ini

kepemilikan - l:nalmy: ud.sl. mclebihi kclcnlu:n waksimun pcn;uasa;m

Y . ‘I:ll“ll ‘Mchurus Lc!ch(u-n pcrundan«-uudan*:n yang berlaku scbagaimana
lccc.mlum dalam pcmy:u.mn) atanggal -

_ = 2007.
= 2
;N . b . .

: 'U,x,) l’a{als T A et fenne

\

.

Dalam. l\)i lc(dap:l' pc(bcdam luas tanal\ yat\g mcn_jadu obyckjual bch .

. . . - J -~ -~

d:hrh akia ml dcngm Iuvl pcngukunn olch sifistansi Badan’ l";n:m\lun

Nasuonal maka para plluk akan mcncrmn lnsul pcngukurm instansi

*Bad:m Pertanahan,’ Nasional |crsc.ml Jc‘\gm .ndal mcmpcnhclungkan

Lcmball h:\rg\ Ju al bieli dan fidak nl.an \almg mcpg'\d:kan «uguan

N . - . [ . .~
- . - ) - I3 B .
Setuju p-lcor-m b et e Pasal  ewreconas Ve 3
¢ ) (1. .
.
i
A}
¢
\ ' [ ¢
)
1
S
Alisfod Beb Wt Habstmss \ by ¥
' X
— s amm ' . i
- N ‘., N
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B - Kedua belah pihak dalam hal ini dengan segala akibatnya memilih~tempat
Ledimsan  hukuin vang “omum dan tidak berubah pada  Kaator * Panitéra
" Pengaudiian Nogeri 314 tar. - . -

.................................. A PR LT3 | I (ORI
: .

T s Baa)a pcmbualzu skta uu wang. saksi, dan segala? biaya poialihan hakini

. dibayar oleh rih.k Kem aelaku® pu\ﬁli T - N..

Y -o - ) -
dl

. Al:h:mya hadi Jll"a -di h:ud..pu saya, dcngan)duhadm olch saksi- s3ksi. y:mg >

s3ra3 gan :l:au discbutkan pada ARIIF AKM §NT 2 egmeneresmmnm e e e ccece e ceseenngenn

-
"~

e - Yama [/ Wi <o o .avuxx;n /551.;.‘. o S
) "')ckorju:_nl R . S )lnlou'tu Xdumah Tengga W
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scbagai saksi-saksi, dan sectelah dibacakan serta dijelaskan, maka sebagai
bukti kebenaran pernyataan yang dikemukakan oleh Pihak Pertama dan Pihak
Kedua tersebut di atas, akta ini ditandatanganifcap ibu jari oleh Pihak
Pertama, Pihak Kedua, para saksi dan saya, PPAT, sebanyak 2 (dua) rangkap
ashi, yaits ! (satu) rangkap leinbar pertama disimpan di kantor sava, dan |
( satu) rangkap lembar kedua disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten/Rote 314itar, -

uniuk keperluan pendafiaran peralihan hak akibat jual beli dalam akia ini. -oc-reeeeenne.

Pihak Kedua

SUaFMLIR A K

Saksi

Pejabat Pembuat Akta Tanah

RIDANYAT X

ﬁlr.'ofd 090 449
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KARTU KENDALI PEKERJAAN.

Nama Pemohon
Jenis Permohonan : Konversl, Pengakuan / Penegasan Hak
Status dan Nomor Hak : Petok No.
Desa / Kelurahan :
Kecamatan :
DI 305 No. : NIB :
DI 301 No. . Blanko Stpk No  : |
DI 302 No. : ) Surat UkurNo
Pengumuman s gl No. 600.135.29-
DI 202 : tgl. No.
Surat Keputusan : tgl. No.
Diterima / diserahkan
No. Jenis Kegiatan Petugas kepada CATATAN
Tanggal .} Tanggal
(Paral) (Paral)
1 Petugas Loket 11
2 Petugas D1 301
3 Petugas DI 302
4 Petugas Loket 111
.S Petugas Pelaksana
’ { Peinroses )
. “Kurdinater Pengukuran
T He -
'} Peluges Ukue
[ | Kordlnator Pengukuran
{ Peimeriksaan )
y Kusubsi 1 (PPK)
10 Kasi PDPT
( Surat Ukur) ]
1 Petugas DI 302 .
! { Pencoretan ) _J
12 Panltai A _ |
13 Pectugas Pengumuman
“14 | Petugar Peluksana
( Pemroses )
Surst
15 Kavubsl 11 Keputusan s
(PHI) Buku Tansh &
STPK e
16 Kusl PDPT
| Buku Tanah & STPK) —
17 Kcpala Kantor - —
18 Petugas DI 307 - ]
19 Petupas DI 208 - —
20 | Petugas DI 305 .
{ Pcncoretan)
‘1 Pelugas DI 301 \ s
( Pencoretan )
22 Pelugas Loket IV I
D1 208 ' .
13 Pembendelan
Analisis tangJIPr;rgd": s&'rg Wahyu-Jati K FH- L2008 —




Lampiren 13

Kepada Yth.

Sdr. Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Blitar
di Blitar

Dengan Hormat,
Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama.  : .... reeressereeserarsnares reresesesteratesesaseesessesssressarsnsranan rsvesrtsnrrasesarnsesennnsaane
CUMUE et cersensescsaensersanssnane
Pekerjaan PORRRROOIPT, . T OU ssseseusssnisisssstsesoneearsuneresens coreveceens
Nomor KTP : ...... (NI RUNIRINRONNIIIIN. ., . v, . o ooonoesorsessseses rereeeeeeennonne ceesentareernse
Alamat - W N R D s ctieeceretntnonrassennnnesseesasasnesenas sens

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri / selaku kuasa dari :

NGMA 1 cieerrereeersenarasssesesen e s e saeae st e et e e eas s stennsceente sesneennneoens
Umur @ ............ v s 2o NN | AN D ........o0000snens
PeKeraan @ ..ttt st et ene cesa BN eritnieiiniraoraane
Nomor KTP e ... o ey rrrerrrooroeco AN VO edrreeeenans
Alamat e e everereaannens 7 - (SOOI
Berdasarkan surat kuasa Nomor .............. e, e TANG@AL ... ... . denganini
L Y

mengajukan permohonan :

Pengukuran 8. Pemecahan/Penggabungan Hak
Pengakuan Hak/Pendaftaran Hak 9. Pendaftaran Hak Tanggungan’

1.
2,
3. Pendaftaran Hak Milik Sarusun 10. Roya atas Hak Tanggungan

4. Pendaftaran Tanah Wakaf 11. Penerbitan Sertipikat Pengganti
5.

6.

Pendaftaran Peralihan Hak 12. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah
Pendaftaran Pemindahan Hak 13. Pengecekan Sertipikat '

7. Pendaftaran Perubahan Hak 14. Pencatatan .............. Creeseregresgasssssisass

LN

Atas bidang tanah hak / tanah negara : '
Terletak di :

Desa/Kelurahan :

LT T T Ty P Y T Y Y TP TP O T TN PP FFURY | PRTYTTTT IS IR 313

.
LT T T T T P P P T PP T T TS P TS PP PP ST TY T T TT Y I T LI LI L LR AL

Kecamatan :

LYY T TYYY YT RY R TE PEY R

Kabupaten : Blitar
Nomor Hak

"
96000000000 0000000000000entotecesernretetiarceestottiactctiineatintittotitiretnt

X
ascesesessnis
O st Ees e ANeeeelaeeterstesattentIteratrseetrteredterchetatittstssensoeroRTeiter seesqecece .

. iun idelengkap permohonan dimaksud, bersama ini kami lampirkan :

.o
ssasseesssce see @
........................
..................................... S R Y YT YT Y YRR TR Y R R L AL S A SR AR
esssesce w e
etvesvosscssssass sesosses
2. .................................. [ T T LYY TY PRT P TR PR LY etereccsse sesnrecsnsosse serasse sescenee
e
casesscncanevetesstnrcse
...... ssesesassccaseen
.......................... sssseasveverasee
1 evatesssearierestertatnsesrserarren se4sesssrscarsastecesenne
-t
sessssranete
atessersncnesenses toscececcss
4. ......... #0s0scsensesenscnnes sesrenne P L L T L L TR T PR T YRR YT T ssssecnensee sseseasarse

Hormat kami,

(crererenen teereesasaessestersresenas cwerens)
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SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : JOXO TRI WAMYCHO

Pekerjaan . Xaryawan Svasta

Nomor KTP  :_ 350517 020270 0002

Alamat ! Jalax S1inbing RT. 001 RN. 002 ¥el,-femgicdd Lingk. Tanghil,
Desa/Kel.......Terpcdl ... Kecamatan YM2gd
Kabupaten Blitar

Dengan ini menyatakan sebenarnya :

1. Kami yang bersangkutan dengan pemindahan hak tersebut tidak menjadi
pemegang hak atas tanah yang melebihi ketentuan maksimum penguasaan
tanah menurut ketentuan peraturan pcrux;dang-undangan yang berlaku.

2. Kami yang bersangkutan dengan pemindahan hak tersebut tidak menjadi
pemegang hak atas tanah absentee (guntai) menurut ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

3. Kami yang bersangkutan menyadari bahwa apabila pernyataan sebagaimana
dimaksud pada | dan 2 tersebut tidak benar, maka tanah kelebihan maksimum
atau tanah absentee (guntai)tersebut menjadi obyek landreform.

4. Kami yantg bersangkutan berscdia menanggung akibat hukumnya, apabila
pernyataan sebagaimana dimaksud pada 1 dan 2 tidak benar.

- Surat Pernyataan ini kami buat dalam rangka permohonan balik nama/
pendaftaran atas nama kami dari tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor......cccccveeeeee
yang terletak di Desa/Kel.......... T84 ... Kecamatan.. FIAREL......cooeevenenseres
Kabwpaten Blitar, yang diuraikan lebih lanjut dalam surat ukur tanggal....eusmmmmesnns
NOvtrvcrviras . ... 4 Luas........... rrseseesME (i

................................. "...u.uu-uu.uuonnouuu-ununnuuncuuuuuqu.u.mc‘cr pcr‘egi) Plda .

PPAT : Xeoammatan Wlingt (M IDAT AT, 3)
Tanggal : - - 2007
Newwr : /[ 201

Demikian Suat Pemystaan Ini kami buat dengan scbenamya dan sanggup
dituntut dihadapan Pengadilan Pidana, apabila ternyata keterangan kami
ini tidak benar. |

Blitar....coeeesseirenssanessassonsinsnsess .
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SURAT KETERANGAN
Nomor: 594,.4/ /056.176/2007

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa / Kelurahan.. Tangkil
Kabupaten Blitar menerangkan dengan sebenarnya bahwa : -
1. Sebidang tanah terletak di :

Jalan

..............

LMl gL S et oreestnstesisaese sesnsassansanesnannesssesnaraenn o
Desa/Kelurahan :..T.angkil

seecssesen seenas teesreennnteetieattiacaantetcerstartencsarsans oin

Kecamatan TaMAANGE s ass s v s stss e as e s e ssn s e sbasetess senan verereneaes
Kabupaten cLBlitax reeteverenersrensesertasaserressere s s tara e Rses s bbenset eabesenneaere s e asansses sasenresns annn o o
Berdasarkan Surat bukti Hak / Petok D / Leter C Desa No. ........cccueee.. Persil .ueverecrerinenn... Kelas
Luas ....ceeerererenenenin . M2 tertulis atas nama

..............................................................................................

Utara . kasabspidskzkaxsias Jalan

.........................................................................................................................

Timur :.tepah milik Wazsini

Selatan :..tanab.milik.kEamidiKartomadfo. (..95853. 030, ) reeeieeeesieseeeennans
Barat :..tonoh milik Kasradji

...........................................................

.............................................

3. Tanah yang dimaksud sampai saat ini :
Belum pernah diterbitkan sertipikatnya.
Tidak dalam sengketa.
Tidak dibawah sita.

a.
b.
c.
d. Tidak dijadikan Jaminan hutang piutang
e. Bukan tanah negara, tanah bengkok, dan tanah kas desa,
{. Tidak dibebani hak tanggungan.

4. Riwayal Tanah :
3. Pemilik tanah pada tanggal 24 September 1960 atas nama Sdr KART.OMERAD.........oevvvveeeeese e
Baraasaren Buku C DesaNG. «....cocrennnciiinacs Persil No. .............. o luas + 453
b. Diallhkan kepada 8dr. QKA. TAIL. MAHYANBebagian / setorohmya, atas dasar ... Ju3d. beli g
lolah/belum diterbltkan dan didaftar dalam Buku C Desa No. ........... Persil No. ......... Luas + 1.6.9...¢

*¢. Diallhkan kepada Sdr. ... B S Sebagian / seluruhnya, atas dasar ........... ...
telah/belum diterbitkan dan didaftar dalam Buku C Desa No. ....%....... Persil No. ..7.....Luas + ... T......D

d. Dialihkan kepada Sdr. ............. o A Sebagian / seiuruhnya, atas dasar ...........Teewereer o oo G4

telah/belum diterbitkan dan didaftar dalm Buku C Desa No. .....=...... Persil No. .=...... Luas ¢ .=......A

........

Surat keterangan ini dibuat untuk kelengkapan pendaftaran sertipikat atas permohonan :
Nama  :..JOKO.TRI.MAHYONG e eenerseonsssssseasaens s sssesanssssanessens veresssenaaneaesse e e
Umyr 1 A T 111 S
Pekorjaan: ..Kaxyaysn, Jwasts

tesrese 2esesssessracsves ersenesescienas rsssseannerasessaciescasatane “e

Alamat .1, Blimbing

.............................

ssccece
B0 e 000 et ee s st eirsrsereettieteresrsrastatiasetaescrotitrivarertecs

.......
........................... Conssserciietin

RT.001/RW,002 Kel, Tangkil, Kec, Wlingi

R o P Y TR TR YT PYRRY SYTTTEILE SR

3 Desa / kelurahan
o

...................................

Analisis tanggung..., Argo Wahyu Jati K, FH Ul, 2008



BERITA ACARA PEMASANGAN TANDA - TANDA BATAS
Nomor : . 20

Bl
i

Yang bertanda tangan dibawah ini : Pemilik / Pemegang hak tanah yang tersebut dibawah ini, menyatakan

dengan scbenarnya bahwa pada haci, ..cceeeerrrecnnnnsannnns 1angRal cocveerccvnirineaceieenns telah kami adakan pemasangan

tanda-tanda batas menurut kclcn!u;n dalan; Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala BPN Nomor 3 tahun 199 7.
bersama-sama para pemilik tanah yang berbatasan, pada sudut-sudut batas tanah milikd0KQ..TRI..

...... tersebul
dalam petok / C Desa Nomor ...757.......... Persil No.....d............... Klas d.X......... Luas # ........... 160....... M
Setipikat Hak Milik /Hak Guna Bangunan / Hak Pakai No........7=........ yang terletak di rt.002 . /Rwol

Desa /Kelurahan ....Tangkil....... Kee..Wlingi . .. ... Kabcpaten Blitar,

Gambar kasar tanah yang bersangkutan

#audu-tanda batas dipasang bentuk tugu/betwbesi/iembok x) )

Dalam p,:.,,:gi;',",_'.g_.'g égm}g;gqgg Rh3tas tersebut tidak ada keberatan suatu apapun dari para pemili tanah yang
betbatasatu Apubile pada wakly diukur adu perobahan tenda yang telah dipasang tersebut diatas, pemilik akan
meinherltahukan bepada potugus ukur, _

Berlta ecara Inl kaml buat untuk dipergunakan sebagzimana mestinya. )

Blitar, tg!

a. Pemilik tanah :

........

b. Para pemilik tanah yang berbatasan :

1. MARSINI. ...  —— ) B, oo serererersnnanaes Coreeerensmsesemensrasn e e )
2. KASRADSI Coverereererveeseresnesssenne ) S, eeereeeeeeesessesesre s (orovereevenrmesmssasosse 245 )
3. .KARTONEDIO (e ) 6. erveseeeeesresesssmsseasnranes (reereeessssmnmsessrnese oo )
(SURIPTO )
Catatan :

*). Coret yang tidak perlu
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SURAT PERNYATAAN

iNe
. RS
. At
. . .. (W XTSI
Yang bertanda tangan/cap jempol di bawah ini : flaliatsis
LT ATEYS
Nama ¢ JOKO TRI WAHYONO ’
Umur - -t 37 tahun
Pekerjaan : Karyawan Swasta .
Nomor KTP ¢ 350517 020270 0002
Alamat : RT.007 RW.002 Kel. Tangkil, Kec. Wlingi
Kabupaten 8litar, .
Selaku pemohon pengukuran dan pemiliktanah yang terdaftardalam
Letter C/Petok D No. 157 PersilNo.: 4 Klas D, 1
Luas: 160 M,

Dantanah tersebutterletckdi:

Jalan/Blok ! Manggis'/ Blok- 001
Desa/Kelurahan : Tangkil

Kecamatan ! Wlingi

Menyatakan bahwa:

1. Atas sebidang tanah tersebut telah saya
4 ( empat )
tunah berbatasan, .

3, ‘Fanda-fanda batastersebutdaribeton/ besi/ pagar tembok.

3, Atas scbldnng tanal tersebut saat ini tidak dijaminkan hutang dan tidak dalam
keadaan sengieta.

pasang tanda-tanda batas sebanyak
buah, dan telah memperoleh persetujuan dari pemilik

Demikian surat pernyataan inisaya buat dengansebenarnya dan penuh tanggung
jawab. Apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya bersedia dituntut sesuaj denpgan
peraturan yang berlaku. i

V Blihl!\ ‘u“

Vang wewbuan pernyataan

Mengetahui JOKO TRI WAHYONO .

000004000000 000000000000 sessseesisres

Kepala Desa / Lurah
Tengkil

eescensessces tesecacserce

TA~AGLIL

-~
AT I R0 2R3 e

. 010 138 120
..., Argo Wahyu Jati K, FH Ul, 2008



SURAT PERNYATAAN PEMILIKAN / PENGUASAAN TANAHES

%

A

ST

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya : Kgﬁ'

Nama DR AL MAHYOND. oo ereeeeeesrrs s eee e
Umur MR Y U 1 ¥ VOO Oropossonen sesesrenenas s b se e aresaanes tevessrnreres
Pekerjaan KALYAWIN. SHEIER s irrerennsseerenss s tssssssesesesen esessenes
Kewarganegaraan 1. IRGONEIER et eras s sssrssns sassaeees
Nomor KTP 1..35093.7..020270 0002 ..erereeeeerereseere s seerenens

Alamat . RT..001/RY.,002 J1. Blimbing Kel. Tengkil

............................................................................

Kecematan Wlingi, Kabupsten Bliter.
Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya :

1. Bahwa sampai dengan saat ini benar-benar menguasai / memiliki sebidang tanah yang
tereletak di :

Jalan/Gang c.Gfanggds RT/RW 0027 08 i

Letter CNo.  :...787...........Persil....... N - kelas.e. Xo......... -
TSPPTNO. i creserenseessensnesenes T

Desa - S 0 1)7-1°F 5 SO Kecamatan .. MX309i |

Luas e 160 M2 ’

dengan batas-batas sebelah :

Utara e AR BN et e

Thaur so.danah.milik Wexsini

Selatan t..Tanah.milik.Kartomedjo

Barat :..Taaah.milik.KasxediL

Yang telah saya peroleh berdasarkan ; dual.heli..sccoxn. kanen/ tertvlis
Jdewat. PPAT. . Kegamatan Wlingi ( HIDAYAT, BA )

..................................................................................................

Bahwa tanah tersebut sedang- tidak dalam keadaan sengketa.

Bahwa tanah tersebutsedang / tidak dijadikan jaminan hutang,

Bahwa tanahnya masih / bukan merupakan harta warlsan'yang belum dibagl.
Bahwa tanah tersebut sampai saat ini belum bersertifikat.

»oa W

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenamya dan bilamana tidak
benar saya bersedia dituntut sesuai dengan peraturan yang berlaku.

§nksl - snknl

.............................................

Mengetahui :

a / Kelurahan



SURATPERNYATAAN

Yang bertanda tangan/cap jempol di bawai ini :

.'Nama T IORO L TRILMABYANA i e e e
Umur N (01111t RO r TP U POTR U SPPRPIUN
Alamat » RT.001......... RW.002.......... Kelurahan HBesz..Tangkdd .
Dengan ini menyatakan bahwa girik No. D ............ L tertulis atas
Nama ...........ceeeed KARTONEDJO . ... m W mengenai sebidang tanah pada
persil ............ . FO Klas ..0a. oo, luas ..495........... M2 adalah telah

-

hilang dan sampai saat ini tidak dapat kami temukan lagi.

Demikian surat pern);ataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila ternyata dikemudian hari
pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia dituntut sesuai dengan peraturan dan
perundang - undangan yang berlaku baik perdata maupun pidana.

Mengetahui :
Kepala Desa / Kelurahan-

) (

.
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SURAT PERNYATAAN PENGGUNAAN TANAH

d 24\

e“ Nn‘.n-fn\-}‘
LYY
Lk erie Ju
ﬂ-v

BT RYTS /
A

J

Yang bertanda tangan dibawah ini saya,

Nama JOKO TRI WAHYONO
Tgl. Lahir / Umur Blitsr, 02-02-1970
Alamat RT.00) RW.002 Kel. Tengkil, Kec. Wlingi
Pékcrjaan Karyswan Sysste ‘

Dengan ini menyatakan bahwa sebidang tanah yang saya kuasai/memiliki terdafiar
dalam letter C/Petok D/sertifikat No....157.......... Persil ....... 7 U Klas .d.X............
Tetletak Di Desa ....T2nakil...... Kecamatan ... W1ingi. ... Kabupaten Blitar.
Luas Tanah D dBQm2,

Penggunaan tanahnya adalah sebagai berikut :

1. Penggunaan Tanah saat ini : sawahJtegalan Ltanahko6erg / rumah /
2. Penggunaan Tanah sebelumnya : ..Runah ‘

..................................

3. Rencana PenggunaanTanah selanjutnya : untuk.Runah.........
Penggunaan tanah sekitarnya berupa :

-----------------------

Utara o Jalan

Timur Rumah milik Warxrsini

Selatan < © Rumah milik Kartomedjo

Barat . Rumah milik Kasepd3d Kesradji

Ascs jalan/jalan penghubung ke lokasi tanah : ada /Hidek-ade-

Demikian surat pemyataan ini saya buat dengan sebenamya dan bxlamana tidak bena
saya bersedia dituntut sesuai dengan peraturan yang berlaku.

o

Blitar,

Yang mcmbuat pemyataan,

JOKO TRI WAHYONO

Mengetahui,
Desa / Kelurahan
Tgngkil .

Agp. 010 138 120
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BERITA ACARA KESAKSIAN \““‘5\

Pada han ini

............................................. TINBBAL vevvrvverininnssrscsrsaseonsnennreesasnesanenees KNI yang

hertanda tangan di bawah ini :

I. Nama : DWI IRIARTO ecerrnenrrsssanesnenes tsssaesiassis s ese s et sns s s sesntre s e s sennas
Umur D A0 L RBDUN e ettt sresenenes seosateersrssrnrnaranas
Alamat : .lsn.l.....I..a.n.gk..a.l.....ﬁss.ama&.y.n...l.s!.l.a.r.\.g.:.l. ......................................................
Pekerjaan : Pexangkat-.KelurahanTangkil.....ces Saeressesssansaresnresntserersstestesess osae

2. Nama  : MARIONC SETYOBUDL, SE. s
Umur T A2 BANMI sttt sorsoasasasasssesecaasesastsresestsesassassetsntsess srsnnonsasenens et e neraas
Alamat : Ked..Tengkil,. Kecamatan Wlingd . R
Pekerjaan : Pexangkat. Kelurahan. Tangkil

.............................................................

Dengan ini kami memberikan kesaksian atas pemilikan / penguasaan sebidang tanah yang terletak

di RT.:.0Q2..... IRW.: 01 / K_el'l D‘ésn.:_...Iﬁn.Qk.i.). .......................... o
Letter CNO..ooveeviicicieeeie Persilice e KIS ioiinieseinsssnneans Luas....cccceeriarrmnrvenenen. M?
dengan batas - batas :

Utare F BB e st s aae e ses seasba s sn e nenssennn

Thnur s Tanah.mitik. Wazsind sertbieseaon: :

Selatan Tensh milik KaFt°“‘°dj° Y

Barat : I‘a.qs!b...m.l.;.t.‘.s...\(ﬂsre.d.j.i

Bahwa tanah tersebut sejak tahun v 1988...............dikuasai oleh KARTONEDIO oo
kemudian diahlikan kepada .RV. BJ.E.T..Q......Eﬁ....‘s.‘!.as.n?....!? embagia .‘H’.L{-é.&}a'd‘ ’r'!"ﬁ-i'- -

e

2.0Q1...dan. sehdqizn..dij.ua.l kszdA.AQKQm \H;NHQ;\‘Y&NQM'Q;Hl&nrhml#pmmm
( S.c.ratua LARM. au-l‘Jh mntc‘r p“x“”g*'N)ﬂlulNu‘-Huunui-ununul nonnunnnn-un'uuunv°"|l'l

sampai saat ini dikuvasai oleh .......ccirrinnrninens JOKQ T RT. WAHYDND. coorroerereersssorssssestororsnssssrmssss o4 setet
orang yang scbonamya berhak atas tanah dimaksud.

Domlkinn Derita Acara ini dibuat untuk dipérgunakan sebagaimana mestinya,

Mengetahui :

Yang membeni kesaksian :
Kepala Desa/ '

clurahan

) / N0 SETYOBUDI, SE
...... SASR A T.IL.N,..5.S0p 2. MARIOND SETYOBY O e )
010 138 120
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KUTIPAN DARI BUKU HURUF C DESA oh_. 63
BUKU CNo. 7157 ‘ L’!""' ar

v s dne
\ *‘-N’}’Z

\ \—’ )
“‘J'-=:;1'-"

Nama : KARTOMEDJO Desa :_Tangkil
Bin/alias : Kecamatan :_\Wlingi

Alamat :_RT.002/ AW, 0} . Kabupaten :__Blitsr

Sebagai bukti tanah - tanah tersebut dibawah ini didalam huruf C Desa atas namanya

Jenis tanah Persil No. Kelas Luas (M%) Keterangan

Darat 4 d, I 455

Tengkid tgl.

Kelurafan Tengkid

4

ATIN, S,Sos

...........................................

NIP, 010 138 120

KUTIPAN DARI BUKU HURUF C DESA

BUKU C No.
Neimna o Desa ‘
Bin/aling ; Kecamatan
Alnmat - Kabupaten : .
Sebagai bukti tangh - tanah tersebut dibawah ini didalam huruf C Desa atas namanya
Jenis tanah Persil No. Kelas Luas (M) Keterangan

el

Kepala Desa

Analisis tanggung..., Argo Wahyu Jati K, FH Ul, 2008::-c-eeesureersnesenssssnnostorenianees
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9 "S"' BADAN PERTANAHAN NASIONAL

KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAIl

BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI JAWA TIMUR

NOMOR: SK. 857 34 Taliw grv)

TENTANG

PENUNJUKAN CAMAT SEBAGAI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEMENTARA

KEPALA KANTOR WILAYAH

BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI JAWA TIMUR

Mcmbacz;

Menimbang

Memperhatikan

2
Mengingat

: Surat permohonan dari  Camat Kepala Wilayah Kecamatan Kesamben,

Doko, Selopuro, Talun, Gandusari, Binangun, Sutojayan, Wates, Ponggok,
Udanawu, Wonodadi, Srengat, Garum, Nglegok, Kanigoro, Sanankulon,
Kademangan, Bakung, Wonotirto dan Selorejo, Kabupaien Blitar tanggal 2

berhubungan dengan permohonan tersebut;

Maret 2007 Nomor 100/87/409.011/07, beserta  surat-surat yang

¢ a

bahwa pemohon mengajukan permohonan untuk ditunjuk scbagai
Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara dengan dacrah kefja wilayah
Kecamatan yang dipimpinnya; :

bahwa di Kabupaten Blitar, Camat masih dapat ditunjuk sebagai Pejabat
Pembuat Akta Tanah Sementara;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka permohonan tersebut
dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Surat Kapala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 1 14-
340.3 tanggal 10 April 2007,

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960
Nomor 104, Tambshan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2043),

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
- sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3985);

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susud
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 75
Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3318);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atad
Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (Lembarad
Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42, Tambahad
Lembaran Republik Indonesia Nomor 3632);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolchan Hak
Atas Tanah dan Bangunan scbagaimana telah diubah dengan Undang:
Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Republik Indoncsia
Nomor 3988),

6. Peraturan...... ...
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Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

-2-
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3372);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang. Pendafaran
Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59,
. Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3696);
Pcraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan
Pejabat Pembuat Akta Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1998 Nomor 52, Tambahan Lembaran chubllk Indonesia
Nomor 3746);

9. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badm Pertanahan
Nasional,

10. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan
Pemcrintah Nomor 24 “T'ahun 1997 tentang Pendafaran “I'anah;

11. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor | Tahun 2006
tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun
1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;

12. Peraturan Xepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2006
tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional Republik
Indonesia;

13. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2006

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan
Nasional dan Kantor Pertanahan

8.

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN
NASIONAL PROPINSI JAWA TIMUR TENTANG PENUNJUKAN

CAMAT SEBAGAlI PEJABAT FEMBUAT AKTA TANAH
SEMENTARA.

Menunjuk Camat Kepala Wilayah Kecamatan Kesamben dkk (20 orang)
sebagaimana tersebut pada daftar lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat

Pembuat Akta Tanah Sementara dengan daerah kerja wilayah Kecamatan
yang dikepalainya.

a. Pejabat  scbagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA wajib
mengangkat sumpah/janji  sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah

Sementara sebclum melaksanakan tugas jabatannya sebagai PPAT
Sementara;

b. Uniuk keperluan pelantikan dan pengangkatan sumpah/janji sebagai
Pejabet Pembuat Akta Tanah Sementara, yang bersangkutan wajib
melaporkan Keputusan Penunjukan ini kepada Kepala Kantor

Pertanahan setempat paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tangpal
Keputusan ini;

c. Apabila Camat yang ditunjuk sebagai PPAT Sementara sebagaimana
dimaksud pada Diktum PERTAMA tidak melaksanakan kewajiban
melapor dalam jangka waktu secbagaimana dimaksud pada huruf b,
maka Keputusan Penunjukan yang bersangkutan batal demi hukum.

KETIGA........
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KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

.3.

¢ a. Setelah mengnngknt sumpah sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah

Sementara , Camat yang ditunjuk wajib memasang papan nama jabatan
PPAT di kantornya;

b. Sebelum melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pembuat "Akta Tanah
" Sementara , yang bersangkutan wajib menyampaikan contoh tanda

Yangan, paraf dun teraan cap/stempe! jabatan kepada Kepala Kantor
Pertanahan setempat;

¢. Contoh tanda tangan, paraf dan teraan cap/stempel jabatan sebagaimana

dimaksud pada huruf b berikut Berita Acara Pengangkatan Sumpah
yang bersangkutan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara
wajib disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan

Nasional Propinsi, Bupati/Walikota dan Ketua Pengadilai Negeri
setempat; y

. Dalam melaksanakan tugas dan jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta

Tanah Sementara, yang bersangkutan wajib melaksanakan peraturan

perundang-undangan, khususnya yang menyangkut pclayanan kcpada
masyarakat dalam pembuatan akta tanah;

. Apabila dalam melaksanakan tugasnya yang bersangkutan tidak mentaati

peraturan perundang-undangan dan menimbulkan keérugian bagi
masyaraakat akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-
undangan; T

Keputusan Penunjukan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara
ind tidak berlaku lagi terhitung sejak tanggal penyerahan jabatan yang

bersangkutan kepada Camat yang menggantikannya atau karena yang
bersangkutan meninggal dunia;

. Sejak tidak berlakunya Keputusan Penunjukan sebagai Pejabat Pembuat

Akta Tanah Sementara sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang

bersangkutan tidak berwenang membuat akta Pejabat Pembuat Akia |
Tanah;

Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara yang berhenti karena tidak
lagi menjabat sebagai Camat, yang bersangkutan wajib menyerahkan
protokol Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara kepada Pejabat
Pembuat Akta Tanah Sementara penggantinya;

. Apabila Camat Penggantinya tidak dapat ditunjuk sebagai Pejabat
Pembuat Akta Tanah Sementara karena Kabupaten/Kota letak Wilayah
Kecamatan tersebut menjadi daerah tertutup  untuk pengangkatan
Pejabat Pembuat Akta Tanah, protokol Pejabat Pembuat Akta Tanah
Sementara yang berhenti tersebut wajib diserahkan kepada Kepala
Kantor Pertanahan setempat;

Analisis tanggung..., Argo Wahyu Jati K, FH Ul, 2008 KEENAM. .
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KEENAM ¢t Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan dan pengangkatan
sumpah jabatan Pecjabat Pembuat Akta Tanah Sementara, dengan
ketentuan bahwa apabila di kemudian han ternyata tcrdapat kekeliruan

. akan diadakan perbaikan seperlunya.
. \\
N Ditetapkan di : SURABAYA
Pada tanggal . 8 Mei 2007

AN. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
%"'*KE ALA KANTOR WILAYAH

72 BAB, NYPERTANAHAN NASIONAL
KOPINSI JAWA TIMUR

T

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

Kepala Badan Pertanahan Nasional Repubﬁk Indonesia , di Jakanta ;
Gubemur Jawa Timur, di Surabaya ;

Kepala Kantor Wilayah Pajak Propinsi Jawa Timur, di Surabaya ;

Bupati Blitar , di Blitar,

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar, di Blitar;

Yang bcrsangk\nan untuk diketahui dan digunakan scbagaimana mcstmya

07 kab blitar 20 orang

NN D LN~
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LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
"BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI JAWA TIMUR

.5

Tanggal 8 Mei 2007
Nomor SE. 8535 Tahun 200 ;
Tentang : Pcnum\kan Camat Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara
N\
NO NAMA DAERAH KERJA KETERANGAN
1 2 3 4
1. | KUSNA LINDARTI, S.Sos Kecamatan Kesamben
: Kabupaten Blitar
2. | PURWADI, SE, MSi Kecamatan Doko
Kabupaten Blitar
3.- | ABUDARIN, S.Sos, M.Si Kecamatan Selopuro =
\ Kabupaten Blitar
4, | MAHIN ABDULLAH, S.Sos, M.Si | Kecamatan Talun
| Kabupaten Blitar
N
5. | SOEKAR], S.Sos Kecamatan Gandusan
Kabupaten Blitar
6. | Drs. EKO SUPRIADI’ Kecamatan Binangun -
Kabupaten Blitar
7. | Drs. BUDDY SUSETYO Kecamatan Sutojayan
Kabupaten Blitar
8. | Drs. PURWANTO Kecamatan Wates
Kabupaten Blitar
9. | WIYAKTO, SH Kecamatan Ponggok
Kabupaten Blitar
10. | TOHA MASHURI, S.Sos, MM Kecamatan Udanawu
Kabupaten Blitar
11. | Drs. MUJIANTO Kecamatan Wonodadi
Kabupaten Blitar ]
12. | Drs. EDY SURADJI, M.Si. Kecamatan Srengat
Kabupaten Blitar ——
13. | TRISETYOKO, S.Sos, MM Kecamatan Garum -
Kabupaten Blitar _,J
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14.

SUMARSONO, S.Sos

-

J 4
Kecamatan Nglegok
Kabupaten Blitar

15.

SUWADI, S.Sos,

Kecamatan Kanigoro
Kabupaten Blitar

16.

Drs. BASUKI RAHMAD

Kecamatan Sanankulon
Kabupaten Blitar

17.

DICKY COBEANDONO, S.Sos, M.Si

Kecamatan
Kademangan
Kabupaten Blitar

18.

HENDRI BAGUS DWITANTO, AP | Kecamatan Bakung

Kabupaten Blitar

19.

TAVIP WIYONO, SE, M.M.

Kzcamatan Wonotirto
Kabupaten Blitar

20.

HERU PRABOWO, SE, M.Si

 Kecamatan Selorejo
Kabupaten Blitar

07 kab blitar 20 oang

AN. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
PALA KANTOR WILAYAH
5 PERTANAHAN NASIONAL
PRGERISI JAWA TIMUR

®
.
r

\

KANTOR WILAYA

2 *2-*YH/GEDE ARIYUDA, SH

M
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Ok.ober 2006

Nomor 630.135.9- At Kepada
Lampiran
Perihal : Teporan PPAT

e ormy T {pavtee)

Berdasarkan hasil penclitian Permohonan Peralihan Hak Bp. No 1491
Tahun 2006 dengan Sertipikat Hak Milik No. 160 / Tumpang atas nama GATOT
WIYONO, dan Sdr. KALMINAH sebagai Pemohon dengan Akta Jual Beli tanggal
03 - 09 - 2002 Nomor 232+233 / Talun / 2002 yang d'beat olch GAMBOEH
SOEPONO Selaku PPAT Wilayah Kecamatan Talun. terdapat hal - hal sebagai
berikut:

a. Bahwa ada \elulaian Administrasi dalam melaksarakan kewajibannya
sebagai PPAT. yaite Akta yang dibuat iclah mendahnlui tanggal pengecekan
Sertipikatnya, maka kami mohon sebelum ukta 4i%.at harus d.iadakan
pengecekan dulu di Kantor Pertanahan.

b. Bahwa agar terwujudnya Tata Pelaksanaan Catur Tertib Pertanahan yang
riil, kami mohon dengan hormat semua aturan mengenai PPAT yang ada
supaya diperhatikan.

Demikian Surat Tegoran ini harap dimaklumi dan atas kejasamanya

disampaikan terima Kasih.

KEPALA KANTOR PERTANAHAN

Tembusan disampaikan kepada :

1. Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Jawa Timwur
2. Arsip sebagai Laporan
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DAFTAR PERTANYAAN BAGI PPAT-SEMENTARA DI WILAYAH
KABIPATEN BLITAR
l.  Apayang dimaksud dengan “Camat scbagai PPAT-Sementara™
JAWABAN:

é“""ﬁ“‘;}lu f&“éﬂ Caa? /504,4 /é
pem f{o’% 74’/1

2. Apa Dasar Hukum pengangkatan camat scbagai PPAT-Sementara? (mohon
diberikan fotokopi SK pengangkatan camat scbagai PPAT-Sementara)
JAWABAN:

ot ol 58 ooy o Fps s
AVW B for riaBle, Nadomnl Tropsn
R Focer Ko K. N8BS Jahen, DR /477/¢,ﬁ

30 09 - 2p 2.

\

3. Berapa fama camat menjabat sclaku PPAT-Sementara?kapan ditunjuk?kapan
berakhir?bagaimana cakupan wilayah kérjanya?

JAWA;B}N l{l/z/! E /

- Qﬂa,

! W ljl,,,./é, C,(]M beFan J’Aj L
- /3(44./.4«4 dm MM/AJQA«A@

- A/)Au//u( g(y% 4"—""74"% KetameToa

4. Untuk bisa menjalankan jabatan selaku PPAT-Sementara,pendidikan apa yang
harus diikuti?

JAWABAN:

- J/%/a_/ /mé,:]o /7!4*/4/144/0—\
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5. Tugas dan Kewerangan apa yang melekat kepada Camat sclaku PPAT-
Sementara dalam rangka pembuatan akta peralihan hak atas tanah?
JAWABAN:

“2‘7;&1(’ | /z/"%oz /’Wf%/“a.é()’ a?‘érbluj fpereeSen
e e gl )
Pere Moy bunes il -8l
— Ao, Laen e, (&«74 berfely con il PNy
[/)\/.é‘(/‘wt\)

6. Akta-akta pertanahan bagi tanah-tanah  yang bagaimana yang dibuat oleh camat
sebagai PPAT-Sementara?
JAWABAN:

e b HL #nld
R Guon BrPunan,
PEea /}Mf

N

7

—

i

7. Menurut sepengetahuan kami, camat sclaku PPAT-Sementara disamping
menangani  peralihan  hak  atas  temah  yang  sudah  pemah
didafarkan/bersertifikasi/sudah melekat sesuatu hak atas tanah tersebut juga
menangani peralihan Hak atas tanah yang belum bersertifikasibelum pemah
didaflarkan/belum ada hak yang melekat atas tanah terscbut.apakah benar
demikian? ‘

—AM
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JAWABAN:

8. Jika benar, apa yang dijadikan scbagai dasar hukumnya?
JAWABAN:

alua Jof
f-&Rg"
- %/M«@ Wcﬁé44 donpan, b1l AL

9. Selatha ini menutut pendapat bapak, lebih mudah menangani permasalahan
tanah yaig sudah bersertifikasi dtau yang belh bersettifikasi%jenis2 tanah apa

sdja ydhg belbm betsertifikasi yang dilangani cémat selaku PPAT sementara?
JAWABAN:

a 7”4:«7 Fe A é«/zé’oz/(/é«h
e o 1 fedd forea
J\./Wd M )/:;fjda

10. Jika menangani pembuatan akta peralihan hak atas tanah yang belum
bersertifikasi, pcrmasalahan apa yang sering timbul?
JAWABAN:

//34/:4 é;éAMg

JM W nf
Wﬁm/@frw
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11. di wilayah kecamatan Bapak,Selairt adanya camat selaku PPAT-sementara, juga
ada notaris/ PPAT, bagaimana kecenderungan masyarakat dalam pengurusan
pembuztan akta peralihan hak atas tanah?memilih ke camat selaku PPAT-

Sementara atau ke notaris/ PPAT?

JAWABAN: g
- g fpR bneea MM ﬂwy‘g/wf/&n
Lllacpento frrma dae, é;% %- 4 4 4/47/44
- auppald Vs
12. ﬁdgaimuha proses pbﬂa'ﬁ‘dalangan pembuatan akta2 peralihan hak atas (dnah
(khususnya tanah-tahah ydng belum bersertifikat) yang dihadiri pata piLak di
hadapan carhat selakt PPAT-Sementara®siapa saja yang dapat menjadi saksi

dalam periandatangangan akta?
JAWABAN:

~ Seloon Ao oo A bl 08Y FPHT 5igs
A sy pin A/—&PM/Q pie, Y
AT IV /(2/«,4 /E«/Zﬂ{‘/f &ﬁmj
. . el 2n

'-M/‘/) '
4 /5///7”8%@% /1774% Rrobble, pid (7% )

£ fewk fears ke sk ba.
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13. bagaimana proses pendaflaran tanah ( atas peralihan hak atas tanah ) ke kantor
Pertanahan?apakah dilakukan ofeh pemohon/masyarakat ataukah oleh staf
PPAT-Sementara?bagaimana mekanismenya?

JAWABAN:

S TV N
AT Sy embant ity hiniiech
blssaong. o buste R 26

14. Apa perbedaan antara proses pensertifikasian/pendaflaran tanah2 yang sudah
pemah didaftarkan dengan tanah2 yang belum permah
didaftarkan?(waktu, proses,pengumuman)

JAWABAN: '

~ oo ey W&/J epaly L frmik dxBA &A/QU

/0&4%/24,4« 4 /i 4//#»« Slrinifred WA

5t cqa:, TF +/</c
SPLPT +871d.

cf\’/‘/’s/véxj—

—

Teade 65 /kd [ oy o of epibrlh dpecs
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15. Hartibdldr/perhasalahan apa yang sering dihadaptlLdlbh camat sclaku PPAT-

Sententara dalam menjalankan tugasnya selaku chJ at umum?

JAWABAN:

16. Bagaimana hubungan antara camat selaku PPAT-Sementara dengan Notaris /
PPAT diwilayah kecamatan bapak?bagaimana pembagian kewenangannya?
JAWABAN:

M@% khep ik

- /QQ’CO‘\&/"7@<1 W&M P4 fartarna
/ A/ui%’/{ (% adfin

- b !@Jum% //7’/“”%%« Mer, ddur
HR)/ @ﬁfﬁw% ozwjo P o
Dot ///f/

/Lp& en Ll 4) raf
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17. Betapa banyak Akta peralihan hak atas tanah yang dibuat oleh camat selaku
PPAT-Sementara?

JAWABAN:

- Aa b+ 125 SO

18. Bagdlititna seistem pengtdluran mengenai Honorarium PPAT-Sementara?
JAWABAN:

- Sebeny /é%«x /
19. Sesuai dengan aturan yang lda mcngcnau pendafiaran tanah ( PP 24 /1997)
PPAT ~Sementara baru dda Jika di slialli wilkiyah kabdbdltn/kou beld clkap
terdapat H’AT apa dasdt kewtHdhjan H"AT-ScmbndH Untuk membuat akd{2

pcnanahJH? Apa dasar hukum dari BPN menerima pentafaran akta2 yang
dibuat oleh PPAT-Sementard?

JAWABAN:
L}(/rwrf MA/{ I fqhan "7/(
~

St fir o maKan, A)daomf f/vp;\& /dl.q
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20. Bagaimaf“ Pengawasan terhadap kinerja Camat sclaku PPAT-Sementara?siapa
yang mi¢laksatiakan fungsi pengawasan tersebut?
JAWABAN:

- KW“— K for /’w%aﬂﬁu\
- /fu/éw/é‘

21 Bagaimand U'baya Camat selaku PPAT-Sementara dalam terwujudnya Catur
Tertib Petanahan di Kabupaten Blitat?
JAWABAN:

Telah diisi dengan benar oleh:

_.o... HMENGETAHUIL
g LINGI

Pembina
NP, 010 090 449
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DAFTAR PERTANYAAN BAGI PPAT DI WILAYAH KABUPATEN BLITAR
l. Apayang dimaksud dengan “PPAT™?

JAWABAN: D &} ARAT A erilan ?f Han
ami/ /HWZ/ZUQ‘C Qléa ZZO"" KsRadg
Kep ada 1Malyaratl [&adan felum o rEMER
b arr Bantugn PPAT— CORA . Alta JRalitey
— atla pEinBegAnAnt. — 2 Ce (K04, e

2. Apa Dasar Hukum pengangkatan sebagai PPAT? (mohon diberikan fotokopi
SK pengangkatan sebagai PPAT)

JAWABAN: ?) y) 27 //WQ

3. Berapa lama menjabat sclaku PPAT?kapan ditunjuk?kapan berakhir?bagaimana
cakupan wilayah kerjanya?

JAWABAN: P [Tevapu e m§‘7adx ff/?-T‘ 4 /‘EW" 424
Le=RALHIR Sampa cmue. Gy

4. Untuk bisa menjalankan jabatan selaku PPAT,pendidikan apa yang harus
diikuti?

JAWABAN: &419741% Hulum — NOTRLe AT -y
Hdan [frATas 7% Cf/‘“n y? A aklakan S
orgine  RSRIANANAY AL @ fronea C
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5. Tugas dan Kewenangan apa yang melekat kepada sclaku PPAT dalmn rangka
pembuatan akta peralihan hak atas tanah?
JAWABAN:

gnsm BTy gnem Beet fay  gf2he. ~
W ”@7«?%07‘/4/1 WL TS 6 6 ene
T &G Lfane Aow B A/em’»]

7% e /s Recea fiybem,

N

6. Akta-akta pertanahan bagi tanah-tanah yang bagaimana yang dibuat oleh
PPAT?
JAWABAN:

alls Cona y7 ée?,—;&*&éd. By
oGl pPAT: Py Gt ok
hir 0Gerc Cenfn Ftysrey, éwv/a@;
7. Menurut scpengetahuan kami, sclaku PPAT disamping menangani peralihan
hak atas tanan yang sudah—pemah didaflarkan/bersertifikasi/sudah melekat
sesuatu hak atas tanah tersebut juga menangani peralihan Hak atas tanah yang - .
belum bersertifikasi/belum pemnah didaftarkan/belum ada hak yang melekat atas

tanah tersebut.apakah benar demikian?
JAWABAN:

)d(%ﬁvaﬁ)

Analisis tanggung..., Argo Wahyu Jati K, FH Ul, 2008



8. Jikllbcnar. apa yang dijadikan scbagai dasar hukutithya?

JAWABAN: ﬁ(,w 95(0,‘7,9 /“ ﬁ,{‘

9. Selama ini menundt penddpat bapak, lebilt Hitdgh enangadi permasalahan
tahah ying sudah betseHilikasi atau ydng belii betsetilfikasi?jenls2 tanah apa

sajd ydng belum bersertifikast yang ditangani seldku PPAT?
JAWABAN:

—Tnudald (7726714'74/7/. >/? M( mﬁt@?

— )/7 i ans YgBeCum HER SSTL 2, 1047~
adulr Trlall fHHC MGK YT Bl
A.d.far—ﬁw(/mﬁ'é R Aenlur Cslar

© Bt )

10.Jika menangani pembuatan akta peralihan hak atas tanah yang belum
bersertifikasi, permasalahan apa yang sering timbul?
JAWABAN:

frasasg . Siarak Gk CLperLel
i ﬂwi:? Y SeRapa) Dar utsEs

Aar_ oot Gser = Eifar fous Fofetin
TPt il hnlasy L Lofo b
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11.di tempat kediidukan Bapak,Scldih adatlya sclaku PPAT-Semehtara, juga ada
notaris/PP'A'f‘, bagaimana kccthcrurigan mdsydrakat dalam pengdrusan
pembuatan akta peralihan hak atas tanah?memillh PPAT-Sementara atau ke
notaris/ PPAT?

JAWABAN: Qe Al L MNolars'S //)f AT
@7‘070 &7 { Mdfears Haa dcirulan @ufar
{2, Bagaitﬁéha proses peharidatangan pcmLuatah akda-akia peralihdn hak atas tdriah
(khh;h.snya tanah-tahdh yarg belum bersettifikat) yahg dihadiri para plhdk di
huﬂdl)ah PPAT?siapa saja ya:ig dapat rilenjadi saksi datam pcmtidatangangan

akla? .
JAWABAN:

S, SEANG Ausa B A fap 6

(,/,7‘,,@' Sals  Yg f@""’ﬁm Ha
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13. bagaimana proses pendaftaran tanalt { atas peralihan hak atas tanah } ke kantor
Peridhahan?apakah dilakukan olth pcmo‘mn/masymkat ataukah olch staf

PPA_T?bdgaimann mekanismehyd?
JAWABAN:

(fa'fa o (2 7%&«&&"1 syt 7~ £lax

;@Q W_&wdq

14. Apa perbedaan antara proses pensertifikasidn/pendaflaran tanah2 yang sudah
pemah didaftarkan dengdn tanah? yang belum pernah

didaftarkan?(waktu,proses,pehgumuman)
JAWABAN:

Atk 4R Cor (BERESEL o)
gosrs 7«’0@/‘*"(' Sat o

V. fylun AP poR iy
/) ?.&7&%-—\
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I5. Hambatan/permasalahan apa yafig seting dihadapai oleh PPAT ddfam
m'éhjalankan tugasnya selaku pcjabaf umdm?
JAWABAN:

ot BaTAN ‘.'4)?45;(4 ol FXB « JArald waess
it o o MG LSHET T fer PETAR.

16. Bagaimdta hibungan antara selaku PPAT-Sementara dengan Notaris / PPAT
ditempat kedudukart bapak?bagdimaﬂa pembagian kewenangannya?
JAWABAN:

3{'%070«' M7 Lerra —

o st JPAT Jealire S
m,te;em; P&WIW'WW%

/M«c]ax 7“ QA faropaTEn [ [l e
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17. Berapa banyak Akta peralihan hak atas tanah yang dibuat oleh selaku PPAT?

JAWABAN: il Gl — QQ?&U«% O FANG ‘Bocdn.,

18. Bagaimana scistem pengaturan mengenai Honorarium PPAT?

JAWABAN: /MA% . / k ﬂ.«_: qu'fa W

19. Sesuai dengan aturan yang ada mengenai pendaftaran tanah ( PP 24 /1997)
PPAT -Sementara baru ada jika di suatu wilayah Kabupaten/kota belum cukup
terdapat PPAT, apa dasar kewenangan PPAT untuk membuat akat2 pertanahan?
Apa dasar hukum dari BPN menerima pendafiaran akta2 yang dibuat oleh PPAT
dan PPAT-Sementara?Bagaimana menuurut bapak selaku PPAT dengan tetap
dibuatnya akta-akta pertanahan di tempat kedudukan PPAT oleh PPAT-

Sementara?
JAWABAN:
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20. Bagaimana Pengawasan terhadap kinerja selaku  PPAT?siapa yang
melaksanakan fungsi pengawasan tersebut?
JAWABAN:

e pe.  sHeRd BV
profn. ot Tl &Lz,

21. Bagaimana Upaya selaku PPAT dalam terwujudnya Catur Tertib Pertanahan di
Kabupaten Blitar?
JAWABAN:

Telah diisi dengan benar oleh

—_— \
Ch Sretet peienmsn; it ]
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DAFTAR PERTANYAAN BAGI PPAT-SEMENTARA DI WILAYAN
KABIPATEN BLITAR

/1. Apa yang dimaksud dengan “Camat scbagai PPAT-Scmentara™
JAWABAN:

/ Apa Dasar Hukum pengangkatan camat scbagai PPAT-Sementara? (mohon
dibenkan fotokopi SK. pengangkatan camat sebagai PPAT-Sementara)
JAWABAN:

V3. Berapa lama camat menjabat sclaku PPAT-Sementara?kapan ditunjuk?kapan
berakhir?bagaimana cakupan wilayah kerjanya?
JAWABAN:

4. Untuk bisa menjalankan jabatan selaku PPAT-Sementara pendidikan apa yang
harus dijkuti?
JAWABAN:
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5. Tugas dan Kewepangan apa yang melekat kepada Camat selaku PPAT-

Sementara dalam rangka pembuatan akta peralihan hak atas tanah?
JAWABAN:

6. Akta-akta pertanahan bagr tanah-tanah  yang bagaimana yang dibuat olch carvat
sebagai PPAT-Sementara?
JAWABAN:

7. Menurut sepengetahuan kami, camat sclakn PPAT-Sementara disamping
menangani  peralihan  hak  atas  tanah  yang sudah  pemah
didaftarkan/bersertifikasi/sudah melckat sesvatu hak atas tanah tersebut juga
menangani peralihan Hak atas tanah yang belum bersertifikasibelum pemah

didaftarkanvbelum ada hak yang melekat atas tanab tersebutapakah benar
demikian?
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JAWABAN:

8. Jika benar, apa yang dijadikan scbagai dasar hukumnya?
JAWABAN:

9. Selama ini meourut pendapat bapak, lebih mudah toenangani permasalahan
tanah yang sudah bersertifikasi atau yang belum bersertifikasi?jenis? tanab apa
saja yang beluro bersertifikasi yang ditangani camat sclaku PPAT scmentara?

JAWABAN:

10. Jika menangani pembuatan akta peralihan hak atas tamah yang belum
bersertifikasi, pcrmasalahan apa yang sering timbul?
JAWABAN:
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L1. di wilayah kecamatan Bapak, Selain adanya camat selaku PPAT-sementara, juga
ada notanis/ PPAT, bagaimana kecenderungan masyarakat dalam pengurusan
pembuatan akta peralihan hak atas tamah?memilih ke camat selaku PPAT-
Sementara atau ke notans/ PPAT?

JAWABAN:

12. Bagaimana proses penandatangan pembuatan akta2 peralihan hak atas tanah
(khususoya tanah-tanah vang belum bersertifikat) vang dihadini para pthak di
hadapan camat selaku PPAT-Scmentara?siapa saja yang dapat menjadi saksi
dalam penandatangangan akta? )

JAWABAN:
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[3. bagaimana proses pendaftaran tanah ( atas peralihan hak atas tanah ) ke kantor
Pertanahan?apakah dilakukan olch pemohow/masyarakat ataukah oleh staf
PPAT-Sementara?bagaimana mekanismenya?

JAWABAN:

14. Apa perbedaan antara proses pensertifikasian/pendafiaran tanah? yang sudah
pemah didaftarkan  dengan  tanah2  yang  beclum pemah
didafiarkan?(waktu,proses, pengumuman)

JAWABAN:
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15. Hambatan/permasalahan apa yang sering dihadapai oleh camat sclaku PPAT-

Sementara dalam menjalankan tugasnya selaku pejabat umum?
JAWABAN:

16. Bagaimana hubungan antara camat selaku PPAT-Sementara dengan Notans /
PPAT diwilayah kecamatan bapak?bagaimnana pembagian kewenangannya®?
JAWABAN: '
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17. Berapa banyak Akta peralihan hak atas tanah yang dibuat oleh camat selaku
PPAT-Sementara?

JAWABAN:

18. Bagaimana seistem pengaturan mengenai Honorarium PPAT-Sementara?
JAWABAN:

19. Sesuai dengan aturan yang ada mengenai pendaftaran tanah ( PP 24 /1997)
PPAT —Sementara baru ada jika di suatu wilayah Kabupaten/kota belum cukup
terdapat PPAT, apa dasar kewenangan PPAT-Sementara untuk membuat aka2
pertanahan? Apa dasar hukum dari BPN mencrima pendaflaran akta2 yang
dibuat oleh PPAT-Sementara?

JAWABAN:

Analisis tanggung..., Argo Wahyu Jati K, FH UI, 2008



20. Bagaimana Pengawasan terhadap kinerja Camat sclaku PPAT-Scmentara?siapa
yang mclaksanakan fungsi pengawasan tersebut?
JAWABAN:

21. Bagaimana Upaya Cumat selaku PPAT-Sementara dalam terwujudnya Catur
Tertib Pertanahan di Kabupaten Blitar?
JAWABAN:

Telah diisi dengan benar oleh:
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HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN OLEH CAMAT SELAKU

1.

‘PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)
Pendahuluan

Sebagai tindah lanjul pelantikan Pejabat Eselon IV dan Il dilingkungan
Pemerintah Kabupaten Pasuruan beberapa waktu yang lalu, kepada Kantor
Pertanahann diminta agar ikut serta m.emberikan pembekalan khususnya
bagi Camat yang baru dilantik baik sebagai pengangkatan (Camat) baru
maupun yang mutasi ditempat baru, dalam materi ke PPAT an .

Camat yang ditunjuk sebagai PPAT. Menurut ketentuan peraturan
petundangan yang ada mempunyai sifat “sementara”, yaitu bedaku
selama sualu Daerah Tingkat Il Kabupaten / Kotamadya jumlah formasi
PPAT. belum tercukupi.

PPAT. yang kepanjangannya adalah Pejabat Pembuat Akta Tanah
adalah Pejabat Umum yang diberi kewenangan untuk membuat Akta
Olen(ik.atas perbuatan hukum tedentu mengenai 'hak atas tanah atau Hak
Milik Atas Satuan Rumah Susun. Menilik dari rumusan tadi maka di
samping adanya kewenangan dalam jabatan' , diwajibkan pula mengbasai
persoalan hukum khususnya hukum perjanjian baik yang dimuat dalam
Buku Il KUH Perdata, Hukum Adat maupun peraturan organik lain yang

menyangkut status tanah.

Apabila kita amati lebih cermat lagi, Akta Pejabat PPAT dari segi
bentuk formal maupun isinya (cara pengisian Aktanya) syarat dengan
persoalan - persoalan hukum, dimana apabila terjadi ketidak cermatan
dalam pengisian maupun pengelolaan arsip (pasca pembuatan Akta) dapat
menimbulkan malapetaka bukan hanya diderita para Pihak pembuat Akla,
akan tetapi bisa berakibat fatal bagi Jabatan Camat selaku PPAT, misalnya
sampai pada dijatuhkannya Putusan Pidana kepada salah satu Camal
PPAT di Wilayah Kabupaten Pasuruan.

! Pejabat Pembuat Akta Tansh (PPAT)) Camat diangkat melaki SK Kakanwil BPN berdasarkan PERMENAG /
Ka BPN No. § Th. 1938 tgi. 16-02-1998
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Mencermali perkembangan Hukum (Pertanahan) yang begilu pesat
pada akhir-akhir ini, mau tidak mau PPAT. dituntut agar selalu
menyesuaikan din mengikuli dinémika Hukum yang ada agar dalam
pembuatan Akta-aktanya tidek dinilai cacal hukum. '

Untuk itu dalam kesempatan pembekalan yang serba singkatl ini di
sampaikan uraian berkaitan dengan tugas Camat sebagai PPAT.
Sementara, pengertian Akta Olentik serta hal-hal yang harus di perhatikan
dalam pembuatan Akta PPAT. Oleh karena m.ateri yang terbalas tersebut,
diharapkan agar PPAT dapat mengembangkan sercara inovatip materi-
materi yang dimuat dalam tulisan ini agar kepentingan para pihak pembuat
Akta terlindungi oleh hukum.

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). sebaqgai Pejabat Umum.

Pejabat Pembuat Akta Tanah, selanjulnya disebut PPAT, adalah
Pejabat Umum yang diben kewenangan untuk membuat Akta-akta Otentik
mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai Hak Atas Tanah atau Hak
Milik Atas Satuan Rumah Susun,

Berdasarkan Rumusan tersebut, pengertian “Pejabat Umum”
ternyata tidak ada penjelasan lebih lanjut. Hanya saja ada pakar yang
menyatakan bahwa  Pejabatl Umum bukanlah Pegawai Negeri
sebagaimana di maksud dalam UU. Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok
Pokok Kepegawaian, PPAT. bukanlah Pegawai Negeri yang tersusun
dalam jaringan birokrasi yang hierarkhis, karena PPAT, merupakan
“Pejabat * yang tidak menenma gaji dari Pemerintah. Penghasilan PPAT.
semata-mata hanya mengandalkan Honor dari masyarakat yang
menggunakan jasanya, manakala mereka membuat perjanjian
peralihan/pembebanan Hak Atas Tanah?

-Sekalipun bukan Pegawai Negeri maka sebagai cin-ciri selaku Pejabat
Umum, PPAT. sebelum melaksanakan tugas di syaralkan Pengangkalan
maupun Pemberhentian melalui Keputusan Menteri serla mengucapkan

sumpah Jabatan.

Analisis tanggung..., Argo Wahyu Jati K, FH Ul, 2008



Kiranya dari kriteria diatas dapat memberikan gambaran kepada kita
apa yang disebut Pejabat Umum, guna membedakan dengan Camat selaku
Pejabat Pemeﬁntah yang melaksanakan tugas berbeda dengan tugas dan
wewenang dan PPAT. yang secara khusus diberi wewenang membuat Akta
PPAT dalam bidang hukum perdata.

3. Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). merupakan Akta Otentik.

Akta PPAT. adalah akta otentik. Akta Otentik dalam pengertian awam
adalah Akta baik itu asli maupun foto copy asal ada stempel instansi
tertentu, masyarakat menganggap *Otentik” merupakan Akta Resmi atau
sah, padahal secara hukum tidak demikianMenurut ketentuan pasa! 1868
KUH. Perdata, yang dimaksud Akta Otentik adalah :

“Suatu Akta yang didalar Sentuknya menurut ketentuan Undang-
undang dibuat oleh atau dihadapan Pejabat Umum yanag
berwenang untuk itu, ditempat dimana Akta itu dibuat”.

Dari Rumusan Pasal 1868 KUH. Perdata tersebul terdapat 3 (tiga) hal
pokok agar suatu Akta memiliki kwalifikasi “Otentik” yakni -

a. Dibuat dalam bentuk menurut ketentuan Undang-undang

{Peraturan Perundang-undangany;
b. Dibuat "oleh" atau "dihadapan” Pejabat Umum;
¢. Pembuatan Akta itu di Wilayah wewenang Pejabat Umum.

Dalam implementasuinya, keliga unsurv diatas harus nampak dalam
setiap pembuatan Akta PPAT dan agar Akta tersebut memiliki bobot
Otentik, hal tersebut dilakukan antara lain :

a. Akla Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). mempergunakan
blangko yang sudah dicetak oleh Pemerintah dan PPAT dilarang
membuat Akta tanpa menggunakan Akta cetakan tersebut.

b. PPAT dalam menjalankan tugas membuat Akta, ditinjau dari aspek
Juridisnya adalah mengesahkan adanya keinginan (akad) para

3 Honor PPAT sebesar 0,5 % dari harga penjualan  hatga lalsican hak yang besangkutan berdasarkan petaturan Menteri
Agraria No. 10 Tahun 1861

3
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pihak untuk membuat perjanjian dalam format (bentuk) khusus.
Oleh karenanya berdasarkan rumusan “Otentik” menurut Pasal
1868 KUH. Perdata, akla PPAT adalah Akla yang dibuat
“dihadapan” PPAT, sedangkan Akta yang dibuat “oleh” Pejabat
dapal ditemukan, misal Akla Waris yang di buat oleh Notaris (ini
bukan Akta yang dibuat oleh para Pihak dihadapan Notaris),
dermikian pula Akta Kelahiran dibuat “oleh* Pejabat Catatan Sipil.

¢. Agar Akta PPAT memiliki bobot Otentik, pembuatannya “harus” di
Wilayah kewenangan PPAT yang bersangkutan. Camat sebagai
PPAT. Sementara hanya berwenang membuat Akta yang

Obyeknya di Wilayah Kecamatan yang bersangkutan.

Akta PPAT sebagai Akta Otentik yang berisi suatu perjanjian, maka
oleh karenanyua disyaratkan adanya kewenangan dan kesepakatan untuk
membuat perjanjianJ , dan “saksi” yang akan menyaksikan adanya

peristiwa perbuatan hukum dalam Akta tersebut.

Secara hukum, Akta Otentik merupakan alat bukli yang sempurna, ia
memberikan kepada para pihak termasuk Ahli Warisnya atau orang yarg
mendapat hak dari para pihak itu suatu bukti yang sempurna tentang apa
yang dinyatakan dalam Akta itu. Dengan demikian barang siapa yang
menyatakan bahwa Akta Otentik itu palsu, maka ia harus membuktikan
tentang kepalsuan Akta itu. Akta Otentik tnempunyai kekuatan pembuktian
baik lahiriah, formil dan maleriil.

4.- Tanqqung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Bila Akta yang dibuat di hadapan PPAT temyata dikemudian hari
terbukti mengandung cacad yuridis yang semata-mata disebabkan karena
kesalahan PPAT tersebut, sehingga karenanya Akta itu kemudian
dinyatak;'an tidak Otentik atau tidak sah, maka PPAT yang bersangkutan
haruslah bertanggung jawab baik Kepada Pemerintah (Tanggung Jawab
Administratip) maupun terhadap kliennya.

* Menurut pasal 1320 KUH Perdals, untuk Syahnys perselujuan dipesiukan syarst : Sepakat, Kecakapan, Untuk
melnkukan perbuatan Hukum, sualu hal tertentu dan suatu sebab yang Halat
4
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Bentuk sanksi Administratip yang bisa dijatuhkan kepada PPAT adalah
mulai Qafi diperingatkan/tegoran sampai pada pemecatan. Sedangkan
bentuk tanggung jawab terhadap kliennya bisa berupa pembayaran: ganti
rugi mendasarkan pada Pasal 1265 KUH Perdata®, disamping sanksi
Pidana Penjara apabila PPAT tersebut membual atau membantu
melakukan pemalsuan dalam Akta yang dibuatnya. Pemalsuan yang
seringkali terjadi adalah pemalsuan data Subyek/ para pihak yang
melakukan transaksi maupum pemalsuan data Obyek perjanjian.

Untuk itu agar terhindar dari masalah-masalah hukum yang' mungkin
terjadi, kepada para PPAT agar memperhalikan dan mempelajar
Peraturan-peraturan yang berkaitan tugas Jabatannya diantaranya :

- Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1960 tentang Peratutan Dasar
Pokok Pokok Agraria ;

- Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran
Tanah ; '

- Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor : 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan PP. No. 24
Tahun 1997;

- Peraturan Pemerintah Nomor : 37 Tahun 1998 tentang Peraturan
“Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;

- Per.aturan Menteri Negara Agraria /Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor : 4 Tahun 1999 tentang Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah No.37 tahun 1998 tentang Peraturan
Jabatan Pejabat Pembuat Akla Tanah .

5. Beberapa hal pentfnq yanq harus diperhatikan olehl Peiabat Pembuat
Akta Tanah:

a. Kepastian tanggal pembuatan Akla

4 Pasal 1365 KUH Perdata berbunyi : Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang tan,
mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu. mengganti kerugian tersebu
s
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Kepastian tanggal ini penting dan menentukan -bagi otentisitas Akta.
Apabila diamati pada awal Akta, adanya kalimat pada hariini ................

tanggal .........., menghadap kepada saya, kalimat baku yang demikian

dimaksudkan agar adanya kepastian tanggat dibuatnya Perjanjian dalam
Akta PPAT. ‘

Oleh karena dituntut adanya kepastian waklu Pembuatan Perjanjian, maka
tanggal maupun Nomor Akta harus telah dicantumkan pada saat yang
bersamaan ditanda tanganinya Akta PPAT di hadapan Pejabat yang
bersangkutan. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah mengenai identitas
para penghadap. PPAT harus jeli dan boleh sedikil curiga terhadap
kebenaran identitas apakah sama dengan orang yang menghadap, hal itu
bisa diteliti dari foto pada Karlu Tanda Penduduk maupun bentuk
kemiripan landa tangan yang bersangkutan yang ada di Kartu Tanda
Penduduk maupun yang di bubuhkan pada Akta.

. Persetujuan isteri/suami pihak yang mengalihkan hak.

Persetujuan isteri/suami diperlukan apabila obyek yang dialihkan
merupakan harla bersama (harta yang diperoleh selama perkawinan).
untuk mengetahui apakah sebidang tanah itu merupakan harta bersama
atau harla asal (bawaan), agar saudara teliti tanggal perkawinan, tanggal
serlipikat dan pernyataan Pemilik apakah tanah yang dialihkan merupakan
harta bersama atau harta bawaan®.

Persetujuan isteri/suami seyogyanya diberikan dihadapan PPAT dengan
cara turut serta hadir pada waktu dibuatkan Akta PPAT dan yang
bersangkutan turut serta menanda tangani Akta ditempat yang disediakan
(pada halaman terakhir). Apabila surat persetujuan dibuat secara tertulis
sebelum dibuat Akta PPAT hendaknya dibubuhi meterai, diketahui oleh
Pejabat yang berwenang dan disaksikan 2 (dua) orang saksi.

. Penggunaan Surat Kuasa:

Para pihai( dalam membual perjanjian dapat diwakili oleh pihak lain melalui
sural kuasa dalam bentuk kuasa notariel, dibawah tangan ataupun
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derngan fisan (pasal 1793 KUH Perdata). Akan tetapi dalam hal surat
kuasa.tadi dipergunakan untuk mewakili pihak yang ;'mengalihkan" Hak
Atas Tanah, hendaknya kuasa dibuat secara notariel alau kuasa dibawah
tangan yang dilegalisasi pejabat yang berwenang (bukan waarmerkt).
Dalam hal surat kuasa tadi dibuat dibawah tangan agar diuraikan seccara
jelas kedudukan penghadap dalam komparisi Akta, kuasa tersebut dijahit
menjadi satu kesatuan dengan asli Akta yang disimpan sebagai arsip Akta
PPAT, sedangkan kuasa notariel , dalam komparisi cukup disebut tanggal,
Nomor Akla dan nama Nolaris dimana surat kuasa dibuat.

Surat Kuasa mutlak seperti dimaksud dalam Instruksi Menteri Dalam
Negeri No :" 14 Tahun 1982 telap tidak dibenarkan untuk dasar proses
peralihan hak.

d. Tentang Dewasa Hukum.

Kecakapan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum penting
diperhatikan dengan melihat usia dari para pihak. Didatam
pembuatan perjanjian yang obyeknya tanah, maka dewasa perdata hérus
bernar-benar diperhatikan. Menurut Surat Dirgktur Pendaftaran Tanah
tanggal 13 — 7 — 1977 Nemor . DPT.7/539/7-77, antara lain bahwa umur 19
atau 20 tahun dianggap cékap untuk melakukan perbuatan hukum,

Berkenaan dengan dewasa perdata tersebut, kami cenderung mengikuti
ketentuan pasat 330 jo. 1330 KUH Perdala (BW), terutama bagi pihak yang
mengalihkan hak yang sudah berusia 21 tahun atau sudah pernah
menikah sebelumnya, dianggap cakap melakukan perbuatan hukum.

e. Pengisian Blangko Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Blangko Akta PPAT yang saat ini diperqunakan, sesuai contoh dalam
lampiran Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Peranahan
Nasional Nomor : 3 tahun 1997 agar 'pahami dan dilaksanakan sesuai
petunjuk Peraturan dimaksud. Ruang kosong yang terdapat dalam blangko
Akta, sekiranya menurut para pihak dan pula menurut pertimbangan PPAT
tidak perlu diisi, agar dibubuhi garis hitam. Demikian pula coretan pada

———

)
£3334 36 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 berbunyi : Mangenal Harla bersama, suami alau istrl dapat bertindak atas
?
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cetakan kalimat (kelebihan kalimat) yang bukan renvdi cukup dibubuhi
paraf PPAT khususnya terhadap Akta yang akan digunakan sebagai arsip
PPAT. PPAT wajib membacakan dan menjelaskan sepedunya isi Akta
yang dibuat para pihak sebelum para pihak dan para saksi membubunkan
tanda tangan/cap jempol pada akhir Akta.

f. Tertib Perbuatan Protokol Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Protokol PPAT adalah sekumputan bende! asli Akta PPAT serta buku /
arsip / daftar lain yang ada hubungannya dengan pembuatan Akta
tersebut. Protokol PPAT sebenamnya merupakan arsip Negara, oleh
karena itlu wajib dikelola sebaik mungkin dan penyimpanannya agar
dijauhkan dari kemungkinan kerusakan karena bahaya api, terkéna
airflembab serta serangga pen::sak lainnya. Bagi Camat yang dapat
bertindak karena jabatannya selaku pejabat sementara pembuat akta
tanah yang akan dipindahkan atau diberhentikan, maka serah terima
protokol PPAT wajib dilakukan kepada Camat yang menggantinya pada
waktu pelantikannya sebagai Camat setempat dengan - °
diketahui/disaksikan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pasvruan.

Pasuruan,

KEPALA SEKSI HAK HAK ATAS
TANAH

SUGIJANTO, SH, CN, M.Hum
NIP. 010090137

Makalah PPAT/Comp I/Arka

perselujusn kedua belah pihak
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ETIKA PROFESI / KODE ETIK PPAT

I.  PENGERTIAN KODE ETIK PPAT

1.

- Seluruh  Kaidah Moral yang ditentukan oleh

KODE ETIK PROFESI

Aturan-aturan yang merupakan panduan yang harus
ditaali, yang mengatur lingkah laku, lahiriah, maupun
sikap baliniah, baik dalam rangka menjalankan profesi
maupun dalam tingkah laku sehari-hari.

PROFESI PPAT

Tugas jabatan yang waijib dijalankan oleh FPAT,
melayani masyarakat dibidang pertanahan sesuai

Peraturan Perundang-undangan yarg berlaku dan

terima Honorarium.

perkumpulan berdasarkan keputusan Kongres dan / atau
yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan
Perundang-undangan yang mengatur {entang Hal ltu
dan yang berlaku bagi se:la ‘Wajib Ditaati oleh Sctiap
dan Semua Anggota Perkumpulan PPAT dan semua

orang yang menjalankan Tugas Jabatan Sebagai

PPAT, termasuk didalamnya para PPAT penaqanti.
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PEMBINAAN TEKNIS CALON PPAT"
SEMENTARA

“ETIKA PROFESI”

OLEH :
HOTMAN H HUTAGAOL, SH.CN.
NIP. 010183057
KEPALA IKANTOR PERTANAHAN KABUPATEN
TRENGGALEK

KANTOR WILAYAH BPN PROPINSI JAWA TIMUR
2007
SURABAY A
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| ORGANISASI | WADAH PPAT

4 IPPAT adalah Perkumpulan / Organisasi bagi para

PPAAT, berdiri sejak 24 September 1987, Keputusan

Menteri Kehakiman R! tanggal 13 April 1989

No.C.2.3281.HT.01.03. Tahun 1989 menegaskan

sebagai Badan Hukum merupakan satu-satunya wadah

pemersatu bagi semua dan szliap orang yang

memangku dan menjalankan Tugas Jabatan seleku

PPAT yang menjalankan Fungsi Pejabat Umum.
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. PENGURUS ORGANISASI IPPAT

A. Pengurus Pusat/ Nasional
Tugas, kewajiban serta kewenangsnnya :

o Mewakili dan bertindak atas nama pekumpulan, baik

diluar maupun dimuka pengadilan.

B. Pengurus Daerah

« Meliputi wilayah kepengurusan tempat kedudukan

dan / atau tempat tinggal anggota perkumpulan.

C. Pengurus Cabang

+ Meliputi wilayah kepengurusan tempat kedudukan

dan / atau tempat tinggal anggota pengurusan.

D. Majelis Kehormatan (Fusat dan Dacrah)
« Suatu badan atau Iembagé yang beidiri dan bebas
dari keberpihakan dalam perkumpulan IPPAT.
» Tugas dan / atau kewajiban Majelis Kehormatan :
a. Melakukan pembinaan, pengawasén dan

penertiban maupun pembenahan.
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b. Berwenang memanggil, memeriksa dan
menjaluhkkan putusan, sanksi atau hukuman
kepada seseorang anggota perkumpulan yang

melakukan Pelanggaran kode etika profesi.

c. 1. Sanksi atau hukuman oleh Majelis
Kehormatan daerah kepada anggota pada
Tingkat Pertama.

2. Sanksi atau hukuman oleh  Majelis

Kehormatan pusat kepada anggota pada

Tingkat Terakhir serta bersifat Final.
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IV.

PENGERTIAN DAN MACAM PPAT

N

A. PPAT : Pejabat Umum yang diberi kewenangan
untuk membual Akta - akta _4'Oten'tik
mengenai  perbuatan  Hukum tertenlu

mengenai Hak Atas Tanah atau HM Rusun.

Misal : Notaris, pensiunan BPN, *) Lulus ujian PPAT

dan Diklat.

B. PPAT Sementara : Pejabat Pemerintah yang ditunjuk
karena jabatannya ° unfuk
melaksanakan tugas PPAT dengan
membuat akta PPAT didaerah Yang

Belum Cukup terdapat PPAT.
Misal : Camat atau Kades, l.ureh *) Mengikuti Diklat

C. PPAT Khusus : Pejabat BPN yang ditunjuk karena
jabatannya unluk  melaksanakan
tugas PPAT dengan membual Akta
PPAT Tertentu khusus dalam
rangka pelaksanaan program atau

tugas Pemerintah tertentu.
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Misal : Deputi-H

6

Misalnya : Fembuatan akta tertentu
Bagi Negara Sahabat berdasarkan
Azas Resiprositas | sasuai
pertimbangan  Departemen  Luas
Negeri RI.

Misalkan : Akta pelepasan hak atau
tanah dalam rangka pengadae‘;n tanah

untuk Instansi Pemerintah /"BUMN /

BUMD.

T & PT ; Direkiur pendaftaran lanah.

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota.

D. PPAT Pengganti :

Seseorang yang untuk sementara
diéngl;a-t sebagai PPAT untuk
menggantikan PPAT yang" sidang
cuti, sakit atau untuk sementara
berhubungan menjalankan

jabalanya sebagai PPAT.
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v. 151 DARI KODE ETIK PPAT

A. KEWAJIBAN : Sikap, prilaku dan perbuaian atau

lindakan berupa apapun oleh seliap
dan semua anggota perkilmpulan
untuk Menjaga dan Mefpelihara
Citra serla Wibawa Iembagé IPPAT
dan menjunjung tinggi Keluhuran

Harkat dan Martabat jabatan PPAT.

B. LARANGAN " : Sikap, perilaku dan perbuatan atau

lindakan berupa apapun yang Karus
Ditinggalkan (Tidak - Boleh
Dilakukan) oleh seliap dan semua
anggota IPPAT yang dapat atau
Setidak - Tidaknya Dikhawatirkan
dapat Menurunkan Citra serta
Wibawa lsmbaga IPPAT alaupun
keluhuran harkat dan martabat

jabalar{ PPAT.
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C. PELANGGARAN: Semua jenis parbuatan atau tindakan

D. SANKSI

yang dilakukan cleh Setiap dan
Semua anggota perkumpulan yang
Dapat menurunkan  Keluhuran
Harkat dan Martabat jabataﬁ PPAT
sebagai mana yang Tersurat
maupun Tersirat dalam kétentuan

Kode Etik Profesi.

: Suatu  hukuman sebagai sarana,

upaya dan alat pemaksa ketaalan
dan disiplin anggota perkumpulan

dalam menegakkan kode etik.

1. Bentuk Sanksi:

terhormat

Teguran lisan maupun tertulis

Peringatan

Skorsing (pemecatan sementara)
Pemecatan dari keanggotaan (ontzeeting)

Pemberhentian dari keanagolaan secara tidak

2. Penjaluhan Sanksi : Disesuaikan dengan kuantitas

dan kualitas pelanggaran yang

dilakukan anggota PPAT
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E. EKSEKUSI - Pelaksanaan atad

sanksi atau

hukuman'yang dijatuhkan oleh dan

berdasarkan putusan majelis

kehormatan daerah / pusat yang telah

mempunyar kekuatan hukum dan

pasti untuk dijolankan.
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Ji. RUANG LINGKUP BERLAKUNYA KODE ETIK
PPAT

. Berlaku bagi seluruh PPAT dan bagi para PPAT
pengganti

. Dalam rangka melaksanakan tugas jabatan PPAT

ataupun datam kehidupan sehari-hari.
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vil. KEWAJIBAN PPAT/S MAUPUN PRAT PENGGANTI

1. Berkepribadian baik dan menjunjung tinggi maﬂébal dan

kehormatan PPAT.

2. Senantiasa menjunjung tinggi Negara dan Hukum yang
berlaku serta bertindak sesuai dengan niakna sumpah

jabatan. kode etik dan berbahasa Indonesia yéng baik

dan benar.

3. Mengutamakan pengabdian kepada kepenlingan

masyarakat dan negara.

4. Memiliki prilaku professional dan ikul berpadisipasi

dalam pembangunan nasional, khususnya bidang

hukum.

5. Memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada

masyarakat yang memeslukan jasanya.
6. Memberikan penyuluhan hukum.

Jasa pelayanan secara cuma-cuma kepada masyarakat

kurang mampu.

Sikap saling menghormati serta mempercayai dalam

suasana kekeluargaan dengan sesama rekan sejawat.

Analisis tanggung..., Argo Wahyu Jati K, FH Ul, 2008



10.

11.

12.

12

Menjaga dan membela kehormatan serta nama baik
Korps PPAT atas dasar rasa solidaritas dan sikap

{olong-menolong secara konstruktif.

Sikap ramah terhadap seliap pejabat dan mereka yang

ada Hubungannya dengan pelaksanaan fugas

jabatannya.

Menetapkan suatu kantor, dan kantor tersebut

merupakan satu-salunya kantor bagi PPAT yang dalam

melaksanakan tugas jabatan sehai-hari.

Melakukan perbuatan-perbuatan lain yang secara umum
disebut  sebagai  kewajiban untuk ditaati  dan
dilaksanakan antara lain tidak terbatas pada ketentuan-

ketentuan yang tercermin datam :

a. Peraturan per UU-an yang mengalur jabatan PPAT.

b. -Isi sumpah jabatan PPAT.

c. AD / ART atausun keputusan lain yang telah

ditetapkan oleh IPPAT misalnya :

1. luran, uang duka

2. Tarif pembuatan akla

3. 'Kesepakatan yang ibuat oleh dan mengikat

anggota IPPAT.
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vill. LARANGAN BAGI PPAT

1. Membuka / punya kantor cabang atau perwakilan.

2. Secara langsung mengikulsertakan atau menggerakkan

perantara-perantara dengan mendasarkan pada kondisi-

kondisi tertentu.

3. Mempergunakan mass media yang bersifat promosi

4. Melakukan tindakan-tindakan yang pada hakekalnya
mengiklankan diri antara lain tidak terbatas pada
tindakan berupa pemasangan iklan untuk keperluan

pemasaran atau propaganda, yaitu :

a. Memasang iklan dalam surat kabar, majalat; berkala
atau terbitan perdana suatu kantor, perusahaani, Biro
jasa, biro iklan; baik berupa pemuatal; nama,
alamat, ncmor teiepon maupun berupa. ucapan-
ucapan selamal, dukungan, sumbangan uang atau
apapun, pensponscran kegiatan apapun, baik sosial,
pemuatan dalam buku — buku yang disediakan untuk

pemasangan iklan dan [/ atan  alal  promosi

pemasaran.
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b. Mengirim karangan bunga atas kejadian ataupun
dan kepada siapapun yang dengan itu nama
tersebut terpampang kepada umum, baik umum

terbatas maupun umum tidak terbatas.

c. Mengirim orang-orang selaku Salesman ke berbagai

tempat / lokasi untuk mengumpulkan klien daiam

rangka pembualan axta.

5. Memasang papan nama dengan cara dan / atau bentuk

diluar batas-batas kewajaran dan /atau memasang

papan namun dibeberapa tempat diluar lingkungan

tempat PPAT yang bersangkutan.

G. Mengadakan usaha-usaha menuju persaingan yang
tidak sehat dengén éésama rekan PPAT termasuk

namun tidak terbatas pada penetapan jumiah biaya

pembuatan Akta.

7. Melakukan perbuatan ataupun persaingan  yang
merugikan sesama rekan PPAT, baik moral maupun
material ataupun melakukan usaha-usaha untuk mencari

keuntungan bagi dirinya semata-mata.
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8. Mengajukan permchonan baik lisan maupun tulisan
kepada instansi, perusahaan lembaga ataupun
perseorangan unltuk ditelapkan sebagai PPAT daii
Instansi, perusahaan atau lembaga tersebut, béik tanpa
apalagi disertai pemberian Intensif Tertentu, termasuk
jumlahnya / besarnys lebih rendah dari tarif yang dibayar
oleh instansi  perusahaan, ‘embaga  ataupun

perseorangan tersebut kepada PPAT tersebut.

(9 s/d 18 lihat buku Kode Etik PPAT, halaman 63 s/d 64)

\
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x. PERANAN PPAT/S

1. Melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah
dengan Membuat Akta sebagai Buk&' telah
dilakukannya perbuatan Hukum terlentu, mengenai HAT
atau HM Rusun, yang akan dijadikan Dasar bagi
Pendaftaran Perubahan data pendaftaran tanah yang
diakibatkan  cleh 'perbuataﬁ Hukum itu.. Dalam

pendaftaran = tanah  (Membantu Kepala . Kantor

Pertanahan).

2. Meningkatkan sumber pencrimaan Negara daii pajak
dan bukan pajok (PPH / Pajak Penghasilan) dan
(SSB / Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan) peningkatan PAD.

« (SE No. 09/Pj. 3/2003 tgl 04 April 2003 tentang
Penerapan NJOP sama dengan nilai pasar).

e Mengoptimalisasikan kegiatan penilaian. secara
berkala sesuai Kep. 533/PJI2030 tgl 20 Desember

2000. (Pemeliharaan data Sisrniop).

* Penerapan Assement Sales Ralio pada tingkat

minimal 80%.

Memanfaatkan data penawaran propeili semaksimal

mungkin (SE Pajak No. SE. 40/PJ.6/2002 gl 20
November 2002,
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X. PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIA.N PPATIS
1. Diangkat dan diberhentikan oleh Menteri/Kepala EPN RI
2. Lulus ujian PPAT yang diselenggarak.an BPN Rl.

3. Wajib mengikuli Pendidikan dan Pelatihan PPAT untuk
mendapatkan Calon PPAT yang Profesicnal dan
memiliki kcmampuan dalam  melaksanakan Tugas

Jabatanya (sebelum ujian PPAT)

4. Materi Ujian PPAT meliputi :
a. Hukum Pertanahan Nasional

b. Organisasi dan kelembagaan Pertanahan

c. Pendaftaran Tanah
d. Pembuatan Akta PPAT dan

e. [tika Profesi (PFAT / Notaris)

5. Sebelum menjalankan Jabatan PPATIS  wa;ib
mengangkat sumpah jabatan PPAT dihadapan Kepala
Kantor Pertanahan Kabupaten Kabupaten / Kota

didaerah kerja PPAT yang bersangkutan
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Xl. PERBUATAN HUKUM YANG DIBUAT - OLEM
PPATIS

» Pembuatan Hukum tersebut sebagai berikut :

1.

2.

Akta Pembeli

Akta Tukar Menukar

Akta Hibah
Akta Pemasukan Kedalam Perusahan (Imbreng)

Akta Pembagian Hak Bersama

Pembagian HGB / HP Atas Tanah Hak Milik

Pemberian Hak Targgungan

Pemberian Kuasa Membebankan Hal Tanggungan

(SKMHT).
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xil. HAK PPAT

Hak PPAT ada 4 antara lain :

1. Culi

2. Memperoleh uvang Jasa (Honorarium) dari pembuatan
Akla sesuai Pasal 32 (1) PP No. 27 Tahun 1998 (tidak
boleh melebihi 1% (satu persen) dari harga (ransaksi
yang tercantum dalam akta terrnasuk uang jasa saksi

minimal 2 orang. Dilarang melakukan Pungutan (pungli)

diluar ketentuan sebagaimana tersebut diatas.

2

Memperaleh Informasi seita perkembangan Peraturon

Perundang — undangan Pertanahan

4. Memperoleh kesempatan untuk mengajukan Pembelaan
diri sebelum ditetapkannya kepulusan pemberhentian

sebagai PPAT
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xlll. Kewajiban PPAT ada 11 antara fain :

'(,'I

Menjunjung tinggi Pancasila UUD 1945, dan NKRI

Mengikuti Pelantikan dan Pengangkatan Sumpah

Jabatan PPAT

Menyampaikan laporan bulanan mengenai akta yang
dibuatnya kepada Kepala Kanlor Wilayah BPN Propinsi,

Kepala Kantor Pelayanan PBB selempat paling lambal

tanggal 10 bulan berikutnya.

Menyerahkan Protokol PPAT dalarn hal :

a. PPAT yang berhenti menjabat sebagai d.imaksud
dalam Pasal 28 ( 1). dan (2) kepada PPAT didacrah
kerjanya atau kepada Kepala Kantor Pertanéhan.

b. PPAT/S yang berhenti sebagai PPATS. kepada |
PPATS yang mengganlikannya alau kepada Kepala
Kantor Pertanahan.

c.. PPAT Khusus yang berhenti sebagai PPAT Khusus
kepada PPAT Khusus yang mengganlikarupya atau

kepada Kepala Kantor Pertanahan.

Membebaskan Uang Jasa Honorarium kepada orang

yang tidak mampu, yang dibuklikan sacara sah.
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10.

21

-

Membuka kantornya setiap hari kerja kecuali -sedang
melaksanakan culi atau hari libur resini, dengan jam
kerja paling kurang sama dengan jam kerja Kantor

Pertanahan setempat.

Berkantor hanya di 1 (satu) kantor dalam daerah ketja
sebagaimana ditelapkan dalam keputusan

pengangkatan PPAT.

Menyampaikan alamat kantornya, conloh tanda tangan,
contoh paraf dan teraan cap / stempel jat;atannya
kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi, Bupati -I‘
Walikota, Ketua PN dan Kepala Kanlor Pertanahan yang
diwilayahnya melipuli daerah kerja PPAT yang
bersangkutan dalam wakiu 1 (satu) bulan selelah

Pengambilan Sumpah Jabatan.

Melaksanakan  Jabatan serara nyala  selelah

pengambilan sumpah jabatan.

Memasang Papan nama dan menggunakan stempel
yang bentuk dan ukurannya ditetapkan oleh Kepala

BPN.
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11. Lain - lain sesuai peraturan perundang mislanya :

a.

Melakukan pengecekan Sertifikat tanah kekantor
Pertanahan setempat sebelum membuét Akta
PPAT.

Membacakan Akla dihadapan para pihak dan saksi-
saksi. |
Mengecek kebenaran pelunasan Pajak penghasilan
(SSP) dan pajak BPHTB.

Mencantumkan harga jual beli (Transaksi) yang
benar dan senyatanya dan dibuktikan -dengan
kuitansi pelunasan dari penjual.

Menghindarkan Harga Transaksi sama dan atau
dibawah NJOP.

Menc,antﬁfnkan‘dasal' perikatan Hulang - Piutang
dan / atau Nilai Hutang serta Nilai Hak Tanggungan

dalam Akta Hak Tanggungan dan Peringkat Hak

Tanggungannya.

Wajib mengirimkan Akla yang dibuat dihadapannyé
selambat - lambatnya 7 (tujuh) hau:i kerja sejek Akla
dibuat / ditanda tangani disertai dokuraen
pendukungnya kepada Kepala Kantor Pertanahan

setempat (Pelanggaran Administratif), Pasal 66 (3).
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12. Kewajiban PPAT hal - hal khusus bersifal Teknis

a. PPAT/S Wajib membuatl daftar Akta .;'dengan
menggunakan | (satu) Buku daftar Akta“ : untuk
semua jenis Akta yang dibuatnya yang didalamnya
dicantumkan secara berurul Nomor semua Akta
yang dibuat berikut data lain yang berkaitan dengan
Pembuatan Akta dengan kolom-kolom sebagaimana
. dimaksud dalam contoh pada lamipiran IX

b. Buku daftar Akta PPAT diisi setiap hari kerja PPAT
dan ditutup setiap akhir hari kerja yang sama
denggn Garis Tinta Hitam dan diparaf oleh PPAT
pada kolom terakhir Qibawah Garis Penulup

c. Apabila pada hari kerja yang bersangkuian tidalk
terdapat Akta yang dibuatnya, maka dicantumkan
kata NIHIL disamping tanggal pencatatan dimaksud

d. Pada Akhir keija setiap bulan, daftar Akla PPAT
ditutup dengan Garis Merah dan tanda lang;an serla
nama jelas PPAT, dengan Catalan diatas tanda
tangan tersehut yang berbunyi sebagai berikut :
Pada hari ini ............... tanggal daftar
Akta ini ditutup oleh saya, dengan catalan bahwa

dalam buku ini ielah dibuat ......... (eoreee ) buah Akta.
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e. Buku daftar Akta harus diisi secara Iengkap dan
jelas sesuai kolom yang ada selengkapaaya dapat
diketahui hal-hal yang berkaitan dengan pembuatan
akta termasuk mengenai sural-surat yang bé'rkailan.

f.  Pengisian Buku Daftar Akta dilakukan lanba Baris
Kosong yang lebih dari 2 (dua ) Baris. |

g. Dalam hal terdapat Basis Kosong lebih dari 2 ( dua )
baris maka Sela Kosong tersebut ditutup: dengan
garis berbentuk Z ( Zigzak ).

h. Akta Otentik, Surat di bawah tangan atau Dokumen
Iaindya yang dipakai sebagai Dasar Penghadap
sebagai pihak dalarﬁ perbuatan hukum yang
dibuatkan aktanya, dinyatakan dalam akta yang
bersangkutan dan DILEKATKAN atau DIJAHITKAN
pada akla yang disimpan dalam PPAT tersebut.

i. Akta PPAT berikut Akta Otentik, Surat dibawah
tangan, atau Dokumen lainnya wajib dijilid dalam |
(satu) sampul yang berisi 50 (lima puluh ) akta.

j. Warkah yang merupakan Dokumen yang dijadikan
dasar Pembuatan Akla, dijilid tersendiri dalam
boendel warkah Pendukung yang masing-masing
berisi warkah pendukung untuk 25 ( dua puluh lima )
akta dan dituliskan Nomor-Nomor. Akta yang telah
dibuat pada Punggung Sampul Boendel.Warkah
Pendukung. '
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xv. PENTING

Beberapa dari aspek perbuatan Hukam yang kejelasannya
merupakan Tanggung jawab PPAT :
A. Mengenai kebenaran dari kejadian vang termuat dalam
akta |
Misaliiya :- Jenis perbuatan Hukum yang dimaksud
para pihak.
- Mengenai sudah - dilakukannya
pembayaran dalam jual beli, dll.
‘B. Mengenai obyek pembuatan Hukum, baik data pisik

(NIBY maupun data yuridis (Akta / Surat / Dokumen

penting).
C. Mengenai ldentitas para penghadap yang merupakan
pihak-pihak yang melakukan pelbuatdn Huk-um dan

saksi-saksi.

D. Mencliti kebenaran mengenai kewajiban para piliak apa
telah dilaksanakan sesuai kelentﬁan dalam perbuatan
Hukum tersebut.

Misal : 1. Wajib bayar SSP dan SSB BPHTB sebelum
akta ditanda tangani.

2. Wajib pengecekan sertifikat tanah ke kantor

pertanahan.dan buku C ke kantor Kelurahan

/ Desa.
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Dengan diundangkannya UUPA sebagai dasar jaminan Hukum di bidang
pertanahan, maka peranan tanah bagi pemenuhan berbagai keperluan akan meningkat,
baik sebagai tempat bermukim maupun untuk kegiatan usaha; sehubungan dengan itu
akan meningkat pula kebutuhan akan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan,’

yang mengacu pada ketentuan-ketentuan yang ada dalam UUPA. Pasal 19 ayat (1)

UUPA menyebutkan :

(1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran
tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan
yang diatur oleh Peraturan Pemerintah.

Pelaksanaan pendaftaran tanah atas bidang-bidang tanah yang ada di seluruh
wilayah Indonesia bersifat Rechts Cadaster, yaitu pendaftaran tanah yang bertujuan
memberikan jaminan kepastian hukum, bukan fiscaal Cadaster, yaitu pendaftaran tanah
yang bertujuan untuk menetapkan wajib pajak atas tanah.

Ketentuan lebih lanjut tentang pendaftaran tanah menurut Pasal 19 ayat (1)
UUPA diatur dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah yang diperintahkan
semula adalah Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah,
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 28, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor. 2344. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961

dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang

Pendaftaran Tanah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59,

2 Ibid., hal 470.
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(2) Dalam melaksanakan pendaftaran tanah, Kepala Kantor Pertanahan dibantu
oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan pejabat lain yang ditugaskan
untuk  melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu  menurut  Peraturan
Pemerintah ini dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Pengangkatan PPAT oleh pemerintah (dalam hal ini adalah kepala Badan
Pertanahan Nasional) merupakan wujud nyata dari pemerintah untuk menjamin
kepastian hukum hak-hak atas tanah; UUPA memerintahkan kepada Pemerintah untuk
melaksanakan pendaftaran tanah. Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun
1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta tanah,menyebutkan:

“Pejabat Pembuat Akta Tanah, selanjutnya disebut-PPAT, adalah pejabat

umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai

perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas
Satuan Rumah Susun.”

Tanggung jawab yang diemban PPAT sangat besar dalam memberikan
kepastian hukum dalam bidang hukum tanah kepada masyarakat, sebab akta yang dibuat
oleh PPAT mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah dan Hak Milik
Atas Satuan Rumah Susun merupakan alat bukti dan dijadikan sebagai dasar bagi
pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum
itu. Untuk melaksanakan tugas pokoknya sebagai pembuat akta perbuatan hukum
tertentu mengenai hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun, seorang PPAT
mempunyai kewenangan membuat akta otentik mengenai perbuatan hukum berkenaan
dengan hak atas tanah dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang terletak di dalam

daerah kerjanya. Akta yang dibuat oleh PPAT adalah akta tanah. Yang dimaksud dengan
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Berdasarkan paparan diatas, menimbulkan minat penulis untuk membuat
tesis dengan judul “Analisa tanggung jawab Yuridis PPAT dan PPAT-Sementara

terhadap terlaksananya catur tertib pertanahan di wilayah Kabupaten Blitar.”

B. Pokok Permasalahan

Salah satu upaya terciptanya kondisi catur tertib pertanahan menurut Pasal 19
UUPA adalah dengan dilaksanakannya pendaftaran tanah: sebagai pengaturannya maka
pemerintah menerbitkan  Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah: tujuan di terbitkannya aturan tersebut adalah untuk menjamin
kepastian hukum terhadap pemegang hak atas tanah. Akan tetapi pada praktiknya masih
banyak masyarakat didaerah yang belum memahami arti penting pendaftaran tanah
sebagai salah satu perwujudan catur tertib pertanahan.

Di Kabupaten Blitar. sebagai salah satu wilayah otonomi. masih begitu
banyak tanah-tanah yang tidak didaftarkan dan tidak bersertipikat sebagaimana
harusnya.sehingga jaminan kepastian hukum terhadap tanah dinilai tidak memadai: hal
ini diakibatkan dari pengetahuan masyarakal Kabupaten Blitar yang belum memahami
arti penting jaminan Kepastian hukum terhadap tanah dan kurang pahamnva PPAT serta
PPAT-Sementara terhadap mekanisme pelaksanaan pendaftaran tanah guna menjamin
kepastian hukum terhadap tanah dan arti pentingnya catur tertib pertanahan.

Berdasarkan uraian tersebut. maka penulis di dalam tesis ini bermaksud

meneliti pokok-pokok permasalahan sebagai berikut:
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Berdasarkan paparan diatas, menimbulkan minat penulis untuk membuat
tesis dengan judul “Analisa tanggung jawab Yuridis PPAT dan PPAT-Sementara

terhadap terlaksananya catur tertib pertanahan di wilayah Kabupaten Blitar.”

B. Pokok Permasalahan

Salah satu upaya terciptanya kondisi catur tertib pertanahan menurut Pasal 19
UUPA adalah dengan dilaksanakannya pendafiaran tanah: sebagai pengaturannya maka
pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah: tujuan di terbitkannva aturan tersebut adalah untuk menjamin
kepastian hukum terhadap pemegang hak atas tanah. Akan tetapi pada praktiknya masih

banyak masyarakat didaerah yang belum memahami arti penting pendaftaran tanah

sebagai salah satu perwujudan catur tertib pertanahan.

Di Kabupaten Blitar. sebagai salah satu wilayah otonomi. masih begitu
banyak tanah-tanah yang tidak didaftarkan dan tidak bersertipikat sebagaimana
harusnya.sehingga jaminan kepastian hukum terhadap tanah dinilai tidak memadai: hal
ini diakibatkan dari pengetahuan masyarakat Kabupaten Blitar yang belum memahami
arti penting jaminan kepastian hukum terhadap tanah dan kurang pahamnya PPAT serta
PPAT-Sementara terhadap mekanisme pelaksanaan pendaftaran tanah guna menjamin
kepastian hukum terhadap tanah dan arti pentingnya catur tertib pertanahan.

Berdasarkan uraian tersebut. maka penulis di dalam tesis ini bermaksud

mencliti pokok-pokok permasalahan schagai berikut:
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Bahan hukum tersier antara lain kamus mengenai istilah-istilah hukum sebagai

penunjang untuk mendapatkan data mengenai masalah yang akan dibahas.

. Melakukan wawancara dengan informan yaitu pihak yang terlibat seperti PPAT

yang berkedudukan di Kabupaten Blitar, PPAT-Sementara yang dijabat oleh
Camat yang berkedudukan di beberapa kecamatan di Kabupaten Blitar dan
pejabat Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Blitar, serta Pejabat Badan
Pertanahan Nasional di tingkat propinsi Jawa Timur dan Pusat. Wawancara
adalah salah satu dari alat pengumpulan data yang menggali secara mendalam
dengan tujuan untuk mendapatkan informasi atau data guna mendukung serta

memperoleh pengetahuan tentang topik yang akan dibahas.

SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pengantar untuk memasuki bab-bab selanjutnya yang
menjelaskan hal-hal yang ada kaitannya dengan masalah pokok. Bab ini
dibagi menjadi empat sub bab. Pertama mengenai latar belakang masalah
yang menjadi pendorong bagi penulis untuk membahasnya, Kedua
mengenai pokok permasalahan. Ketiga mengenai metode penelitian.
Keempat mengenai sistematika penulisan yang berisi pembabakan tesis

secara menycluruh mengenai isi tesis ini.
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BAB IV

PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.
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Berbeda dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah, Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 tidak secara tegas
mengungkapkan mengenai arti dari PPAT sebagai Pejabat Umum yang bertugas
membantu pelaksanaan Pendaftaran Tanah; Pasal 19 Peraturan Pemerintah nomor 10

tahun 1961 menyatakan:

“Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas Tanah,
memberikan sesuatu hak baru atas Tanah, menggadaikan Tanah atau
meminjam uang dengan hak atas Tanah sebagai Tanggungan, harus
dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat
yang ditunjuk oleh Menteri Agraria (Selanjutnya dalam Peraturan
Pemerintah ini disebut sebagai Pejabat), akta tersebut bentuknya
ditetapkan oleh Menteri Agraria.”®

Sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10
tahun 1961 diterbitkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 10 tahun 1961 tentang
Penunjukan Pejabat yang dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10
tahun 1961. Pasal | ayat (1) Peraturan Menteri Agraria Nomor 10 tahun 1961
menyebutkan bahwa untuk setiap Kecamatan atau daerah yang disamakan dengan itu
(selanjutnya dalam Peraturan ini disebut Kecamatan), diangkat seorang Pejabat yang
bertugas membuat akta perjanjian yang dimaksudkan dalam Pasal 19 Peraturan
Pemerintah Nomor 10 tahun 1961.

Menurut Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria Nomor 10 tahun 1961
yang dapat diangkat sebagai Pejabat tersebut adalah:

a. Notaris.

s Indonesia’(b), Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 tentang Pendafiaran Tanah.

Lembaran Negara Nomor 28 tahun 1961, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2344, Pasal 19,
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Tanah. Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 menyatakan, Pejabat
Pembuat Akta Tanah adalah sebagai Pejabat Umum, yang diberi wewenang untuk
membuat akta pemindahan hak atas Tanah, akta pembebanan hak atas Tanah dan
akta pemberian kuasa_ membebankan Hak Tanggungan menurut Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku. Undang-Undang nomor 4 tahun 1996 tersebut
secara jelas telah menyebutkan status dan kedudukan PPAT sebagai Pejabat Umum.

Sebagai pengganti Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1961 tetang
Pendaftaran Tanah, Pemerintah pada tanggal 8 Juli 1997 telah mengundangkan
Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang mulai
berlaku pada tanggal 8 Oktober 1997.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 mensyaratkan bchwa dalam
melaksanakan Pendaftaran Tanah, PPAT melaksanakan tugas membantu Kepala

kantor Pertanahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pendaftaran Tanah. Pasal 6

ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 menyatakan:

“Dalam melaksanakan Pendaftaran Tanah, Kepala Kantor Pertanahan

dibantu oleh PPAT dan pejabat lain yang ditugaskan untuk melaksanakan
kegiatan-kegiatan tertentu menurut Peraturan Pemerintah

ini dan
Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.”

Ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997

tersebut menimbulkan salah pengertian pada sementara PPAT, seakan-akan PPAT

merupakan pembantu dalam arti bawahan Kepala Kantor Pertanahan.'® Kantor

Pertanahan mutlak memerlukan data yang harus disajikan dalam bentuk akta yang

Indonesia (a), Op.cit., hal 6 ayat (2)
o Boedi Harsono., Loc.cit., hal 484.
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Pendaftaran Tanah merupakan kegiatan Tata Usaha Negara, sebagaimana
yang dirumuskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Kegiatan PPAT dalam kegiatan Pendaftaran
Tanah adalah pembuatan akta-akta Tanah tertentu sebagai yang disebut dalam
Undang-Undang nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Akta-akta tersebut
berfungsi sebagai sumber data yang diperlukan dalam rangka pemeliharaan data
yang disimpan dikantor Pertanahan. Maka kegiatan PPAT merupakan kegiatan Tata
Usaha Negara, yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara, PPAT adalah Pejabat Tata Usaha Negara,
- dengan demikian terhadap PPAT berlaku juga ketentuan yang ada dalam Undang-
Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.'*

Ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997
tentang Pendaftaran Tanah, menyebutkan:

“Peraturan Jabatan PPAT seblasgaimana dimaksud pada ayat (1) diatur

dengan Peraturan Pemerintah.”

Peraturan Pemerintah sebagai perwujudan Pasal 7 ayat (3) Peraturan
Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah Peraturan
Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta
Tanah, yang diundangkan pada tanggal 5 Maret 1998 (Lembaran Negara
Nomor 1998-52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3746). Sebagai Pelaksanaan

ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998,

14
13

Ibid.. hat 436.
Indonesea (a), OP.Cit., Pasal 7 ayat (3)
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PPAT di daerah yang belum cukup terdapat PPAT (Pasal 1 angka 2 Peraturan
Pemerintah 37 tahun 1998). PPAT-Sementara ini dijabat oleh Camat atau
Kepala Desa atau Lurah yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan yang
diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia."”

PPAT Khusus. PPAT Khusus adalah pejabat Badan Pertanahan Nasional.
dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan yang ditunjuk karena jabatannya untuk
melaksanakan tugas PPAT dengan membuat akta PPAT tertentu khusus dalam
rangka pelaksanaan program atau tugas Pemerintah tertentu (Pasal 1 angka 3
Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998).'"® PPAT Khusus hanya
berwenang membuat akta mengenai perbuatan hukum yang disebut secara
khusus dalam penunjukannya.'®

Ditinjau dari pengertian PPAT menurut Peraturan Perundang-undangan,

dapat diketahui bahwa hakikat jabatan PPAT adalah:°

a.PPAT adalah Pejabat Umum yang diberi tugas dan wewenang khusus
memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa pembuatan akta yang
membuktikan, bahwa telah dilakukan di hadapannya perbuatan hukum

pemindahan hak atas Tanah, atau hak milik atas satuan Rumah Susun dan

pemberian hak atas Tanah;

17

Indonesia (d). Peraturan Kepala Badan Pertanahan NAsional Republik Indonesia Nomor 1

tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemeritah Nomor 37 tahun 1998 tentang
Peratuan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.Pasal 18 ayat (2)

Scbelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 tentang Pendalaran Tanah,

dengan Keputusan Menteri Agraria No. Sk. 13/Dcepag/66, ditunjuk beberapa Pejabat Departemen
Agraria scbagai Pcjabat Pembuat Akta Tanah Khusus untuk pembuatan akta pemindahan hak

19
20

mengenai Tanah-Tanah tertenty, antara lain 11ak Guna Usaha Perkcbunan.

Indoncsia (¢), Loc.cit., Pasal 3 ayat (3)
Boedi Harsono., Loc.cit., hal 485.
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Pendaftaran perubahan data Pendaflaran Tanah yang diakibatkan oleh perbuatan
Hukum tersebut.

A.P. Parlindungan menyatakan bahwa tugas PPAT adalah melaksanakan
suatu recording of deeds of conveyance, yaitu suatu pereckaman pembuatan akta
Tanah yang meliputi mutasi hak, pengikatan jaminan dengan hak atas Tanah sebagai
Hak Tanggungan, memberikan hak baru di atas sebidang Tanah (Hak Guna
Bangunan di atas Hak Milik atau Hak Pakai di atas Hak Milik)ditambah membuat
surat kuasa memasang Hak Tanggungan.”'

Undang-Undang Nomor 16 tahun 1985 tentang Rumah Susun
mensyaratkan bahwa penjualan atas satuan Rumah Susun wajib dilakukan dihadapan

-TPAT yang bertugas membuat akta jual beli tersebut. Jual beli tersebut diikuti
dengan Pendafiaran Pemindahan Hak pada kantor Pertanahan Kabupaten/Kota yang
bersangkutan. Demikian pula halnya dengan ketentuan Pasal | angka 4 Undang-
Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang memberikan wewenang
kepada PPAT untuk membuat akta pemindahan hak atas tanah, akta pembebanan hak
atas tanah dan akta pemberian kuasa membebankan Hak Tanggungan menurut
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 37 tahun 1998
tugas pokok PPAT adalah melaksanakan sebagian kegiatan Pendaftaran Tanah
dengan membuat akta yang berhubungan dengan Tanah atau Hak Milik atas Satuan
Rumah Susun sebagai bukti yang bersifat Otentik bahwa telah dilakukannya

perbuatan hukum mengenai hak atas tanah atau Hak Milik atas Satuan Rumah Susun

n A.P. Parlindungan. Pendaftaran Tanah di Indonesia berdasarkan PP No.24 tahun 1997,

(Mandar Maju, Bandung: 1999), hal 83.
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sistematik atas inisiatif dari Pemerintah, atau Kepala Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Provinsi yang ditunjuk oleh Kepala Badan Pertanahan
Nasional untuk Pendaftaran Tanah secara sistematik atas swadaya masyarakat
(inisiatif dari pemegang hak atas Tanah). Pendaftaran Tanah secara sporadik
dilaksanakan atas permintaan pihak yang berkepentingan, ada yang bersifat
perscorangan (individual), dan ada yang bersifat massaal. Kegiatan
Pendaftaran Tanah untuk pertama kali, meliputi:
a).Pengumpulan dan pengolahan data fisik.Untuk keperluan
pengumpulan dan pengolahan data fisik dilakukan kegiatan
pengukuran dan pemetaan. Kegiatannya, meliputi:
1). pembuatan peta dasar Pendaftaran;
2). penetapan batas bidang-bidang Tanah;
3). pengukuran dan pemetaan bidang-bidang Tanah dan
pembuatan peta Pendaftaran;
4). pembuatan daftar Tanah;
5). pembuatan surat ukur.
b).Pembuktian hak dan pembukuannya. Kegiatannya, meliputi:
1). pembuktian hak baru;
2). pembuktian hak lama;
3). pembukuan hak.
c).Penerbitan sertipikat.
d).Penyajian data fisik dan data yuridis.

¢).Penyimpanan daftar umum dan dokumen.
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2). Pemecahan, pemisahan dan penggabungan bidang Tanah;

3). Pembagian hak bersama;

4). Hapusnya hak atas Tanah dan Hak Milik Atas Satuan Rumah
Susun.

5). Peralihan dan hapusnya Hak Tanggungan;

6). Perubahan data Pendaftaran Tanah berdasarkan putusan atau
penetapan pengadilan;

7). Perubahan nama.

8). Peralihan hak karena jual beli, tukar menukar, hibah,
pemasukan dalam perusahaan, dan perbuatan hukum
pemindahan hak lainnya;

9). Peralihan hak karena pewarisan;

16). Peralilan hak karena penggabungan atau peleburan perusahaan
atau koperast,

11). pembebanan Hak Tanggungan;

12). peralihan Hak Tanggungan;

13). hapusnya hak atas Tanah, Hak Pengelolaan, Hak Milik Atas
Satuan Rumah Susun, dan Hak Tanggungan;

14). pembagian hak bersama;

15). perubahan data Pendaftaran Tanah berdasarkan putusan
pengadilan atau penetapan Ketua Pengadilan;

16). perubahan nama akibat pemegang hak yang ganti nama;

17). perpanjangan jangka waktu hak atas Tanah.
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Pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai atas Tanah Hak Milik;
Pemberian Hak Tanggungan;
Pemberian kuasa membebankan Hak Tanggungan.

Tugas PPAT dalam membuat akta yang berkaitan dengan Pertanahan

dalam rangka pemeliharaan data Pendaftaran Tanah,antara lain yaitu:

a.

Sebelum melaksanakan pembuatan akta mengenai pemindahan atau
pembebanan hak atas Tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun,
PPAT wajib terlebih dahulu melakukan pemeriksaan pada Kantor
Pertanahan Kabupaten/ Kota setempat mengenai kesesuaian sertipikat hak
atas Tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang bersangkutan
dengan dafiar-daftar yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota
setempat dengan memperlihatkan sertipikat asli.

PPAT hanya dapat menandatangani akta pemindahan hak atas Tanah atau
Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun pada saat wajib pajak menyerahkan
bukti pembayaran pajak berupa Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas
Tanah dan Bangunan, bukti pelunasan pembayaran PPh (Pajak Penghasilan)
serta bukti pelunasan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) tahun yang berjalan.

PPAT wajib menjelaskan kepada calon penerima hak dalam pemindahan hak
atas Tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun mengenai Surat

Pernyataan yang menyatakan bahwa :

). yang bersangkutan dengan pemindahan hak tersebut tidak menjadi

pemegang hak atas Tanah yang melebihi ketentuan maksimum
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PPAT dalam melaksanakan tugasnya harus mandiri dan tidak memihak
kepada salah satu pihak. Irawan Soerodjo menyatakan bahwa jabatan PPAT
merupakan suatu profesi yang mandiri, yaitu:*

a. Mempunyai fungsi sebagai pejabat umum yang berdasarkan Peraturan
Perundang-undangan mendapat kewenangan dari Pemerintah melalui Menteri
Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk membuat akta
pemindahan hak dan pembebanan Hak Tanggungan atas Tanah yang
merupakan alat bukti yang otentik;

b. Mempunyai tugas sebagai recording of deed conveyance (perekaman dari
perbuatan-perbuatan) sehingga wajib mengkonstatir kehendak para pihak
- yang telah mencapai suatu kesepakatan di antara mereka;

c. Mengesahkan suatu perbuatan hukum diantara para pihak yang bersubstansi
mengesahkan tanda tangan pihak-pihak yang mengadakan perbuatan hukum
dan menjamin kepastian tanggal penandatanganan akta.

Untuk melaksanakan tugas pokok PPAT, yaitu melaksanakan sebagian
kegiatan Pendaflaran Tanah dengan membuat akta sebagai bukti yang bersifat
Otentik bahwa telah dilakukannya perbuatan hukum mengenai hak atas Tanah yang
akan dijadikan sebagai dasar Pendafiaran Tanah dan perubahan data Pendaftaran
Tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu; seorang PPAT memiliki
kewenangan untuk membuat akta Otentik mengenai semua perbuatan hukum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun

1998. Akta Otentik tersebut mengenai hak atas Tanah dan hak milik atas satuan

B Irawan Socrodjo, Kepastian Hukum lak Atas Tanah di Indonesia, (Arkola, Surabaya,
Februari: 2003). hal 149-150
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Sementara dan PPAT Khusus adalah meliputi wilayah kerjanya sebagai pejabat
Pemerintah yang menjadi dasar penunjukannya. Bagi seorang Camat selaku PPAT-
Sementara, hanya berwenang membuat akta yang Objeknya berada pada wilayah

kecamatan dimana Camat tersebut bertugas.

2. Pengangkatan PPAT dan PPAT-Sementara.
Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 menyebutkan bahwa

PPAT diangkat oleh Menteri, dalam hal ini yang dimaksud Menteri adalah Menteri
Yang bertanggung jawab dibidang Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional.
Untuk dapat diangkat sebagai PPAT, maka yang bersangkutan terlebih dahulu harus
lulus ujian PPAT yang diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik
Indonesia sesuai ketentuan pada Pasal 11 ayat (2) Peraturan Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 1 tahun 2006. Syarat-syarat Untuk dapat diangkat
sebagai PPAT antara lain adalah sebagai berikut:?’

a. berkewarganegaraan Indonesia;

b. berusia sekurang-kurangnya 30 (tigapuluh tahun);

c. berkelakuan baik yang dinyatakan dengan surat keterangan yang dibuat oleh

instansi Kepolisian setempat;
d. belum pernah dihukum penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan

putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

e. sehat jasmani dan rohani;

z Indonesia (c) , Loc.cit., Pasal 6.
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Menurut Penjelasan Pasal § ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 37
tahun 1998, karena fungsinya di bidang Pendaftaran Tanah yang penting bagi
masyarakat yang memerlukan, maka fungsi tersebut harus dilaksanakan di seluruh
wilayah Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, Camat perlu ditunjuk sebagai
pejabat yang melaksanakan fungsi tersebut; yang dimaksud dengan daerah yang
belum cukup terdapat PPAT adalah daerah yang jumlah PPAT nya belum memenuhi
jumlah formasi yang ditetapkan Menteri. Di daerah yang sudah cukup terdapat PPAT
dan merupakan daerah tertutup untuk pengangkatan PPAT baru, Camat yang baru
tidak ditunjuk sebagai PPAT-Sementara.

Pengangkatan Camat sebagai PPAT-Sementara dasarnya adalah
Penunjvkan, melalui Keputusan penunjukan Camat selaku PPAT-Sementara yang
ditetapkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional yang pelaksanaannya
didelegasikan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional. Untuk
keperluan penunjukan Camat sebagai PPAT-Sementara, Camat yang bersangkutan
wajib mengajukan permohonan penunjukan sebagai PPAT-Sementara kepada Kepala
Badan Pertanahan dengan melampirkan salinan atau fotocopy keputusan
pengangkatan sebagai Camat melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan
Nasional.”

Sebelum melakukan tugasnya, PPAT dan PPAT-Sementara, terlebih
dahulu dilakukan pelantikan yang dilaksanakan oleh Kepala Kantor Pertanahan

Setempat (Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten/Kota. Pelantikan

n Indonesia (d), Loc.cit., Pasal 19 ayat (3)
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kebutuhan dan pengadaan PPAT dan formasi akan kebutuhan dan penunjukan
PPAT-Sementara ditetapkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk setiap
daerah kerja PPAT dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut:
a. jumlah kecamatan di daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
b. tingkat perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas Tanah atau Hak
Milik Atas Satuan Rumah Susun;
c. tingkat perkembangan ekonomi daerah yang bersangkutan;
d. jumlah permohonan untuk dapat diangkat sebagai PPAT di daerah
Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
e. jumlah PPAT yang sudah ada pada setiap daerah Kabupaten/Kota yang
bersangkutan;

f. lain-lain faktor yang dianggap penting oleh Kepala Badan Pertanahan

Nasional.
Pasal 9 ayat (2) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 tahun 2006
menyatakan dalam hal di daerah Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan oleh Kepala
Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 PPAT-nya telah terpenuhi, maka
terhadap Camat yang baru dilantik tidak lagi ditunjuk sebagai PPAT, kecuali jumlah
PPAT yang telah ada berkurang dari jumlah formasi yang telah ditetapkan atau

formasinya diadakan berubah.

4. Hak dan Kewajiban PPAT dan PPAT-Sementara.

Selain tugas dan kewenangan yang dimiliki PPAT dan PPAT-Sementara

berdasarkan Undang-Undang, ada lagi lain-lain kewajiban-kewajiban PPAT dan
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d. salah satu pihak atau para pihak bertindak atas dasar suatu surat kuasa
mutlak yang pada hakikatnya berisikan perbuatan hukum pemindahan
hak;atau

€. untuk perbuatan hukum yang akan dilakukan belum memperoleh izin
pejabat atau instansi yang berwenang, apabila izin tersebut diperlukan
menurut Peraturan Perundang-undangan;atau

f.  objek perbuatan hukum yang bersangkutan sedang dalam sengketa
mengenai data fisik dan atau data yuridis;atau

g.  tidak dipenuhi syarat lain atau dilanggar larangan yang ditentukan dalam
Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

- Pznolakan uniuk membuat akta tersebut oleh PPAT dan PPAT-Sementara
wajb diberitahukan secara tertulis kepada pihak-pihak yang bersangutan disertai
dengan alasan-alasannya. Disamping kewajiban tersebut diatas, PPAT dan PPAT-
Sementara juga berkewajiban untuk selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak
tanggai ditandatanganinya akta yang bersangkutan, menyampaikan akta yang
dibuatnya kepada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat untuk didaftarkan.
PPAT dan PPAT-Sementara wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada
para pihak yang bersangkutan mengenai telah disampaikannya akta yang dibuat oleh
PPAT dan PPAT-Sementara untuk didaftar pada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota

setempat.

Pasal 45 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor | tahun

2006 menyebutkan Kewajiban bagi PPAT antara lain:
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Berkantor hanya di 1 (satu) kantor dalam daerah kerja sebagaimana
ditetapkan dalam keputusan pengangkatan PPAT;

Menyampaikan alamat kantornya, contoh tanda tangan, contoh paraf dan
teraan cap/setempel jabatannya kepada Kepala Kantor Wilayah,
Bupati/Walikota, Ketua Pengadilan Negeri dan Kepala Kantor Pertanahan
yang wilayahnya meliputi daerah kerja PPAT yang bersangkutan dalam
waktu | (satu) bulan setelah pengambilan sumpah jabatan;

Melaksanakan jabatan secara nyata setelah pengambilan sumpah Jabatan;
Memasang papan nama dan menggunakan stempel yang bentuk dan
ukurannya ditetapkan oleh Kepala Badan;

Lain-lain sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Selain kewajiban menurut Peraturan Perundang-undangan, PPAT dan

PPAT-Sementara juga mendapatkan hak sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan

Perundang-undangan; menurut Pasal 36 Peraturan Kepala Badan Pertanahan

Nasional Nomor 1 tahun 2006, hak-hak PPAT dan PPAT-Sementara antara lain:

a.

b.

Cuti;

Memperoleh uang jasa (honorarium) dari pembuatan akta sesuai Pasal 32
ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998;

Memperoleh informasi serta perkembangan Peraturan Perundang-undangan
Pertanahan;

Memperolch kesempatan untuk mengajukan pembelaan diri sebelum

ditetapkannya keputusan pemberhentian sebagai PPAT.
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b.  Melaksanakan jabatannya secara nyata,

PPAT dalam melaksanakan jabatannya wajib berkantor hanya pada 1
(satu) kantor dalam daerah kerjanya sebagaimana ditetapkan dalam keputusan
pengangkatanya atau penunjukan dari Kepala Badan atau pejabat yang ditunjuk.*®
Dalam hal PPAT merangkap jabatan sebagai Notaris, maka Kantor tempat
melaksanakan tugas jabatan sebagai PPAT wajib di tempat yang sama dengan kantor
Notarisnya.

Pelaksanaan jabatannya dalam rangka pembuatan akta, maka akta PPAT
tersebut dibuat dalam bentuk asli dalam 2 (dua) lembar, yaitu:37

a. lembar pertama sebanyak 1 (satu) rangkap disimpan oleh PPAT yang
bersangkutan, dan;

b. lembar kedua sebanyak 1 (satu) rangkap atau lebih menurut banyaknya hak
atas Tanah atau Hak Milik atas Satuan Rumah Susun yang menjadi Objek
perbuatan Hukum dalam akta, yang disampaikan kepada Kantor Pertanahan
untuk keperlvan Pendaflaran atau dalam hal akta tersebut mengenai
pemberian kuasa membebankan Hak Tanggungan, disampaikan kepada
pemegang kuasa untuk dasar pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan,
dan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dapat diberikan salinannya.

Akta PPAT harus dibacakan/dijelaskan isinya kepada para pihak dengan
dihadiri oleh sckurang-kurangnya 2 (duva) orang saksi sebelum ditandatangani
seketika itu juga oleh para pihak, saksi-saksi dan PPAT. PPAT dilarang membuat

akta, apabila PPAT sendiri, suami atau isterinya, keluarganya sedarah atau semenda,

* Indonesia (d), Loc.cit., Pasal 46 ayat (1)

v Indonesia (a), Op..cit., Pasal 21 ayat (3)
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Apabila tidak ada yang menggantikan, maka sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (4)
Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998, maka Protokol PPAT diserahkan
kepada Kepala Kantor Pertanahan setempat.
Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas PPAT dilakukan
oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional, Sesuai ketentuan Pasal 65 ayat (2)
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 tahun 2006; pembinaan dan
pengawasan PPAT dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Badan, Kepala
Kantor Wilayah dan Kepala Kantor Pertanahan setempat.Pasal 66 ayat (1) Peraturan
Kepala Badan Pertanahan Nasional menyatakan bahwa Pembinaan dan Pengawasan
terhadap PPAT yang dilakukan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional itu meliputi:
a. memberikan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas jabatan PPAT;
b. memberikan arahan pada semua pemangku kepentingan yang berkaitan
dengan ke-PPAT-an;
c. melakukan pembinaan dan pengawasan atas organisasi profesi PPAT agar
tetap berjalan sesuai dengan arah dan tujuanya;
d. menjalankan tindakan-tindakan lain yang dianggap perlu untuk memastikan
pelayanan PPAT tetap berjalan sebagaimana mestinya;
e. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap PPAT dan PPAT-
Sementara dalam rangka menjalankan kode etik profesi PPAT.
Pembinaan dan pengawasan terhadap PPAT oleh Kepala Kantor Wilayah
Pertanahan sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (2) Peraturan Kepala Badan Pertanahan

Nasional tersebut diatas adalah meliputi:
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6. Akta Yang Dibuat olech PPAT dan PPAT-Sementara Merupakan Akta
Otentik.

Sebagai Pejabat Umum yang berwenang membuat akta-akta dibidang
Pertanahan, akta-akta PPAT merupakan salah satu sumber data bagi pemeliharaan
data Pendaﬁarar; Tanah. Fungsi akta yang dibuat oleh PPAT adalah sebagai bukti
bahwa benar telah dilakukan perbuatan hukum yang bersangkutan. Akta PPAT
merupakan akta otentik; dalam pengertian awam, akta otentik adalah baik akta yang
asli maupun fotokopi asal ada stempel instansi tertentu. Namun, secara yuridis, yang

dimaksud scbagai akta otentik menurut ketentuan Pasal 1868 KUHPerdata adalah:

“Suatu akta yang di dalam bentuknya yang ditentukan oleh Undang-
Undang dibuat oleh atau di hadapan Pegawai Umum yang berwenang
untuk itu, ditempat dimana akta itu dibuatnya.”

Dari rumusan Pasal 1868 KUHPerdata tersebut terdapat 3 (tiga) hal
pokok agar suatu akta dapat dikwalifikasikan sebagai akta otentik, yaitu:

a. Dibuat dalam bentuk menurut ketentuan Undang-Undang (Peraturan

Perundang-undangan);
b. Dibuat oleh atau dihadapan Pegawai Umum;
c. Pembuatan akta tersebut di wilayah kewenangan Pegawai Umum.
Dalam penjelasan umum angka 7 (tujuh) Undang-Undang Nomor 4 tahun
1996, dijelaskan bahwa akta-akta yang dibuat oleh PPAT merupakan akta otentik.

Dengan dinyatakan PPAT oleh Undang-Undang Hak Tanggungan tersebut sebagai
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akta tersebut. Akta Otentik memiliki kekuatan pembuktian baik lahiriah, formil dan
materiil.

Bila akta yang dibuat di hadapan PPAT ternyata dikemdian hari terbukti
mengandung cacat yuridis yang semata-mata disebabkan karena kesalahan PPAT
tersebut, sehingga akta tersebut kemudian dinyatakan tidak otentik atau tidak sah,
maka PPAT yang bersangkutan haruslah bertanggung jawab kepada Pemerintah
(tanggung jawab administratip) maupun bertanggung jawab kepada para pihak yang
bersangkutan.

Sesuai ketentuan Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997,
bentuk sanksi Administratip yang bisa dijatuhkan kepada PPAT adalah mulai dari
peringatan/teguran tertulis hingga pada pemecatan. Sedangkan bentuk tanggung
jawab terhadap para pihak yang bersangkutan bisa berupa pembayaran ganti rugi
berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, disamping sanksi Pidana penjara apabila
PPAT tersebut membuat atau membantu melakukan pemalsuan dalam akta yang
dibuatnya. Pemalsuan yang seringkali tejadi adalah pemalsuan para pihak yang

melakukan transaksi maupun pemalsuan data objek perjanjian.,

7. Kode Etik Profesi PPAT dan PPAT-Sementara.

Pasal 69 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor |
tahun 2006 mensyaratkan untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi PPAT
dan/atau PPAT-Sementara, wajib dibentuk organisasi profesi PPAT dan/atau PPAT-
Sementara. Organisasi profesi PPAT dan PPAT-Sementara sebagaimana dimaksud

pada Pasal 69 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor | tahun
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c. Sanksi atau hukuman oleh Majelis Kehormatan Daerah kepada anggota
merupakan tingkat pertama, sedangkan sanksi atau hukuman oleh Majelis

Kehormatan Pusat kepada anggota merupakan tingkat terakhir yang bersifat

Final.

B. Catur Tertib Pertanahan
Dalam era pembangunan, khususnya pembangunan di bidang Pertanahan,

maka sasaran pembangunan di bidang Pertanahan adalah terwujudnya Catur Tertib

Pertanahan yang meliputi :*°

—

Tertib Hukum Pertanahan

Tertib Adrainistrasi Pertanahan

N

3. Tertib Penggunaan tanan

4. Tertib Pemeliharaan tanah dan lingkungan hidup.

1. Tertib Hukum Pertanahan
Dewasa ini banyak sekali terjadi penguasaan, pemilikan dan penggunaan
Tanah oleh orang perorangan dan Badan Hukum yang tidak sesuai dan bertentangan
dengan Peraturan Perundang-undangan Agraria yang berlaku yakni Undang-Undang
Nomor 5 tahun 1960 beserta Peraturan pelaksanaanya. Termasuk dalam pelanggaran-
pelanggaran ini antara lain:*
a. Instansi Pemerintah yang menguasai tanah tanpa dilandasi sesuatu hak,

sehingga sering timbul sengketa mengenai penguasaan atas Tanah;

‘o Ali Achmad Chomzah; Hukum Agraria (Pertanahan di Indonesia) Jilid I; (Jakarta. Prestasi

Pustakarya, 2003 ); hal 71.
‘ Ibid., hal 72.
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Kurang tegasnya pelaksanaan sanksi hukum terhadap pelanggaran-
pelanggaran hukum;
Sebagian besar hak atas tanah belum didaftarkan di kantor Pertanahan

Kabupaten / Kota.

Atas keadaan tersebut, maka usaha untuk mewujudkan tertib hukum

pertanahan, perlu segera diambil langkah-langkah:*

a.

Mengadakan penyuluhan/penerangan kepada masyarakat mengenai tertib
hukum Pertanahan guna tercapainya kepastian hukum yang meliputi
penertiban penguasaan dan kepemilikan Tanah berdasarkan Peraturan
Perundang-undangan Agraria yang berlaku, hak dan kewajiban anggota
masyarakat terhadap Tanah dalam pengertian pelaksanaan tertib
dokumentasi dan administrasi Pertanahan;

Mengenai sanksi hukum atas pelanggaran-pelanggaran yang terjadi;
Meningkatkan pengawasan intern pelaksanaan tugas keagrariaan;
Mengambil tindakan tegas terhadap oknum yang sengaja melakukan
penyelewengan;

Kebersamaan mengadakan introspeksi.

Dengan usaha-usaha tersebut diatas, diharapkan akan terwujud tertib

hukum Pertanahan yang akhimya tercipta kepastian hukum Pertanahan dan hak-hak

serta penggunaannya, yang kesemuanya itu akan menciptakan suasana ketenteraman

dalam masyarakat dan pengayoman masyarakat dari tindakan-tindakan semena-mena

serta sengketa.

44

1bid,, hal 73.
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Tata cara penyelesaian pemilikan hak atas Tanah sampai penerbitan
sertipikat harus sederhana dan lancar, dengan biaya relatif terjangkau
(murah);

Diusahakan agar setiap pelayanan urusan Pertanahan berjalan tertib dan
lancar;

Meningkatkan kesadaran hukum dan disiplin dengan cara melakukan
pembinaan aparat Pertanahan secara terus menerus dan dengan pemberian
penerangan-penerangan secara luas menyangkut tugasnya;

Untuk ketertiban dan kelancaran tugas di bidang Pertanahan diperlukan
adanya ftertib organisasi dan tertib pelaksanaan tugas, sesuai dengan
Peraturan [erundang-undangan Agraria, tidak dibenarkan adanya
penambahan jalur organisasi dan tata cara yang menyimpang dari ketentuan
yang ada;

Dicegah adanya pungutan-pungutan yang tidak berdasar pada Peraturan
yang ada.

Selain langkah-langkah tersebut diatas, usaha guna mewujudkan tertib

administrasi Pertanahan juga dilakukan dengan usaha-usaha :

a.

Menyediakan peta dan data penggunaan Tanah, keadaan sosial ekonomi
masyarakat sebagai bahan dalam menyusun rancangan penggunaan Tanah
bagi kegiatan-kegiatan pembangunan. Peta dan data tersebut hendaknya
tersedia pada instansi yang berhubungan dengan Pertanahan (misal: pada

Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota);
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bertentangan dengan fungsi’kegunaan Tanah tersebut yang sesungguhnya. Untuk itu
perlu adanya usaha-usaha menertibkan penggunaan Tanah. Keadaan tertib
penggunaan Tanah merupakan keadaan dimana:*’

a. Tanah telah digunakan secara lestari, serasi, seimbang sesuai dengan potensi
guna berbagai kegiatan kehidupan dan pengharapan diperlukan untuk
menunjang terwujudnya tujuan Nasional;

b. Penggunaan Tanah di daerah perkotaan dapat menciptakan suasana aman,
tertib, lancar dan sehat;

c. Tidak terdapat benturan kepentingan antar sektor dalam hal peruntukan
Tanah.

Kantor Badan Pertanahan Nasional telah mempersiapkan dan
mengumpulkan data-data tanah untuk mewujudkan tertib penggunaan Tanabh,
misalnya  menerbitkan  petunjuk-petunjuk  teknis  untuk  menentukan
peruntukan/penggunaan tanah dan menerbitkan pedoman penggunaan Tanah sesuai
dengan kepentingan-kepentingan keadaan lereng dan topografi tanah.*®

Dengan demikian program untuk menertibkan penggunaan Tanah
diarahkan pada usaha untuk:*’

a. Menumbuhkan pengertian mengenai arti pentingnya penggunaan Tanah

secara berencana dan sesuai dengan kemampuan Tanah;

b. Menyusun rencana penggunaan tanah baik tingkat nasional maupun

tingkat daerah;

47
48

Ibid., hal 75.
1bid., hal 76.

4

1bid., hal 75.
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Undang-Undang Pokok Agraria menyebutkan bahwa memelihara tanah termasuk
menambah kesuburan Tanah serta mencegah kerusakannya adalah kewajiban tiap-
tiap orang/Badan Hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan
tanah tersebut serta mencegah agar jangan terjadi kerusakan tanah dan lingkungan
hidup.

Di lain pihak, kepadatan penduduk yang melampaui batas tampung
wilayah telah mendorong untuk mempergunakan tanah tanpa mengindahkan batas
kemampun keadaan tanah dan faktor lingkungan hidup; unsur-unsur yang
berhubungan dengan azas-azas tata guna Tanah dan keselamatan hidup sudah benar-
benar ditinggalkan guna mengejar kebutuhan hidup yang mendesak dan bersifat
sementara.’’

Pada prinsipnya, yang disebut dengan tertib pemeliharaan Tanah dan
lingkungan hidup, adalah keadaan dimana:*'

a. Penanganan bidang Pertanahan telah dapat menunjang kelestarian
lingkungan hidup;

b. Pemberian hak atas tanah dan pengarahan penggunaan tanah telah dapat
menunjang terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan dan bernuansa
lingkungan;

C. Semua pihak yang mempunyai hubungan hukum dengan Tanah
melaksanakan kewajiban sehubungan dengan pemeliharaan Tanah tersebut.

Untuk itu, program menertibkan Tanah dan lingkungan hidup diarahkan

pada usaha-usaha:

50

Ibid.. hal 77.
Ibid., hal 77.
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bidang administrasi pertanahan, tugas dan peran serta PPAT dan PPAT-Sementara
untuk melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah sangat mutlak diperlukan.

Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998
menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan PPAT adalah Pejabat Umum yang
diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum
tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Miik Atas Satuan Rumah Susun. Sesuai
ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998, tugas pokok
PPAT dalam rangka menjalankan jabatannya adalah melaksanakan sebagian kegiatan
pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan
hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun,
yang dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendafiaran tanah yang
diakibatkan oleh perbuatan hukum tersebut.

Pada prakicknya, untuk menjalankan jabatan sebagai PPAT tidaklah
mudah, sebagai Pejabat umum yang memiliki kewenangan membuat akta-akta
otentik yang berhubungan dengan perbuatan hukum dibidang pertanahan, PPAT
dituntut untuk mengedepankan pelayanan kepada masyarakat. Dalam rangka
pelayanan kepada masyarakat tersebut,dituntut adanya tanggung jawab moral dan
tanggung jawab hukum pada diri seorang PPAT. Tanggung jawab moral adalah
berkaitan dengan Sumpah Jabatan ketika yang bersangkutan hendak memulai tugas
jabatannya sebagai PPAT, dan tanggung jawab hukum mengacu kepada ketentuan
perundang-undangan yang berlaku. Agar tanggung jawab yang diemban seorang
PPAT dapat terlaksana dengan baik maka seorang PPAT dituntut untuk benar-benar

mengerti dan memahami isi peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan dan
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Menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998,
yang dimaksud dengan PPAT-Sementara adalah Pejabat Pemerintah yang ditunjuk
karena jabatannya untuk melaksanakan tugas Pejabat Pembuat Akta Tanah di daerah
yang belum cukup terdapat Pejabat Pembuat Akta Tanah. Dari ketentuan Pasal 1
angka 2 tersebut diketahui bahwa penunjukan PPAT-Sementara dimaksudkan untuk
melayani masyarakat dalam rangka pembuatan akta-akta otentik mengenai perbuatan
hukum tertentu mengenai hak atas tanah di daerah yang belum cukup terdapat PPAT.
Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor

37 tahun 1998. yang menyebutkan sebagai berikut:

“Untuk melayani masyarakat dalam pembuatan akta PPAT di daerah
yang belum cukup terdapat PPAT atau untuk melayani golongan
masyarakat tertentu dalam pembuatan akta PPAT tertentu, Menteri
dapat menunjuk Pejabat-Pejabat di bawah ini sebagai PPAT-Sementara
atau PPAT-Khusus:
a.Camat atau Kepala Desa untuk melayani pembuatan akta di daerah

yang belum cukup terdapat PPAT. sebagai PPAT-Sementara:

b.Kepala Kantor Pertanahan untuk melayani pembuatan akta PPAT
vang diperlukan dalam rangka pelaksanaan  program-program
pelayanan masyarakat atau untuk melayani pembuatan akta PPAT
tertentu bagi negara sahabat berdasarkan asas resprositas sesuai
pertimbangan dari  Departemen Luar Negeri. sebagai PPAT
Khusus.™

Karena fungsinya di bidang pendaftaran tanah yang penting bagi
masyarakat yang memerlukan. maka fungsi tersebut (inclavani masyarakat dalam

pembuatan akta PPAT) harus dilaksanakan di scluruh wilayah Negara Indonesia.

34 Indoncsia (¢), Loc.cit., Pasal § ayat (3).
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oleh Bupati/Walikota atas usul Sekretaris Daerah. Camat sebagai Pcgawai Negeri
Sipil, dapat menerima pelimpahan maupun penyerahan sebagian kewenangan
pemerintahan  dari  Bupati/Walikota dan  bertanggung jawab  kepada
Bupati/Walikota.*® Pada prinsipnya, bahwa pembentukan wilayah dan pemerintahan
Kecamatan adalah dalam rangka memperpendek jalur hierarki dan birokrasi dalam
peyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik bagi
masyarakat.”’ Dari uraian tersebut jelas bahwa peranan seorang Camat yang terutama
adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil yang harus menjalankan jabatannya secara
hierarkis sebagai pejabat Administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan
Perundang-Undangan yang berlaku,

Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 menyatakan bahwa
PPAT dilarang merangkap antaralain sebagai Pegawai Negeri; secara lengkap
ketentuan Pasal 7 Peratuaran Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 menyecbutkan

sebagai berikut:

(1)’PPAT dapat merangkap jabatan sebagai Notaris, Konsultan atau
Penasihat Hukum.”

(2)’PPAT dilarang merangkap Jabatan atau Profesi:

a. Pengacara atau advokat;

b. Pegawai Negeri, atau pegawai Badan Usaha Milik
Negara/Daerah.”

Untuk jabatan PPAT-Sementara, ketentuan pasal 7 Peraturan Pemerintah

Tahun 1998 tersebut dikesampingkan, sebab dengan belum cukupnya jumlah PPAT

56 Lembaga Administrasi Negara; SANKRI (Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik

Indonesia); (Jakarta:Lembaga Administrasi Negara, 2003), hal 120.

s Ihid,, hal 121.
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dibuat oleh PPAT-Sementara, sehingga dimungkinkan adanya cacat hukum terhadap
akta yang dibuat oleh PPAT-Sementara tersebut akibat kurangnya pendidikan dan
pelatihan yang diberikan kepada Camat selaku PPAT-Sementara.

Berkaitan dengan tugas PPAT-Sementara dalam rangka pembuatan akta
PPAT, akta PPAT yang dibuat oleh PPAT-Sementara merupakan salah satu sumber
data bagi pemeliharaan data pendaftaran tanah. Oleh karena itu wajib dibuat
sedemikian rupa sehingga dapat dijadikan dasar yang kuat untuk pendaftaran
pemindahan dan pembebanan hak yang bersangkutan. PPAT bertanggung jawab
untuk memeriksa syarat-syarat untuk sahnya perbuatan hukum yang bersangkutan,
antara lain mencocokan data yang terdapat dalam sertipikat dengan daftar-daftar
yang ada di kantor pertanahan.*®

Penjelasan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997
menyebutkan dalam rangka mewujudkan fungsi dan tanggung jawab PPAT sebagai
pelaksana pendaftaran tanah, maka akta PPAT wajib dibuat sedemikian rupa,
sehingga dapat dijadikan dasar yang kuat untuk pendaftaran pemindahan hak dan
pembebanan hak yang bersangkutan.

Dalam rangka meminimalisasi kesalahan yang seringkali terjadi dalam
pembuatan akta, sehingga akta yang dibuat PPAT-Sementara menjadi dapat disebut
sebagai akta tentik dan memiliki kekuatan pembuktian yang kuat, maka beberapa hal

penting yang harus diperhatian oleh PPAT-Sementara antara lain adalah sebagai

berikut:>’

58

o Boedi Harsono, Lac.cit., hal 510.

Sugijanto, /lal-hal yang perlu diperhatikan oleh Camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanak,
Makalah disampaikan pada acara Konsultasi Tcknis Bidang Hak Tanah dan Pendafaran Tanah di
Surabaya 28,29 Juni 2007; Kantor Wiayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur 2007.
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Penggunaan Surat Kuasa.

Sesuai ketentuan Pasal 1793 KUHPerdata, para pihak dalam membuat
perjanjian dapat diwakili oleh pihak lain melalui surat kuasa dalam bentuk
kuasa notariil, kuasa dibawah tangan ataupun dengan lisan. Akan tetapi dalam
hal surat kuasa tersebut dipergunakan untuk mewakili pihak yang mengalihkan
hak atas tanah, hendaknya surat kuasa dibuat secara Notariil. Dalam hal surat
kuasa tersebut dibuat secara dibawah tangan agar diuraikan secara jelas tentang
kedudukan penghadap dalam komparisi Akta PPAT; Surat Kuasa tersebut
dijahitkan pada minuta akta, sedangkan surat kuasa yang dibuat secara notariil,
daam komparisi akta hanya cukup disebutkan tanggal, nomor akta dan nama
Notaris dihadapan siapa surat kuasa dibuat. Surat Kuasa Mutlak seperti yang
dimaksudkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor:14 thun 1982 tetap
tidak dapat dibenarkan dan tidak dapat digunakan sebagai dasar proses
peralihan Hak atas tanah.

Tentang Dewasa Hukum.

Kecakapan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum penting diperhatikan
dengan melihat usia dari para pihak. Dalam pembuatan perjanjian yang
objeknya adalah tanah, maka syarat dewasa sesuai hukum perdata harus benar-
benar diperhatikan. Berkenaan dengan usia dewasa perdata tersebut, menurut
ketentuan Pasal 330 juncto Pasal 1330 KUHPerdata para pihak harus sudah
berusia 21 tahun atau sudah pemah menikah sebelumnya, dianggap cakap untuk

melakukan perbuatan hukum.
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mengetahui, termasuk masalah Pajak Bumi dan Bangunan, sebab Camat terbebani
dengan tanggung jawab secara moral untuk memenuhi target pembayaran Pajak
Bumi dan Bangunan oleh masyarakat.%

Sesuai ketentuan mengenai formasi jabatan PPAT dan PPAT-Sementara
yaitu ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 1 tahun 2006, dimungkinkan dalam satu wilayah kerja
kantor pertanahan kabupaten/kota terdapat PPAT dan PPAT-Sementara; hal ini
dikarenakan pada daerah Kabupaten/Kota tersebut formasi jabatan PPAT belum
terpenuhi, sehingga oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional dinilai perlu untuk
menunjuk PPAT-Sementara.

Kabupaten Blitar dengan luas 1.588,79 km?, dan jumlah. penduduk
1.297.335 juta jiwa, serta terbagi atas 22 (duapuluh dua) Kecamatan®, merupakan
salah satu wilayah otonoini di Indonesia yang tengah menggalakkan berbagai bidang
pembangunan; salah satunya adalah pembangunan di bidang pertanahan yang
meliputi pembangunan fisik maupun di bidang tertib administrasi pertanahan.
Hingga saat ini, masyarakat di Kabupaten Blitar, terutama di wilayah-wilayah
pedesaan belum banyak mengetahui arti pentingnya Pendaftaran Tanah sebagai
sarana mencapai tertib Administrasi Pertanahan. Masyarakat di daerah pedesaan di
kabupaten Blitar belum memahami bahwa dengan adanya pendafiaran tanah, maka

hak-hak mereka terhadap tanah dapat dilindungi dari sisi hukum.

60

“Tugas Camat Tetap Beda Dengan Notaris™, Jurnal Renvoi. No 11 April Th. 01 / 2004,
hal 31.

o! Blitar Dalam Angka 2007 (Badan Pusat Statistik dan Pemerintah Dacrah Kabupaten Blitar;

2007) hal 53.
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yang belum bersertipikat, akta-akta mengenai perbuatan hukum tertentu di bidang
pertanahan dibuat oleh PPAT-Sementara. Untuk itu, banyak masyarakat di kabupaten
Blitar yang memilih PPAT-Sementara untuk membuat akta-akta otentik mengenai
perbuatan hukum tertentu di bidang pertanahan.

Alasan lain masyarakat di Kabupaten Blitar memilih PPAT-Sementara
untuk membuat akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu di bidang
pertanahan  adalah  dikarenakan PPAT yang dijabat oleh  Notaris
berkedudukan/berkantor di pusat kota saja; saat ini dari kedua PPAT yang dijabat
oleh Notaris yang ada di kabupaten Blitar kesemuanya berkantor di Kecamatan
Wilingi sebagai “ibukota” Kabupaten Blitar. Di Kecamatan Wlingi, selain terdapat 2
(dua) PPAT yang dijabat oleh Notaris, juga terdapat 1(satu) PPAT-Sementara yang
dijabat oleh Camat Kecamatan Wlingi.

Dengan demikian di Kabupaten Blitar, peranan dan fungsi PPAT-
Sementara masih sangat dibutuhkan, terutama untuk membuat akta-akta mengenai
perbuatan hukum tertentu di bidang pertanahan terutama untuk tanah-tanah yang
terletak di wilayah pedesaan yang belum bersertipikat. Selain menjabat sbagai
PPAT-Sementara yang bertugas melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah
dengan membuat akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu di bidang
pertanahan, seorang Camat juga memiliki fungsi sebagai kepala wilayah Kecamatan
untuk membuat dan memberikan surat keterangan mengenai bagaimana keadaan
tanah dan status tanah di wilayah dimana Camat tersebut menjabat.

Bagi Camat yang merangkap jabatan sebagai PPAT-Sementara di

Kabupaten Blitar, Pembuatan akta otentik megenai perbuatan hukum tertentu di
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Sementara yang ada di Kabupaten Blitar, sebanyak 7(tujuh) PPAT-Sementara tidak
membuat dan menyerahkan laporan Bulanan mengenai akta yang dibuatnya kepada
Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar.”

Ketidak tertiban PPAT-Sementara yang tidak menyerahkan laporan
bulanan mengenai akta yang dibuatnya kepada Kantor Pertanahan merupakan
indikasi bahwa tanggung jawab Yuridis PPAT dan PPAT-Sementara (khususnya
PPAT-Sementara) demi terlaksananya catur tertib pertanahan di Kabupaten Blitar
tidak terlaksana dengan baik. Sebab dengan tidak mengirimkan laporan bulanan
mengenai akta yang dibuatnya, PPAT-Sementara yang bersangkutan melanggar

ketentuan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 yang

menyatakan : - -

“PPAT wajib mengirim laporan bulanan mengenai akta yang dibuatnya
yang diambil dari buku daftar akta PPAT sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) kepada Kepala Kantor Pertanahan dan Kantor-Kantor lain sesuai
ketentuan Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah yang berlaku
selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya.”

Ketentuan Pasal 62 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional

Nomor | tahun 2006 menyatakan :

“PPAT wajib menyampaikan laporan bulanan mengenai semua akta yang

dibuatnya paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya kepada Kepala
Kantor Pertanahan dan Kepala Kantor Wilayah.”

62

Rekapitulasi Laporan Bulanan PPAT Bulan Nopember 2007, Kantor Pertanahan Kabupaten
Blitar.
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PPAT yang memiliki kemampuan yang andal dan profesional sudah sangat banyak
dan semakin bertambah tiap tahunnya.*

Dengan dipatuhinya segala peraturan mengenai hukum tanah oleh PPAT
dan PPAT-Sementara dalam rangka pelaksanaan tugas sebagai Pejabat yang
membantu sebagian kegiatan Pendaftaran Tanah, maka kondisi Tertib Administrasi
Petanahan sebagai tujuan kegiatan Pendaftaran Tanah dapat terlaksana dengan baik.
Hal ini dapat memberikan dampak positif bagi terwujudnya kondisi Catur Tertib
Pertanahan. Dengan adanya kegiatan Pendaftaran Tanah yang terlaksana baik dan
benar, maka tertib administrasi pertanahan dapar terlaksana,dengan terlaksananya
tertib administrasi pertanahan, maka kondisi tertib hukum pertanahan akan tercapai,
karena masyarakat akan merasa mendapatkan jaminan hukum terhadap tanah-tanah
yar;g mereka kelola dan/atau mereka kuasai.

Kondisi tertib administrasi pertanahan juga memberikan dampak yang
sangat positif terhadap terlaksananya terlib penggunaan tanah, dimana dengan
adanya tertib administrasi pertanahan, penggunaan tanah akan sesuai dengan apa
yang sudah ditentukan pada saat pendaftaran tanah.

Dengan adanya segala permasalahan yang dihadapi oleh PPAT dan
PPAT-Sementara baik masalah profesionalitas maupun masalah yuridis pembuatan
akta P PAT, ketentuan-ketentuan mengenai PPAT dan PPAT-Sementara untuk s aat
ini dinilai belum cukup memadai, meskipun mengenai kedudukan serta status PPAT
telah dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 1985 tentang Rumah

Susun, dan Undang-Udang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, namun

60

Ibid., hal 181.

Analisis tanggung..., Argo Wahyu Jati K, FH Ul, 2008



79

Peraturan yang mengatur tentang akta-akta PPAT yang dibuat olch atau dibuat
dihadapannya, didalamnya antara lain diatur tentang bentuk akta, kekuatan
pembuktian, syarat sahnya menurut hukum di dalam pembuatan akta tersebut;
Pengaturan tentang sumpah jabatan, tentang cuti dan tentang pemberhentian
termasuk sanksi dan tindakan atau hukuman baginya;

Pengaturan tentang protokol, demikian pula yang berkenaan dengan register

tentang itu, misalnya reportorium, klapper dan lain-lain.
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Di wilayah Kabupaten Blitar dapat dijumpai contoh mengenai tumpang
tindihnya pelaksanaan tugas PPAT dan PPAT-Sementara dalam satu wilayah
Kabupaten bahkan dalam satu wilayah Kecamatan serta dapat pula dijumpai adaya
pelanggaran — pelanggaran yang dilakukan oleh PPAT dan PPAT-Sementara
(terutama dilakukan oleh PPAT-Sementara)terhadap akta PP;\T yang dibuatnya;
salah satunya adalah tidak rutinnya penyampaian laporan bulanan oleh PPAT-
Sementara mengenai akta yang dibuatnya kepada Kantor Pertanahan Kabupaten
Blitar sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998.
Tentunya hal ini menghambat terwujudnya kondisi Catur Tertib Pertanahan terutama
Tertib Administrasi Pertanahan di Kabupaten Blitar. Dengan demikian dari
penelitian ini, penulis dapat menyimpulkan bahwa :

1.Dengan adanya PPAT dan PPAT-Sementara pada satu wilayah
Kabupaten/Kota telah menimbulkan berbagai persoalan. Sehingga timbul
pembagian tugas antara PPAT dan PPAT-Sementara. Diantaranya dalam hal
pembuatan akta PPAT. PPAT yang dijabat oleh Notaris lebih banyak
membuat akia PPAT bagi tanah-tanah yang teah bersertipikat. Sedangkan bagi
PPAT-Sementara yang dijabat oleh Camat, yang bersangkutan lebih banyak
membuat akta PPAT bagi tanah-tanah yang belum bersertipikat. Di
Kabupaten Blitar, bagi Camat yang menjabat sebagai PPAT-Sementara,
ternyata memiliki peranan yang sangat penting bagi pembuatan akta mengenai
perbuatan hukum tertentu di bidang pertanahan di Kecamatan sebagai wilayah
kerjanya; hal ini dikarenakan penduduk di Kabupaten Blitar yang mayoritas

bertempat tinggal di Wilayah Pedesaan banyak yang menguasai tanah yang
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meningkatkan pengetahuannya di bidang Hukum Pertanahan, menjalankan
jabatannya secara tertib dan profesional serta mengutamakan pelayanan
kepada masyarakat agar kesalahan dan penyimpangan dalam rangka
menjalankan jabatan sebagai PPAT-Sementara terutama dalam rangka
pembuatan akta perbuatan hukum tertentu di bidang Pertanahan dapat
dihindari schingga diharapkan tercipta kondisi Catur Tertib Pertanahan

terutama tertib Administrasi di Bidang Pertanahan.
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Tanpa Penulis, Blitar Dalam angka 2007, Badan Pusat Statistik dan Pemerinta
Daerah Kabupaten Blitar: 2207.

II. PEERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok Agraria (UUPA).

.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata
Usaha Negara.

.Peraturan Pemerintah Nomor 10/ 1961 jo Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan
Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

.Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik
Indonesia Nomor 1 tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 tentang Peraturan
Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

.Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan
Nasional nomor 3 Tahun 1997 tentang Pedoman Pelaksanaan
Pendaftaran Tanah.

.Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 9 Tahun 1997 jo Nomor 15 Tahun 1997 tentang
Pemberian Hak Milik Atas Tanah.

.Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pemberian Hak Milik
Atas Tanah untuk Rumah Tinggal yang dibeli oleh Pegawai
Negeri dai Pemerintah.

.Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pemberian Hak Milik
Atas Tanah untuk Rumah Tinggal masih dimiliki oleh
Perseorangan Warga Negara Indonesia dengan Hak Guna
Bangunan atau Hak Pakai.
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